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Kata Pengantar

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) untuk mewujudkan
akuntabilitas  pemerintah  daerah  dalam  rangka

merealisasikan tujuan pembangunan daerah. Melalui LKPJ,

proses pembangunan dan hasilnya dapat dilihat dari tingkat
keberhasilannya, objektivitas, kemanfaatan, dan sekaligus sebagai bahan
evaluasi untuk perencanaan selanjutnya. Oleh karenanya, LKPJ Gubernur DIY ini
disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
publik atas pelaksanaan pembangunan daerah DIY selama tahun 2023. Sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen LKPJ DIY ini disusun
untuk melaksanakan amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dokumen LKPJ Gubernur DIY Tahun 2023 akan menggambarkan hasil kinerja
pelaksanaan APBD DIY pada Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan APBD DIY Tahun
2023 merupakan tahun pertama dari periode pelaksanaan perencanaan strategis
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026 yang telah disusun
berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021.
Efektivitas pelaksanaan pembangunan Pemda DIY dapat diukur berdasar capaian
sasaran pembangunan yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda,
Indikator Program Pemda, dan Indikator Kinerja Utama terhadap pelaksanaan
urusan. Ruang lingkup dokumen LKPJ Tahun 2023 meliputi: (1) Pendahuluan; (2)



Tahun

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah; (4) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; (5)
Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY; (6) Program Strategis DIY; (7)

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah; dan (8) Penutup.

Pada tahun 2023, hasil penyelenggaraan urusan pembangunan Pemda DIY
mendekati optimal, Capaian indikator-indikator kinerja yang telah melampaui
target patut disyukuri dan perlu ditingkatkan. Pelaksanaan pembangunan tahun
2023, menghadapi berbagai tantangan baik pemulihan pasca pandemi, krisis
global, persiapan menyongsong tahun politik 2024. Hal ini perlu menjadi

perhatian bersama untuk berupaya lebih baik di tahun perencanaan berikutnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, diharapkan laporan ini akan mendapatkan
masukan dan saran perbaikan untuk rekomendasi pembangunan ke depan,
terutama catatan dan rekomendasi dari DPRD DIY. Masukan dan saran tersebut
diharapkan menjadi semangat kolaborasi bersama Sawiji, Greget, Sengguh, Ora
Mingkuh membangun DIY. Mari kita senantiasa bersyukur dan berdoa untuk
kemajuan masyarakat DIY, yang sejahtera dan bermartabat. “Layaning Hyang
Agung, Murcita Tisning Nugraha,” atas pertolongan Tuhan Yang Maha Esa,

semoga kita senantiasa mendapat anugerah. Sekian, Terima Kasih

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yogyakarta, Maret 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

‘77775."////"/ =
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A. DASAR HUKUM

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di Indonesia
setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia.' Daerah
Istimewa Yogyakarta memiliki sejarah panjang sejak awal berdiri dalam bentuk
Kasultanan dan Kadipaten pada masa pra-kemerdekaan hingga bergabung
dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sikap seluruh rakyat
Yogyakarta yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia telah
dinyatakan dalam Amanat 5 September 1945 dari Sultan Hamengkubuwono IX
dan Sri Paduka Paku Alam VIIl. Amanat tersebut menjadi kontribusi penting
Yogyakarta untuk Indonesia yang baru saja merdeka dari kolonialisme. Kontribusi
tersebut diakui dalam sejarah kemerdekaan Indonesia hingga ditetapkan sebagai
Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi ini memiliki status istimewa atau otonomi
khusus yang merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum maupun sesudah

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Landasan fundamental Keistimewaan DIY dapat dilihat dalam kontrak politik
antara Nagari Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Puro Pakualaman dengan
Pemimpin Besar Revolusi Soekarno. Subtansi Istimewa bagi Daerah Istimewa
Yogyakarta terdiri dari tiga hal aspek vyaitu aspek sejarah pembentukan
Pemerintahan Daerah Istimewa, aspek bentuk Pemerintahan Daerah Istimewa
Yogyakarta dan aspek Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan UUD 1945, Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai
wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya NKRI pada tanggal 17
Agustus 1945 diakui hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat
istimewa, berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam

mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan NKRI. Undang-Undang
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Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY telah menguatkan kedudukan
hukum yang dimiliki oleh DIY tersebut.

Dalam rangka mewujudkan tujuan konstitusi dalam kerangka NKRI, Pemerintah
Daerah (Pemda DIY) melaksanakan 2 kewenangan vyaitu kewenangan
keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan DIY dan kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja. Urusan keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi tata cara
pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil
Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan
tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan tersebut

didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

Gubernur menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun
2023 dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja sesuai kewenangan yang
telah diatur peraturan perundang-undangan dimaksud. Adapun dasar hukum

penyusunan LKPJ Tahun 2023 selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo.
Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang

membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
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Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam
rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tahun

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009
Nomor 2);

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
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26.

27.

28.

29.

30.

Tahun

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY (Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12);
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022
Tentang rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor
7);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26) sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
34 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor
34);
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31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022
Nomor 87) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86
Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2023 Nomor 30).

B. VISI DAN MISI JANGKA PANJANG

1. VisiJangka Panjang

Visi jangka panjang Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dicapai selama
kurun waktu 20 tahun yaitu: “Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025
sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di
Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan
Sejahtera”. Visi pembangunan jangka panjang tertuang pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD
DIY) tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2009.

Pada bidang pendidikan, visi untuk menjadi pusat pendidikan terkemuka
menunjukkan keinginan agar DIY pada tahun 2025 dapat menghasilkan
sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak
mulia yang dilandasi dengan pengamalan agama yang didukung oleh
lembaga pendidikan yang kredibel, berstandar nasional ataupun
internasional. di samping itu, DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya
memiliki lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut

ilmu.

Sebagai pusat budaya terkemuka, DIY diharapkan menjadi tempat
pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud

masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya.
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Budaya DIY merupakan salah satu unsur keistimewaan DIY yang diakui dan
menjadi wewenang tambahan yang diberikan kepada DIY melalui Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan DIY.

Selanjutnya, sebagai daerah tujuan wisata terkemuka, DIY diharapkan
menjadi daerah tujuan wisata yang diminati baik oleh wisatawan nasional
maupun internasional karena memiliki daya tarik tersendiri dengan tetap

menjunjung nilai-nilai moralitas.

Masyarakat yang maju dimaknai sebagai suatu kondisi masyarakat yang
makmur secara ekonomi, mempunyai tingkat pengetahuan dan kearifan
tinggi melalui sistem pendidikan yang tinggi, memiliki derajat kesehatan
tinggi yang ditopang dengan angka harapan hidup tinggi dan kualitas
pelayanan sosial yang baik, memiliki sistem kelembagaan politik dan hukum
yang mantap, terjamin hak-haknya dan keamanan ketenteramannya, serta

kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap, dan memadai.

Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan
kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang
telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
Tingkat kemandirian masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan
SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan

pembangunan.

Masyarakat yang sejahtera dimaknai bahwa masyarakat dapat memenuhi
semua kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual secara layak dan

adil sesuai perannya dalam kehidupan.

Tahun 2023 merupakan tahapan lima tahun ke-empat (2020-2025) Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005-2025. Penekanan
tahapan lima tahun ke-empat (2020-2025) adalah untuk “penguatan upaya
pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut,
penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta
ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang

didukung dengan ketersediaan energi.”
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Misi Jangka Panjang

Upaya mencapai visi jangka panjang tersebut dilakukan dengan
mengarusutamakan pendekatan pembangunan yang memiliki fokus untuk
meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup warga DIY (people-centered
development) melalui pembangunan di semua sektor secara sinergis, dan
bertahap. Untuk mewujudkan visi tersebut maka diupayakan melalui empat

misi pembangunan vyaitu:

1) Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel
yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;

2) Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep,
pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya,
serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;

3) Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;

4) Mewujudkan sosio-kultural dan sosio-ekonomi yang inovatif, berbasis
pada kearifan budaya lokal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi bagi

kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA
MENENGAH

Perumusan Tujuan dan Sasaran

Pada umumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu pada Visi dan Misi
kepala daerah. Namun, perumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ini tidak bisa mendasarkan
kepada visi dan misi kepala daerah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa
penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 disusun tanpa Visi
dan Misi Kepala Daerah. Selanjutnya, agar tercipta kesinambungan dan
keselarasan pembangunan daerah, maka perumusan tujuan dan sasaran

pembangunan tahun 2023-2026 ini mengacu kepada:

Gubernur DIY

| 1-9



1-10 |

Tahun

1) Visi Misi RPJPD DIY Tahun 2005-2025;

2) Analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025
Tahap Keempat; dan

3) Isu strategis aktual.

Visi DIY sebagaimana tercantum dalam RPJPD DIY Tahun 2005-2025 adalah:
“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan,
Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam
Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.” Untuk

mewujudkan Visi tersebut, terdapat empat misi yang ditetapkan, yaitu:

1) Mewujudkan Pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel
yang didukung oleh sumber daya Pendidikan yang handal.

2) Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep,
pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya,
serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.

3) Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.

4) Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif berbasis
pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi

kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci dari visi jangka panjang tersebut adalah pendidikan, budaya,
pariwisata, pembangunan sosiokultural dan sosio-ekonomi. Selanjutnya Visi
Misi tersebut diturunkan ke dalam sasaran pembangunan yang prioritasnya

terbagi dalam tahapan lima tahunan.

Kemudian untuk dapat menggambarkan ketercapaian visi dan misi jangka
panjang tersebut ditetapkan sasaran pokok pembangunan RPJPD DIY Tahun
2005-2025 sebagai berikut:

1) Terwujudnya DIY sebagai pusat Pendidikan terkemuka di Asia Tenggara
pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:
a. Terwujudnya Lembaga Pendidikan yang berstandar nasional dan
internasional, serta pusat-pusat keunggulan ilmiah
b. Tersedianya sumber daya Pendidikan yang handal
c. Terciptanya lingkungan yang kondusif terhadap Pendidikan
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Mendatangkan peserta didik sebanyak mungkin dari luar DIY
Lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berbudaya

Meningkatnya proporsi masyarakat yang berpendidikan

menengah tinggi

2) Terwujudnya DIY sebagai pusat budaya terkemuka se Asia Tenggara
pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:

a.

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pusat budaya yang
didukung oleh pilar-pilar berupa pusat-pusat pengembangan
budaya masyarakat yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa

Berkembangnya konsep budaya, hasil budaya dan nilai-nilai
budaya daerah secara berkesinambungan

DIY sebagai Pusat Gerakan Kebudayaan Nasional menuju
terciptanya perilaku masyarakat DIY yang berbudaya luhur
Masyarakat mampu memilah, memilih dan memanfaatkan budaya
modern yang positif

Melestarikan dan mengembalikan fungsi Kawasan Budaya dan
benda Cagar Budaya

Mengembangkan budaya Yogyakarta untuk mendukung pariwisata
Masuknya DIY dalam culture itinerary/culture map tingkat Asia

Tenggara

3) Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia

Tenggara pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:

a.

Gubernur DIY

Munculnya berbagai inovasi penciptaan berbagai jenis produk
wisata

Tersedianya fasilitas pendukung Objek dan Daya Tarik Wisata
(ODTW) yang handal

Meningkatnya kualitas paket wisata yang variatif baik yang dikelola
secara sinergis dan terintegrasi antara pemerintah dana TAU oleh
pelaku wisata

Meningkatnya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun

mancanegara
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Tahun

e. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal sekitar potensi

ODTW.
4) Terwujudnya lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera

pada tahun 2025, ditandai oleh hal-hal:

a. Terselenggaranya pemerintahan yang profesional, demokratis,
transparan, akuntabel, dan berlandaskan supremasi hukum

b. Terciptanya kelembagaan sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang
mantap

c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan
kewajibannya, dan dijamin hak-haknya oleh pemerintah.

d. Terpenuhinya infrastruktur dan pelayanan sosial dan ekonomi
masyarakat yang memadai

e. Yogyakarta sebagai pusat keunggulan industri kreatif di Asia
Tenggara

f.  Terpenuhinya peningkatan keamanan dan ketagwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan kerukunan antar umat beragama

g. Terpenuhinya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan, anak dan remaja

h. Meningkatnya proporsi masyarakat yang makmur secara ekonomi

i.  Meningkatnya proporsi masyarakat yang mempunyai derajat sosial
dan kesehatan yang tinggi

Untuk mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang tersebut telah
ditetapkan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan. Dokumen
RPD 2023-2026 berada pada periode tahapan Ke-empat dari RPJPD DIY
2005-2025, sehingga prioritas pembangunan jangka Panjang tahap ke-
empat (2020-2025) akan menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan
sasaran RPD 2023-2026 ini. Penekanan pembangunan pada lima tahun ke-
empat adalah “penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui
sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada
pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri
berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi”.
Lebih lanjut, detail dari tahapan tersebut dapat disampaikan pada tabel di

bawah ini.
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Tabel 1.1. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Tahapan

Keempat
Sasaran Pokok Tahapan Keempat
Terwujudnya DIY  a. Mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (center of
sebagai pusat excellence) dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara, dengan
Pendidikan prioritas pada pencapaian sistem pendidikan dan pelaksanaan
terkemuka di Asia pembelajaran yang diarahkan untuk mewujudkan Provinsi DIY
Tenggara sebagai pusat unggulan (center of excellence) dalam bidang

pendidikan.

b. Mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya, dengan
prioritas pada penyelenggaraan pendidikan yang mengarah
pada mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya yang
dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berkualitas dan
berdaya saing

c. Menciptakan Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan
para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan
inovator), dengan prioritas pada pencapaian pembangunan
pendidikan yang mengarah kepada pemantapan citra Provinsi
DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin,
manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator) yang
handal, berdaya juang tinggi, berwawasan global, serta berjiwa
kebangsaan.

d. Mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan
berdaya saing, dengan prioritas pada peningkatan daya saing
semua jenjang pendidikan dengan mengembangkan sistem
pendidikan, yang terstruktur dan berkesinambungan serta
berorientasi global dengan dukungan sarana dan prasarana
yang lengkap dan berstandar internasional.

e. Menjaga kapasitas jaringan kerjasama, dengan prioritas pada
pemantapan kapasitas jaringan kerjasama untuk meningkatkan
kedudukan pendidikan Provinsi DIY ke posisi global melalui
dukungan teknologi informasi.

f. Menciptakan masyarakat yang memiliki kreativitas dalam
pengembangan kegiatan dan usaha, dengan prioritas pada
penciptaan kesempatan untuk mengembangkan daya kreasi
daninovasi untuk membuka peluang usaha yang didukung oleh
lembaga pendidikan yang berkualitas.

g. Mewujudkan kualitas tenaga pendidikan yang handal dan
profesional, dengan prioritas pada upaya penciptaan kualitas
pendidik dan tenaga kependidikan yang handal dan profesional
yang mampu bersaing dalam lingkup regional maupun global.

h. Menciptakan masyarakat baru yang berbasis pengetahuan
(knowledge society), dengan prioritas pada perwujudan
masyarakat yang madani dengan masyarakat yang berilmu
pengetahuan.

Gubernur DIY
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Sasaran Pokok

Terwujudnya DIY
sebagai pusat
budaya terkemuka
se Asia Tenggara

Tahun

Tahapan Keempat

Mewujudkan wilayah Provinsi DIY yang unggul dalam bidang

penelitian dan pengembangan pengetahuan, dengan prioritas

pada penciptaan riset unggulan untuk mewujudkan Provinsi

DIY sebagai pusat unggulan (center of excellence) dalam bidang

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menciptakan gerakan peduli pendidikan, dengan prioritas pada

pembudayaan  gerakan  peduli  pendidikan  melalui

pengembangan lingkungan sosial yang mendukung prinsip

“pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua”.

Menciptakan kawasan pendidikan nyaman dan aman, dengan

prioritas pada perwujudan kondisi lingkungan yang aman dan

nyaman yang mampu mendukung kelancaran proses belajar
mengajar.

Menciptakan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan,

dengan prioritas pada penciptaan kesempatan kerja bagi kaum

perempuan yang berpendidikan dan berketerampilan.

Mewujudkan masyarakat tanggap bencana, dengan prioritas

pada pencapaian kondisi masyarakat yang tanggap bencana

melalui pendidikan kebencanaan.

Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpendidikan,

dengan prioritas pada pencapaian masyarakat yang sehat,

berpendidikan dan berprestasi melalui olahraga.

Terwujudnya tatanan sosial masyarakat DIY yang menjunjung

tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan dan budaya, dengan

prioritas pada:

1) Mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya
yang terjadi di dalam masyarakat serta memberi
perlindungan akan kelestarian aset-aset budaya;

2) Memantapkan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal
pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya;

3) Mempertahankan masyarakat Yogyakarta yang cerdas,
modern, berbudi luhur, dan memiliki jati diri yang kuat.
Terlaksananya upaya perlindungan dan pelestarian Kawasan
Budaya dan Benda Cagar Budaya yang berkelanjutan yang
berbasis partisipasi masyarakat secara penuh, dengan prioritas

pada:

1) Memantapkan dan mempertahankan perkembangan
partisipasi masyarakat DIY dalam proses pembangunan
kebudayaan;

2) Mempertahankan dan mengembangkan “kantong-
kantong” kebudayaan yang berkelas dunia di seluruh
wilayah DIY yang berbasis masyarakat;

3) Mempertahankan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam
hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya;
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Sasaran Pokok

Terwujudnya DIY
sebagai daerah
tujuan wisata
terkemuka di Asia
Tenggara

Gubernur DIY

Tahapan Keempat
4) Mempertahankan Yogyakarta aktif dalam event budaya
tingkat internasional, sehingga eksistensinya termasuk
dalam peta kebudayaan dunia.

. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di

Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan

daerah dengan keanekaragaman objek, atraksi dan budaya,

termasuk produk wisata inovatif dan peningkatan kunjungan
wisatawan baik wisnus maupun wisman, dengan prioritas:

1) Fasilitasi wisata Meeting, Incentive, Convention, Exhibition
(MICE);

2) Penerapan kebijakan Pariwisata yang menyeluruh dan
terpadu;

3) Peningkatan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama
dan aliansi strategis dari komunitas/lembaga/asosiasi/
organisasi  kepariwisataan nasional, regional, dan
internasional;

4) Peningkatan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat
dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri
pendukung, termasuk standar kualitas pelayanan sarana
transportasi wisata (darat, laut dan udara), dan keamanan
sehingga tercipta kenyamanan dan kepuasan wisatawan;

5) Peningkatan peran masyarakat dan komunitas profesional
secara komprehensif dalam penyelenggaraan urusan
pariwisata.

Tersedianya paket wisata terpadu antar objek dan antar daerah

yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain

(perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian,

industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata, dengan

prioritas:

1) Pengembangan produk Pariwisata;

2) Pengembangan pemberdayaan Masyarakat;

3) Pengembangan usaha pariwisata;

4) Terwujudnya jejaring wisata yang luas di dalam maupun di
luar negeri, dengan titik berat:

a) Peningkatan jejaring dan kemitraan pariwisata;

b) Pengembangan informasi pasar wisatawan;

c) Pengembangan sistem dan pengelolaan data dan
informasi.

5) Terwujudnya promosi wisata bermutu, menarik dan
prospektif, dengan titik berat:

a) Promosi terpadu antara pelaku wusaha industri
pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan;

b) Pengembangan sarana; serta

¢) Prasarana promosi pariwisata.
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Sasaran Pokok

Terwujudnya
lingkungan
masyarakat yang
maju, mandiri, dan
sejahtera pada
tahun 2025

a.

Tahun

Tahapan Keempat

6) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku
dan pendukung pariwisata, dengan titik berat pada
peningkatan iklim usaha kepariwisataan dan pendukung
pariwisata;

7) Terwujudnya fasilitas pendukung pariwisata yang handal,
dengan titik berat:

a) Pengembangan dan pemantapan kebijakan kemitraan

pariwisata;

b) Pengembangan kapasitas pengelolaan kepariwisataan.
Mengembangkan sikap dan budaya masyarakat yang tanggap
dini terhadap gejala dan kecenderungan masalah-masalah
kesejahteraan sosial, dengan prioritas:

1) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan masalah
kesejahteraan sosial di lingkungannya;

2) Peningkatan peran masyarakat dalam antisipatif terhadap
gejala dan kecenderungan munculnya penyandang masalah
kesejahteraan sosial;

3) Peningkatan kualitas jaminan sosial masyarakat;

4) Profesionalisme kapasitas kelembagaan jaminan sosial
masyarakat.

Menciptakan masyarakat yang mengutamakan pola hidup

sehat, aktif mengelola kebersihan dan kesehatan sanitasi

lingkungan hunian dan ruang publik, serta tanggap dini
terhadap gangguan kesehatan, dengan prioritas:

1) Pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan kesehatan;

2) Peningkatan kepedulian masyarakat dalam peran aktif
menjaga kesehatan sanitasi lingkungan rumah tangga,
tempat-tempat pelayanan dan ruang publik;

3) Peningkatan wawasan masyarakat yang responsif terhadap
penyakit menular.

Menyediakan tenaga kerja yang memenuhi standardisasi,
kompetensi, serta profesionalitas yang mampu bersaing di
pasar tenaga kerja regional, nasional, maupun internasional
dengan tetap mempertahankan jati diri kulturalnya, dengan
prioritas  peningkatan potensi ketenagakerjaan yang
memenuhi basis kultural, standardisasi, kompetensi, dan
profesionalisme agar mampu bersaing di pasar kerja regional
maupun internasional.
Memindahkan transmigran ke luar daerah penerima secara
teratur dan sistematis dengan semakin menguatnya
keberhasilan usaha ekonomi di berbagai sektor produktif,
dengan prioritas pemenuhan pelayanan dan mekanisme
perpindahan penduduk ke luar daerah penerima melalui
program transmigrasi yang transparan berlangsung secara
teratur.
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Sasaran Pokok

Gubernur DIY

Tahapan Keempat

Meningkatnya keterwakilan dan proporsi perempuan dalam
lembaga-lembaga  sosial ekonomi lokal,  organisasi
kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal vyang
penting bagi penguatan kesetaraan gender, dengan prioritas
peningkatan peluang partisipasi dan peran perempuan dalam
pembangunan melalui lembaga-lembaga pemerintahan, sosial
ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-
lembaga formal.
Mewujudkan struktur ruang dan infrastruktur yang mantap
yang mampu mengakomodasi dinamika sosial ekonomi
masyarakat, dengan prioritas penataan struktur ruang
fungsional yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi
dan terpenuhinya infrastruktur pelayanan publik bagi
kesejahteraan masyarakat.

Membentuk ekonomi industri kecil, koperasi dan industri

kreatif yang kuat serta budaya berkerajinan (craftsmanship)

yang menghasilkan produk berkualitas, orisinal, dan
berpeluang memperoleh hak paten dengan daya dukung
kecukupan energi, dengan prioritas:

1) Pemantapan budaya berkerajinan (craftsmanship) didukung
pemantapan standar mutu dan orisinalitas (paten) produk-
produk industri kecil dan kerajinan rakyat, serta industri
kreatif.

2) Pemantapan industri kreatif dengan mewujudkan sentra
industri kreatif terpadu untuk mendukung ekspansi pasar.

Membentuk petani yang dinamis, mandiri, berlandaskan
semangat gotong royong dan berorientasi kesejahteraan,
dengan prioritas perkuatan, pengembangan, dan pemantapan
kelembagaan petani yang berorientasi kemajuan, keuntungan,
dan kesejahteraan serta berdasarkan kekhasan kultur gotong-
royong.
Mewujudkan pembentukan obyek kunjungan wisata dan
rekreasi serta atraksi wisata mina-tani yang terintegrasikan
dalam paket wisata daerah serta didukung penyediaan
infrastruktur dan pelayanan, dengan prioritas pengintegrasian
budidaya ikan dan pengolahan produk ikan dalam kegiatan
pendidikan, rekreasi, dan wisata.

Mengintegrasikan wilayah-wilayah hutan dalam kegiatan

pariwisata dan rekreasi wana wisata, dalam sistem pendidikan,

dan penelitian untuk pengembangan lebih lanjut, dengan
prioritas:

1) Pengembangan hutan untuk rekreasi wana wisata;

2) Pemanfaatan hutan untuk pendidikan dan penelitian.

Mewujudkan sistem kelembagaan dengan kesatuan pandang

yang bersifat dialogis dalam penanganan masalah,
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Sasaran Pokok

Tahun

Tahapan Keempat

peningkatan reputasi pembangunan daerah dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat luas, dengan prioritas:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Peningkatan hubungan dan sistem kelembagaan yang serasi
dan profesional dalam kesamaan pandang yang bersifat
dialogis untuk perencanaan dan implementasi program

pembangunan;

Penanganan masalah pembangunan secara terpadu;
Peningkatan reputasi birokrasiserta  kepercayaan
masyarakat;

Perwujudan pembangunan daerah yang maju diiringi
peningkatan kesejahteraan masyarakat luas;
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang profesional,
dengan titik berat pada:

a) Terpenuhinya SDM  Pemerintahan (PNS) vyang
profesional sesuai kebutuhan kerja dan bidang
keahliannya;

b) Tercapainya rasio kebutuhan pegawai pemerintahan
(PNS) secara proporsional dalam pelayanan publik yang
prima.

Perwujudan keadilan, ketenteraman, ketertiban, dan

keamanan bagi masyarakat;

Membudayanya manajemen  penanggulangan dan

pencegahan bencana.

Selain mengacu pada sasaran dan arah kebijakan pembangunan tahap ke-

empat RPJPD 2005-2025 sebagaimana diuraikan di atas, perumusan tujuan

dan sasaran pembangunan tahun 2023-2026 juga memperhatikan isu

strategis aktual saat ini. Beberapa isu strategis yang diangkat berdasarkan

pada kondisi faktual saat ini adalah:

1) Percepatan penanggulangan kemiskinan

2) Pengembangan wilayah selatan DIY

3) Respon peluang transnasional

4) Pemanfaatan teknologiinformasi di segala bidang

5) Peningkatan kualitas dan daya saing SDM

6) Percepatan pembangunan perdesaan

7) Penyederhanaan birokrasi

8) Upaya pemajuan kebudayaan

9) Penanganan dan pemulihan dampak pandemi
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10) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Tujuan

Penyusunan RPD DIY Tahun 2023-2026 ini merupakan bagian dari kerangka
mewujudkan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005-
2025 yaitu untuk mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun
2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata
Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju,
Mandiri dan Sejahtera. RPD DIY 2023 — 2026 sebagai bagian dari RPJPD DIY
irisan tahap 4, juga merupakan rangkaian kesinambungan dari pelaksanaan
RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian

yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya.

Berdasarkan Visi, Misi, dan Sasaran Pokok pembangunan jangka panjang
dalam RPJPD DIY Tahun 2005-2025 serta isu strategis aktual, maka sasaran
pembangunan tahun 2023-2026 akan difokuskan pada pembangunan sosio-
ekonomi dan sosio-kultural serta tata kelola pemerintah yang baik.
Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara
integral diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan
sejahtera. Kondisi sosio-ekonomi dan sosio-kultural dicapai dengan ditandai
adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan
kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai

budaya yang menjadi kearifan lokal DIY.

Pembangunan ekonomi dilihat dari peningkatan produksi yang mendorong
pertumbuhan ekonomi di setiap sektor. Pertumbuhan ekonomi perlu
didorong mulai dari satuan unit wilayah terkecil agar tercipta pertumbuhan
wilayah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan per kapita
masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut tetap
memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di masa
yang akan datang. Dengan demikian, optimalisasi sumber daya ekonomi
harus diikuti pula dengan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk
menjaga keberlangsungan kehidupan. Perkembangan teknologi informasi

dan faktor lain seperti pandemi memungkinkan terjadinya perubahan

Gubernur DIY
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Tahun

struktur ekonomi DIY. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada seluruh
sektor, tidak terkecuali pada dua sektor yang menjadi tulang punggung
perekonomian DIY yaitu pariwisata dan pendidikan. Merespon terhadap
perkembangan pandemi hingga saat ini, pemulihan dan penanganan
dampak pandemi masih akan menjadi bagian dalam pembangunan ke

depan.

Tingginya pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat dinikmati secara merata
oleh seluruh penduduk DIY. Distribusi kemakmuran diupayakan melalui
pemerataan termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya sosial-
ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, serta
partisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Fungsi distribusi sebagai
salah satu fungsi pemerintah diupayakan melalui perwujudan tata kelola

pemerintah yang baik yang akan bermuara pada kualitas pelayanan publik.

Perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dapat membuat
perubahan atau pergeseran nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
Kebudayaan sebagai mainstream pembangunan di DIY dimaksudkan agar
kemajuan pembangunan yang dicapai tidak kemudian menghilangkan jati

diri bangsa dan warganya.

Atas dasar landasan berpikir tersebut, perumusan Tujuan dan Sasaran
pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan cita-cita
pembangunan Daerah Istimewa VYogyakarta, terutama mewujudkan
pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pada
kurun waktu 2023 — 2026. Adapun rumusan tujuan pembangunan tahun
2023 — 2025 beserta indikatornya adalah sebagai berikut:
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Kualitas Kehidupan Pembangunan

Sosial Masyarakat

Gubernur DIY

Manusia

Tabel 1.2.  Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023-2026
No Tujuan Indikator Tujuan Target 2023
1 Meningkatnya Kesejahteraan Angka Inclusive Growth Index 6,31
Sosio-ekonomi dan Sosio-kultural  (IGl) 6,15 (2021) menjadi 6,64
Masyarakat (2026)
2 Terwujudnya reformasi Tata Kelola Indikator reformasi Birokrasi 82,58
Pemerintah yang baik (good dari 81,27 (A) (2021) menjadi
government) 84,38 (A) (2026)
3. Sasaran
Sasaran sebagai penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan
dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional.
Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenubhi kriteria
specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continuously
improve (SMART-C). Sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan
lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga
pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat
lebih efektif dan efisien. Sasaran pembangunan DIY dalam RPD DIY Tahun
2023-2026 adalah sebagai berikut.
Tabel 1.3. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2023-2026
i Base Target
No Sasaran Indikator line Target Akhir
Sasaran
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
1 Meningkatnya Pertumbuhan 553 5,15 534 553 570 5,85 5,85
Pertumbuhan Ekonomi (%)
Ekonomi yang Tingkat 456 3,58 342 3,17 3,00 287 287
Berkualitas dan Pengangguran
Berkelanjutan Terbuka
Indeks Gini 0,436 0,426 0,423 0,419 0,415 0,411 0,411
Indeks 0,4504 0,447 0,444 0,441 0,438 0,435 0,435
Williamson
Klasifikasi Nilai ~ Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
IKLH (Indeks baik  baik  baik baik baik baik  baik
Kualitas
Lingkungan
Hidup)
2 Meningkatnya Indeks 80,22 80,63 81,07 81,52 81,96 82,40 82,40
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No

Tahun

. Base Target

Sasaran Indikator line Target Akhir
Sasaran

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026

Tingkat 11,91 11,16 10,74 10,35 993 9,51 9,51
Kemiskinan

Terpelihara dan Indeks 74,38 74,58 74,78 74,98 75,18 75,18
Berkembangnya Pembangunan
Kebudayaan Kebudayaan

Meningkatnya Opini BPK WTP  WTP WTP WTP WTP WTP WTP

kapasitas tata Nilai AA AA AA AA AA AA AA
kelola akuntabilitas
pemerintahan pemerintah

(AKIP)

D. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN

INDIKATOR KINERJA DALAM RPd 2023

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023-2026

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan dalam pembangunan
sebagaimana dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan,
diperlukan langkah-langkah untuk mencapainya. Langkah-langkah tersebut
berupa strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan berdasarkan kerangka
pikir atau kerangka kerja penyelesaian permasalahan pembangunan yang
disusun secara bertahap. Strategi merupakan pengerahan sumber daya yang
dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang ada agar sumber daya tersebut
dapat secara efektif dan efisien memberikan nilai tambah pada pencapaian
pembangunan.

Tabel 1.4.  Strategi dan Arah Pembangunan Tahun 2023-2026

Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya 1. Menumbuhkan dan 1.1. Menumbuhkan dan
Pertumbuhan mengembangkan mengembangkan gerakan
Ekonomi yang wirausaha baru kewirausahaan secara terpadu
Berkualitas dan termasuk start-up lintas sektor untuk sektor-sektor
Berkelanjutan business berbasis unggulan dan berbasis ekonomi

teknologi kreatif dan teknologi

1.2. Menumbuhkan dan
mengembangkan inkubasi bisnis
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Sasaran

Gubernur DIY

Strategi
1.3.

2. Mengembangkan pusat- 2.1.
pusat kegiatan ekonomi
baru terutama di
kawasan pedesaan
dengan menawarkan
investment project ready
to offer dan pemerataan
investasi
2.2,

2.3.

3. Meningkatkan daya saing 3.1.
produk unggulan DIY

3.2.

4. Meningkatkan 4.1.
pengendalian dan
pengawasan
pemanfaatan ruang

5. Meningkatkan kualitas  1.1.
lingkungan hidup

Arah Kebijakan
Menumbuhkan kelompok usaha
berbasis pemberdayaan
masyarakat dan pemuda
Mengembangkan pusat-pusat
kegiatan ekonomi baru pada
wilayah yang relatif tertinggal
terutama Kawasan Selatan
secara terpadu lintas sektor
dengan didukung kemitraan
investasi, CSR, atau bentuk
kerjasama lainnya
Mengembangkan transportasi
dan infrastruktur pendukung
Bandara Yogyakarta
International Airport (YIA)
Menyediakan ruang dan
infrastruktur pada kawasan
perbatasan dan kawasan
tertinggal untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi
Meningkatkan daya saing produk
unggulan DIY dengan dukungan
peningkatan produktivitas SDA,
SDM melalui jalur formal dan
informal, dan pemanfaatan
teknologi aplikatif
Menyediakan sarana dan
prasarana aksesibilitas dan
konektivitas perhubungan serta
peningkatan produktivitas
sumber daya
Meningkatkan perencanaan,
pemanfaatan, pengawasan, dan
pengendalian ruang melalui
percepatan penyusunan RDTR,
penyediaan informasi,
pengawasan perizinan dan
penindakan pelanggaran serta
penerapan insentif dan
disinsentif.

Meningkatkan kualitas
lingkungan hidup melalui
pengarusutamaan
pembangunan rendah karbon
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Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1.2. Mengendalikan pencemaran dan
kerusakan lingkungan
1.3. Meningkatkan Konservasi SDA
dan rehabilitasi lahan
1.4. Menangani permasalahan di
kawasan kumuh

2. Meningkatkan 2.1. Meningkatkan ketangguhan
ketangguhan (resiliency) (resiliency) dalam menghadapi
dalam menghadapi bencana melalui peningkatan
bencana kapasitas mitigasi dan adaptasi

bencana

2.2. Menyediakan layanan
perlindungan sosial dan
penguatan pemberdayaan
masyarakat terhadap bencana
terutama bagi kelompok rentan

3. Mengembangkan 3.1. Meningkatkan sumber
sumber-sumber PAD dan pendapatan daerah melalui
pembiayaan optimalisasi pemanfaatan aset
pembangunan untuk menangkap peluang di

sektor-sektor unggulan

3.2. Mengembangkan kerjasama
dengan swasta melalui skema
Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU)

Meningkatnya 1. Meningkatkan kemitraan 1.1. Meningkatkan kemitraan

Kualitas multisektor dan multi multisektor dan multi

Kehidupan Sosial stakeholder untuk stakeholder untuk perlindungan

Masyarakat perlindungan sosial, sosial, kesetaraan gender, dan
pemberdayaan pemberdayaan masyarakat, dan
masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik
penyediaan pelayanan (infrastruktur, kesehatan,
publik (infrastruktur, pendidikan) terutama bagi
kesehatan, pendidikan) kelompok sasaran

penanggulangan kemiskinan,
kelompok rentan dan kelompok
marijinal lainnya

1.2. Mengembangkan manajemen
data sasaran program
perlindungan sosial dan
pemberdayaan masyarakat

1.3. Memperkuat ketahanan keluarga
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Sasaran

Terpelihara dan
Berkembangnya
Kebudayaan

Meningkatnya
kapasitas

tata kelola
pemerintahan

Gubernur DIY

Strategi

2. Meningkatkan daya saing 2.1.

SDM melalui jalur formal
dan informal

2.2

3. Meningkatkan perilaku 1.1

hidup sehat

1.2

13

14

1. Meningkatkan
perlindungan,
pengembangan,
pemanfaatan,
pembinaan, dan
penyelamatan objek
pemajuan kebudayaan

1. Meningkatkan 1.1.
pemanfaatan TIK dan
penerapan inovasi untuk 1.2

peningkatan pelayanan
publik
2. Memperkuat 1.1
manajemen ASN

1.1.

1.3.

Arah Kebijakan
Meningkatkan mutu layanan
pendidikan sesuai standar yang
berorientasi keunggulan lokal
dan global

. Menyelenggarakan pendidikan

dan pelatihan melalui jalur
formal, nonformal serta informal
dengan target lulusan yang
kompeten untuk melanjutkan
pendidikan, memasuki dunia
industri atau berwirausaha
Meningkatkan perilaku hidup
sehat melalui promosi, edukasi,
kompetisi olahraga dan
pengembangan sarana prasarana
pendukung

Meningkatkan ketercukupan
pangan beragam, bergizi,
seimbang, dan aman (B2SA) bagi
masyarakat

Meningkatkan akses Air bersih
dan sanitasi Layak dan Aman
Menyediakan Rumah Layak Huni
dan Aman dengan prioritas
Masyarakat Berpenghasilan
Rendah

Meningkatkan perlindungan,
pengembangan, pemanfaatan,
pembinaan, dan penyelamatan
objek pemajuan kebudayaan

Meningkatkan kualitas tata
kelola TIK

. Meningkatkan pemenuhan

standar pelayanan
Menerapkan inovasi dalam
seluruh aktivitas pemerintah

. Meningkatkan profesionalitas

dan integritas ASN serta
pengembangan jalur karir
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Sasaran Strategi

3. Melakukan penataan

kelembagaan dan proses

bisnis organisasi

4. Meningkatkan
kemandirian fiskal

1.2

1.3.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

Tahun

Arah Kebijakan

. Meningkatkan kapasitas ASN

dalam pemanfaatan dan
pengelolaan TIK

Revolusi mental ASN dalam tata
kelola pemerintahan dan sistem
sosial

Mengembangkan sistem
manajemen kinerja
kelembagaan

Mendorong penyederhanaan
birokrasi dan regulasi
Meningkatkan budaya organisasi
yang mengakomodir alih ilmu
pengetahuan

Meningkatkan akuntabilitas
pengelolaan keuangan
Memperkuat kolaborasi
stakeholders dalam rangka
mewujudkan tata kelola
pemerintahan untuk
meningkatkan pelayanan publik
Meningkatkan kapasitas dan jiwa
wirausaha pengelola unit usaha
Pemda.

2. Program Pembangunan Daerah dan Indikator

Perwujudan dari strategi dan arah kebijakan berupa program pembangunan yang

didesain untuk mencapai tujuan dan pembangunan secara efisien dan efektif

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Berikut adalah program

strategis yang ditetapkan disertai dengan ukuran keberhasilannya.

Tabel 1.5. Program Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Indikator

Kinerjanya
Base-
N Program Indikator line
o Pemda
2021 2022
1 Program Pertumbuhan 2,50% 2,7%
Pengembanga PDRB Sektor
n Sektor Pertanian,
Unggulan Industri
Pengolahan

2023
2,9%

Kondisi
Akhir

2024 2025 2026 2026
3,4% 3,6% 3,8% 3,8%

Target
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Program
Pemda

2 Program

Penyeleng-
garaan
Infrastruktur
Wilayah

3 Program

Penumbuhan
Wirausaha
Baru

4 Program

Pengem-
bangan Pusat
Pertumbuhan
dan
Pemerataan
Infrastruktur

Program
Pengelolaan
dan
Pemanfaatan
Pertanahan

Program Tata
Kelola
Lingkungan
Hidup dan
Penanggulang
an Bencana

Program
Peningkatan
Kesesuaian
Pemanfaatan
Ruang

Gubernur DIY

Indikator

dan
Akomodasi
Makan
Minum (%)
Penyediaan
infrastruktur
pendukung
pengembang
an ekonomi
Rasio Kewira-
usahaan (%)

Penyediaan
Infrastruktur
layanan dasar
Peningkatan
PDRB pada
Kab/Kota
yang belum
maju**
(Bantul, GK,
KP)

Capaian
Fasilitasi
Pengelolaan
dan
Pemanfaatan
Bidang Tanah
Kasultanan,
Kadipaten,
dan Tanah
Desa

Tingkat
ketaatan
usaha/kegiata
n terhadap
persetujuan
lingkungan
Indeks Risiko
Bencana (IRB)
Kesesuaian
Pemanfaatan
Ruang

Base- Target
line &

2021 2022 2023 2024
n/a n/a 59,91% 67,03%
3,53% 3,55% 3,60% 3,70%
nfa 94,34% 95,09% 95,93%

40,08% 40,06% 40,07% 40,09%

12,41% 17,66% 20,94% 24,23%

30% 32,5% 35% 37,5%

124,41 125 104,78 102,78

2025 2026
76,7% 86,37%
3,80% 3,90%

96,51% 97,18%

40,13% 40,18%

27,51% 30,79%

40%  42,5%

100,78 98,78

Kondisi
Akhir
2026

86,37%

3,90%

97,18%

40,18%

30,79%

42,5%

98,78

79,26% 80,38% 81,50% 82,62% 83,74% 84,86% 84,86%
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o 2

10

11

12

13

14

Program
Pemda

Program
Pembangunan
Rendah
karbon
Program
Peningkatan
Aksesibilitas
dan Kualitas
Pendidikan
Program
Peningkatan
Usia Harapan
Hidup

Program
Penang-
gulangan
Kemiskinan

Program
Pelestarian
Budaya Benda
dan Tak Benda

Program
Pembangunan
Sosial
Masyarakat

Program
Sinergitas Tata
Kelola
Pemerintah
Daerah

Tahun

Kondisi
Akhir
2026

2.613,0

0 CO?%-
eq

Base-
line
2021 2022 2023 2024 2025 2026
2.603,0 2.605,0 2.607,0 2.609,0 2.611,0 2.613,0
0CO%- 0CO%- 0CO?% 0CO?% 0CO?% 0COo?
€q €q €q eq €q eq

Target
Indikator &

Penurunan
emisi GRK

Harapan
Lama Sekolah
(HLS)

15,64 15,68 15,72 15,74 15,76 15,77 15,77

Angka
Harapan
Hidup (AHH)
Total Fertility
Rate (TFR)
Penurunan
jumlah
penduduk
miskin (dalam
ribu orang)
Budaya
benda dan
tak benda
yang
diapresiasi
oleh pihak
luar Pemda
DIY (regional,
nasional,
internasional)
Indeks
Pember-
dayaan
Gender (IDG)
Peningkatan
Jumlah desa
Mandiri
Tingkat
Kepatuhan
terhadap
Standar
Pelayanan
Publik

Survei
Kepuasan
Masyarakat
(SKM)

75,09 75,12 75,15 75,17 75,25 75,27 75,27

1,9 1,8s.d. 1,8s.d. 1,8s.d. 1,8s.d. 1,8s.d.
2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

474,49 441,76 429,05 417,14 403,61 389,70

1,8s.d.
2,2
389,70

312 318 323 332 339 344 344

76,57 76,77 77,07 77,37 77,67 77,97 77,97

109
desa

114
desa

119
desa

124
desa

129
desa

134
desa

134
desa

95,65 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

84,73 86,07 87,43 89,03 90,74 92,05 92,05
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N b Base- Target Kondisi
rogram Indikator line & Akhir
o Pemda
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026
15 Program Terwujudnya - 100% - 100% - - 100%

E.

Pengelolaan penetapan
Kelembagaan Kepala

dan Tata Cara Daerah sesuai

Pengisian uu
Kepala Daerah Keistimewa-
an

Terwujudnya 75% 100 100 100 100 100 100
pelaksanaan

Urusan

Kelembagaan

Sesuai

dengan

Perdais

Kelembagaan

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

Tema Pembangunan Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 disusun dengan
mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026 yang dalam
perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap ke-empat
rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana
pembangunan jangka menengah nasional (RPIMN 2020-2024), serta isu-isu
strategis yang aktual. Tema pembangunan tahun 2023 juga mengacu pada
rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RKP
2023.

Tema pembangunan tahun 2023 yaitu:

“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas
Sektor Unggulan”

Gubernur DIY
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Tahun

Tema tersebut dipilih dengan dasar pemikiran bahwa dalam rangka
perwujudan visi jangka panjang DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan
pariwisata di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju,
mandiri dan sejahtera, maka DIY harus memiliki daya saing di berbagai
sektor agar bisa mencapai cita-cita tersebut. Kualitas SDM menjadi kunci
dalam meningkatkan daya saing untuk menghadapi tantangan global,
termasuk dalam keterbukaan perekonomian antar negara. Peningkatan
produktivitas sektor unggulan dimaksudkan sebagai penggerak ekonomi
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi wilayah,

terutama di era kompetitif global.

Prioritas Pembangunan Daerah

Mendasarkan pada tema pembangunan “Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan” maka prioritas
pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)
2) Pemulihan ekonomi

3) Penurunan kemiskinan

4) Pengurangan gap ketimpangan wilayah

5) Peningkatan kualitas layanan publik

6) Menjaga daya dukung lingkungan

Keenam (6) rumusan Prioritas Pembangunan DIY tahun 2023 tersebut telah

diselaraskan dengan Prioritas Nasional sebagai berikut:

PN Nasional Prioritas DIY

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk - Pemulihan ekonomi
Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan - Penurunan Kemiskinan

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Pengurangan gap ketimpangan
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan wilayah

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas SDM
Berkualitas dan Berdaya Saing (pendidikan, kesehatan, budaya)

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Peningkatan kualitas SDM
Kebudayaan (pendidikan, kesehatan, budaya)

PN 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengurangan gap ketimpangan

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar wilayah
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PN Nasional Prioritas DIY
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Menjaga daya dukung
Meningkatkan Ketahanan Bencana dan lingkungan

Perubahan Iklim

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Peningkatan kualitas layanan
Transformasi Pelayanan Publik publik

F. GAMBAR UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah
a. Batas Administrasi

Secara astronomis, DIY terletak di antara 7°33’-8°12’ Lintang Selatan
dan 110°00’-110°50° Bujur Timur. Sedangkan secara geografis, DIY
berada di bagian tengah Pulau Jawa bagian selatan yang dikelilingi dan
berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa
Tengah. Sebelah utara, DIY berbatasan dengan Kabupaten Magelang
dan Kabupaten Boyolali. Sebelah barat, DIY berbatasan dengan
Kabupaten Purworejo, dan sebelah selatan, DIY berbatasan dengan
Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah timur, DIY berbatasan dengan 3
(tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan
Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan
Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan
Pulau tanggal 9 November 2022, luas seluruh wilayah DIY adalah
3.170,645 km? atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.892.555,47 km?).
DIY merupakan provinsi dengan luas terkecil kedua di Indonesia setelah
Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Secara administratif, wilayah pemerintahan di DIY terdiri atas 4 (empat)
kabupaten dan 1 (satu) kota, 64 kapanewon, 14 kemantren, dan 392
kalurahan dan 46 kelurahan. Pada tingkat pemerintahan yang lebih
rendah, di DIY terdapat sejumlah 4.673 pedukuhan/kampung, 6.905
RW, dan 27.290 RT.
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Tahun

Tabel 1.6. Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Ibukota Kapanewon/ Kalurahan/ Padukuhan/ RT

Kota Kemantren Kelurahan Kampung

Kulon Progo Wates 12 88 930 1.862 4.472

Bantul Bantul 17 75 933 - 5.905

Gunungkidul Wonosari 18 144 1.429 1.492 6.822

Sleman Sleman 17 86 1.212 2.934 7.556

Kota Yogyakarta Yogyakarta 14 45 169 617 2.535
DI Yogyakarta 78 438 4.673 6.905 27.290

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2024 (data diolah)

Luas Wilayah

Kabupaten/Kota dengan wilayah paling luas di DIY adalah Kabupaten
Gunungkidul yaitu 1.475,147 km? atau 46% dari luas DIY. Sedangkan
Kota Yogyakarta merupakan wilayah paling kecil yaitu 32,819 km? atau
1% dari luas DIY. Proporsi luas masing-masing wilayah kabupaten/kota
di DIY terhadap luas DIY secara keseluruhan berdasarkan Permendagri
Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 disajikan pada gambar berikut.

Kab Sleman; Kota Yogyakarta; Kab Kulon
573,749km2; ; Progo;
18.10% 577,224km?;

8.21%

Kab Gunungkidul;
1475,147km? ;
46.53%

Gambar 1.1.  Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2022 (data diolah)

Topografi

Secara topografi, bentang alam DIY dibagi menjadi kemiringan lahan

dan ketinggian lahan dengan penjabaran sebagai berikut:
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1)

2)

3)

Gubernur DIY

Kemiringan Lahan

Berdasarkan data hasil analisis tahun 2022 yang dilakukan oleh
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, kemiringan lahan di DIY
dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu lahan dengan
kemiringan 0-2% seluas 1.126,48 km?, lahan dengan kemiringan 2-
8% seluas 522,73 km?, lahan dengan kemiringan 8-15% seluas
302,80 km?, lahan dengan kemiringan 15-25% seluas 516,52 km?,
lahan dengan kemiringan 25-40% seluas 332,83 km?, lahan dengan
kemiringan lebih dari 40% seluas 367,03 km?2. Wilayah DIY yang
memiliki kemiringan lereng sedang hingga curam terletak di
Kabupaten Kulon Progo bagian utara, Sebagian besar Kabupaten
Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman bagian utara. Sedangkan
wilayah dengan kemiringan landai hingga datar terletak di
Kabupaten Kulon Progo bagian selatan, sebagian besar wilayah

Kabupaten Bantul, dan seluruh wilayah Kota Yogyakarta

Ketinggian Lahan

Ketinggian lahan wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori yaitu
wilayah yang memiliki ketinggian lahan kurang dari 100 meter di
atas permukaan laut (mdpl) sebesar 28,84%, wilayah dengan
ketinggian lahan 100-499 mdpl sebesar 65,65%, dan wilayah
dengan ketinggian lahan 500-999 mdpl sebesar 5,04%, serta
wilayah dengan ketinggian lahan di atas 1000 mdpl sebesar 0,47%.

Satuan Fisiografis

Wilayah DIY terdiri dari beberapa satuan fisiografis bentang lahan,
meliputi fisiografis bentang alam perbukitan karst di Kabupaten
Gunungkidul, fisiografis vulkanik gunung api Merapi di Kabupaten
Sleman, fisiografis dataran aluvial pada dataran rendah graben
Kabupaten Bantul, perbukitan denudasional di Kabupaten Kulon
Progo bagian utara, serta dataran aluvial pantai yang membentang
pada kawasan pesisir di Kabupaten Kulon Progo hingga kawasan

pesisir Bantul, menghadap ke Samudera Hindia yang kaya potensi
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Tahun

sumber daya alam. Penjelasan tentang satuan fisiografis di DIY

sebagai berikut:

Satuan Pegunungan Selatan, seluas +1.656,25 km?, ketinggian
150-700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan
wilayah perbukitan batu gamping (limestone) yang kritis, tandus,
dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran
basin Wonosari. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional
dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai
karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang

relatif jarang.

Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas +582,81 km?, ketinggian 80-
2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran
fluvial Gunung Merapi, meliputi wilayah Kabupaten Sleman, Kota
Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul sisi utara, serta
termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng
Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan berfungsi sebagai

kawasan resapan air.

Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan
Kulon Progo seluas +215,62 km?, ketinggian 0—80 m, merupakan
bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial.
Membentang di bagian selatan DIY dari kawasan pesisir Kabupaten
Kulon Progo sampai kawasan pesisir Kabupaten Bantul yang
berbatasan dengan Pegunungan Seribu di bagian timur, daerah ini
merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum
digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang
merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten
Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul. Khusus Pantai Parangtritis,
terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir

barchan.
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Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas
+706,25 km?, ketinggian 0-572 m, terletak di Kabupaten Kulon
Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional
dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang

curam dan potensi air tanah yang kecil.

Klimatologi

Kondisi iklim sangat berpengaruh terhadap suatu daerah, baik pada
potensi sumber daya alam maupun potensi kebencanaan alam. DIY
terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim
musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi
oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu.
Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 bulan. Iklim musim
terdiri dari dua jenis, yaitu angin musim barat daya (Muson Barat) dan
angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson barat yang basah
bertiup sekitar bulan Oktober hingga April sehingga menyebabkan
hujan. Sementara angin muson timur yang sifatnya kering bertiup
sekitar bulan April hingga Oktober yang mengakibatkan musim

kering/kemarau.

Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Republik Indonesia pada tahun 2023, parameter klimatologi di DIY
tercatat sebagai berikut; suhu udara rata-rata menunjukkan angka 26,3
°C, dengan suhu terendah pada bulan Agustus 20,7°C dan suhu tertinggi
pada bulan Oktober 33,0 °C. Sedangkan untuk kelembaban udara rata
rata 80% dengan kelembaban tertinggi pada bulan November 87% dan
kelembaban terendah pada bulan September 75%. Kecepatan angin
rata rata 3 knot, kecepatan tertinggi terjadi pada bulan September
sebesar 23 knot dengan arah angin 315° dan tekanan udara rata-rata
991,88 mbar. Pada tahun 2023, curah hujan terbesar terjadi di
Kabupaten Bantul pada bulan Februari yaitu 671 mm?3. Curah hujan
terendah adalah 0 mm yang terjadi di semua kabupaten/kota pada
waktu yang berbeda sebagai berikut; di Kabupaten Kulon Progo,

Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta pada bulan September dan

Gubernur DIY
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Tabel 1.7.
No.

B W N P

5

Tahun

Oktober, di Kabupaten Bantul bulan Agustus, September, dan Oktober

dan di Kabupaten Gunungkidul bulan Juni, bulan September, dan bulan

Oktober. Sedangkan jumlah hari hujan terbanyak terjadi di Kota

Yogyakarta pada bulan Januari sebanyak 25 hari.

Curah hujan per tahun di DIY dibagi ke dalam lima klasifikasi yaitu:

1378-1625
1625-1871
1871-2117
2117-2363
2363-2610

Sumber: BMKG DIY, 2024

Sumber Daya Air

Luas Wilayah Berdasarkan Jumlah Curah Hujan
Range (mm?3/tahun)

Luas (hektar)
31.914,42
78.965,65
72.228,22
97.994,57
35.739,57

Sumber daya air di DIY terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya air

permukaan dan sumber daya air tanah

1) Sumber Daya Air Permukaan

Sumber daya air permukaan ditentukan berdasarkan batasan

satuan wilayah sungai atau Daerah Aliran Sungai (DAS). DIY

mempunyai tujuh DAS yang bermuara di Samudra Hindia.

Berdasarkan data dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak
terdapat beberapa DAS di DIY, yaitu DAS Progo, DAS Opak, DAS
Bogowonto, DAS Serang, DAS Bengawan Solo, DAS Solo Lama, dan
DAS Songbanyu. Secara rinci luas wilayah DAS di DIY seperti pada

tabel di bawah ini:
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Tabel 1.8.  Luas DAS di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

No Nama DAS Luas (Hektar)

1 DAS Opak 206.363,29

2 DAS Progo 71.064,50

3 DAS Serang 23.519,01

4 DAS Bengawan Solo 8.963,26

5 DAS Solo Lama 3.110,45

6 DAS Bogowonto 3.094,69

7 DAS Songbanyu 650,47
Total Luas 316.765,67

Sumber: Data BBWS Serayu-Opak, 2024

2) Sumber Daya Air Tanah

Gubernur DIY

Air tanah adalah segala bentuk aliran air hujan yang mengalir di
bawah permukaan tanah sebagai akibat dari gaya gravitasi bumi,
struktur perlapisan geologi, dan beda potensi kelembaban tanah.
Air tanah di DIY terbagi ke dalam beberapa cekungan air tanah
(CAT) yang kemudian dibagi menjadi daerah imbuhan air tanah
(recharge area), daerah transisi (transition zone), dan daerah

lepasan air tanah (discharge area).

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia,
terdapat tiga CAT di wilayah DIY yaitu CAT Yogyakarta—Sleman CAT
Wates, dan CAT Wonosari. Sedangkan dari hasil identifikasi yang
dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Energi, dan Sumber Daya
Mineral DIY, terdapat lima CAT di wilayah DIY, yaitu:

(1) CAT Yogyakarta—Sleman;

(2) CAT Wates;

(3) CAT Wonosari;

(4) CAT Menoreh (belum ditetapkan);
(5) CAT Oyo (belum ditetapkan).
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2.

Tahun

Gambaran Umum Daerah

a.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk DIY pada akhir semester Il tahun 2023 menurut data
Biro Tata Pemerintahan Setda DIY rilis bulan Februari tahun 2024
tercatat sebanyak 3.722.296 jiwa yang tersebar di lima kabupaten/kota.
Kabupaten Sleman sebagai wilayah dengan jumlah penduduk
terbanyak yaitu 1.112.616 jiwa atau 29,89% dari seluruh penduduk DIY.
Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kota
Yogyakarta yakni sebanyak 414.705 jiwa atau 11,14% dari seluruh
penduduk DIY. Lebih lanjut mengenai jumlah penduduk di DIY pada
tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.9. Jumlah Penduduk DIY Semester Il Tahun 2023 Menurut Wilayah

No.

G Bl O° Il

Administrasi Pemerintahan

Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa) Persentase
Kulon Progo 446.192 11,99%
Bantul 972.161 26,12%
Gunungkidul 776.622 20,86%
Sleman 1.112.616 29,89%
Yogyakarta 414.705 11,14%

Jumlah 3.722.296 100%

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2024

Secara umum, DIY dengan luas wilayah 3.170,645 km?, pada tahun
2023 kepadatan penduduknya mencapai 1.173,99 jiwa/km? meningkat
dari 1.164 jiwa/km? pada tahun 2022. Wilayah paling padat yaitu Kota
Yogyakarta, yang meskipun jumlah penduduknya paling sedikit namun
luas wilayahnya juga sangat kecil. Kepadatan penduduk di Kota
Yogyakarta pada tahun 2023 tercatat sebesar 12.636 jiwa/km?2.
Sedangkan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling
rendah adalah Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah 526,47 jiwa/km?.
Grafik di bawah ini memberikan gambaran mengenai perbandingan
kepadatan penduduk di wilayah administratif DIY pada tahun 2022 dan

2023.
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Bantul Gunungkidul  Kulon Progo Sleman Kota
Yogyakarta
2022 m2023

Gambar 1.2. Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/km?)

Tahun 2022 dan 2023

Sumber: Luas wilayah menurut Keputusan Kemendagri Kepmendagri 100.1.1-
6117 Tahun 2022

Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per
tahun dalam jangka waktu tertentu dalam satuan persen dapat disebut
sebagai laju pertumbuhan penduduk per tahun yang dipengaruhi oleh
faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertambahan penduduk sesuai
dengan ilmu demografi ada dua jenis yaitu pertambahan penduduk
alami dan pertambahan penduduk total. Pada pertambahan penduduk
alami hanya dipengaruhi oleh kejadian alami, yaitu kelahiran dan
kematian. Sedangkan pertambahan penduduk total dipengaruhi oleh
empat faktor, yaitu kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan
migrasi keluar (emigrasi) yang dapat dihitung melalui rumus
Pertambahan penduduk total yaitu: P = (L-M) + (I-E)

Menurut data series kependudukan yang dirilis Biro Tata Pemerintahan
Setda DIY beberapa kabupaten menunjukkan tingkat pertumbuhan
negatif pada rentang tahun 2020-2021-2022. Kabupaten tersebut
adalah Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Pertumbuhan

negatif ini ditunjukkan cukup signifikan pada wilayah Kota Yogyakarta

Gubernur DIY
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Tahun

pada tahun 2022. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman
menunjukkan pertumbuhan positif secara konsisten sejak 2019 hingga
2023. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk di semua
kabupaten mengalami pertumbuhan positif, dengan laju pertumbuhan
tertinggi terjadi di Sleman. Secara total di wilayah DIY pertumbuhan
penduduk juga konsisten menunjukkan angka positif dari tahun 2019-
2023.

Tabel 1.10. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-

No

ua p WN B

2023
Laju Pertumbuhan Penduduk DIY
Kabupaten/Kota

2019 2020 2021 2022 2023
Kulon Progo -0,19% -0,95% -0,03% 0,16% 0,59%
Bantul 1,02% 0,57% 0,19% 0,81% 0,82%
Gunungkidul 0,60% 0,61% -0,02% 0,10% 0,18%
Sleman 1,09% 0,67% 0,49% 0,90% 1,34%
Yogyakarta 0,02% 0,50% -0,15% -0,65% 0,46%
DIY 0,69% 0,41% 0,17% 0,45% 0,77%

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2024 (Data Diolah)

Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan DIY mengalami perbaikan terutama pada
penurunan jumlah penganggur, berdasarkan data Sakernas BPS Bulan
Agustus 2023 Jumlah penduduk usia kerja DIY sebanyak 2.998.928
orang. Sebagian besar penduduk usia kerja tersebut merupakan
angkatan kerja yaitu 2.221.694 orang (74,08%), sisanya termasuk bukan
angkatan kerja sebesar 777.234 orang. Komposisi angkatan kerja pada
Agustus 2023 terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 2.139.710
orang dan penduduk yang menganggur sebanyak 81.984 ribu orang.
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Penduduk Usia Kerja (PUK)

Bukan Angkatan
Kerja

[ Penganggur ] [ Bekerja ]

Gambar 1.3.  Struktur Ketenagakerjaan DIY
Sumber data: BPS DIY 2023

Angkatan Kerja

Bukan Angkatan Kerja (BAK) adalah penduduk usia 15 tahun dan lebih
yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan
kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Jumlah BAK dalam kurun lima
tahun (2019-2023) fluktuatif dan kondisi tertinggi pada tahun 2020
sebesar 904.592 orang.

1) Penduduk Usia Kerja

Yang masuk dalam golongan Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah
penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, terbagi ke dalam
Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Perbandingan rata-rata
selama 5 tahun (2019-2023) menunjukan proporsi Angkatan Kerja
72,80% dan Bukan Angkatan Kerja 27,20%.

Tabel 1.11. Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2019-2023

. Tahun
Kegiatan
2019 2020 2021 2022 2023
Angkatan kerja 2.246.194 2.228.162 2.334.955 2.336.076 2.221.694
Bekerja 2.174.712 2.126.316 2.228.523 2.241.131 2.139.710
Penganggur 71.482 101.846 106.432 94.945 81.984
Bukan angkatan kerja 842.635 904.592 840.832 881.798 777.234
Penduduk usia kerja 3.088.829 3.132.754 3.175.787 3.217.874 2.998.928
TPAK (%) 72,72 71,12 73,52 72,6 74,08

Gubernur DIY
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Tahun

. Tahun
Kegiatan
2019 2020 2021 2022 2023
TPT (%) 3,18 4,57 4,56 4,06 3,69
TKK (%) 96,82 95,43 95,44 95.94 96,31

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

2)

Penduduk Usia Kerja dalam lima tahun terakhir fluktuatif, sejak
tahun 2019 dimana jumlahnya 3.088.829 orang selalu mengalami
peningkatan sampai dengan tahun 2022, selanjutnya tahun 2023
mengalami penurunan menjadi 2.998.928 orang. Hal tersebut
dikarenakan karena adanya pengaruh migrasi Penduduk Usia kerja
di DIY. Untuk itu perlu disiapkan agar penduduk usia kerja tersebut
memiliki kualitas unggul sehingga mampu bersaing dalam dunia
kerja baik di dalam dan luar DIY yang berdampak pada peningkatan

kualitas pembangunan ketenagakerjaan DIY.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat  Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan
perbandingan antara Angkatan Kerja dengan jumlah seluruh
penduduk usia kerja, yang mengindikasikan besarnya persentase
penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. BPS mencatat
bahwa TPAK DIY tahun 2019-2023 fluktuatif, mencapai angka
terendah tahun 2020 sebesar 71,12% dan pada tahun 2023
mengalami peningkatan tertinggi menjadi 74,08%, peningkatan
TPAK selain karena adanya pertumbuhan angkatan kerja baru, juga
juga disebabkan karena perpindahan penduduk ke DIY terutama
pada usia angkatan kerja, seperti lulusan Perguruan tinggi yang

masuk menjadi angkatan kerja.

Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula
pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk
memproduksi barang dan jasa dalam suatu rantai perekonomian.
TPAK DIY didominasi oleh angkatan kerja dengan tingkat
pendidikan menengah dan tinggi, sehingga DIY mempunyai

pasokan SDM berkualitas yang dapat difungsikan sebagai subyek
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pembangunan. Pada tahun 2023 masih terdapat kesenjangan
antara TPAK laki-laki dan perempuan dengan perbandingan TPAK
laki-laki 83,76% dan TPAK perempuan 64,75%. Pemberian
keterampilan bagi perempuan akan mendorong mereka untuk

masuk ke pasar kerja dan melakukan kegiatan ekonomi.

3) Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih)
yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak
bekerja dan  pengangguran. Jumlah  angkatan kerja
menggambarkan jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam
perekonomian, dalam kurun waktu lima tahun terakhir angkanya
cenderung fluktuatif, hal ini dipengaruhi oleh jumlah Penduduk
usia kerja dan tingginya migrasi di DIY, pada Tahun 2023 dengan
jumlah 2.221.694 Orang .

Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap kualitas angkatan
kerja. Angkatan kerja DIY kurun waktu 2019-2023 didominasi
dengan tingkat pendidikan menengah ke atas. Kelompok ini perlu
diintervensi melalui pelatihan untuk meningkatkan keterampilan
sehingga siap masuk ke pasar kerja.

4) Penduduk yang Bekerja

Jumlah penduduk yang bekerja tahun 2023 dengan jumlah
2.139.710 Orang menurut sektor lapangan usaha didominasi oleh
3 sektor utama vyaitu Perdagangan, Pertanian dan Industri
pengolahan.

Pulihnya sektor industri Pariwisata dan Jasa pendidikan
berpengaruh langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini
ditunjukan dengan adanya peningkatan sektor akomodasi dan
makan minum 1,01% tertinggi kedua setelah sektor pertanian 1,71%
dan tertinggi ketiga adalah sektor perdagangan 0,98%. Sementara

sektor yang mengalami penurunan paling besar adalah sektor
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Tahun

Industri pengolahan -3,54% diikuti transportasi -0,73% dan jasa
lainnya -0,52% .

Pada tahun 2023 penduduk bekerja di sektor formal sebesar 46,22%
dan sektor informal sebesar 53,78%, dibandingkan tahun 2022
sektor formal mengalami penurunan dimana tahun 2022 sektor
formal dengan jumlah 46,62%, penurunan sektor formal
disebabkan keterbatasan kesempatan kerja dan juga peralihan dari

sektor formal ke wirausaha mandiri melalui online.

5) Pengangguran Terbuka
Jumlah pengangguran terbuka di DIY sempat meningkat tajam
pada tahun 2020 dan 2021, yang dipicu adanya pandemi Covid-19,
sehingga banyak tenaga kerja formal dan informal kehilangan
pekerjaan.
106.432
101.846 94,945
81.984

71.482

318 4,57 4,56 4,06 3,69
—T - —— —

2019 2020 2021 2022 2023

Pengangguran e=@==TPT
Gambar 1.4.  Pengangguran Terbuka dan TPT Tahun 2019 -2023

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Adanya pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya
kelebihan penawaran tenaga kerja pada pasar kerja dibanding
lowongan yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan
seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk
memperoleh pekerjaan. Data tiga tahun terakhir menunjukan
angkanya mengalami perbaikan pada tahun 2023 menjadi 81.984

orang. DIY sebagai kota pendidikan mendorong jumlah
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pertambahan angkatan kerja pada jenjang pendidikan tinggi
menyebabkan persaingan mendapatkan pekerjaan juga semakin
besar. Sehingga tenaga kerja berpendidikan tinggi banyak yang
tidak terserap pasar kerja dan menjadi pengangguran, selain faktor
pendidikan juga kesiapan mereka dalam memasuki pasar kerja

perlu didukung keterampilan dan karakter yang baik.

7,07
6,49
5,86
5,23 5,32
4,57 4,56
4,06 3,69
3,18 I
2019 2020 2021 2022 2023
I DY Nasional

Gambar 1.5.  TPT Nasional dan DIY Tahun 2019 -2023
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Selama lima tahun terakhir TPT DIY masih di bawah rata-rata TPT
nasional, dengan capaian fluktuatif dan tertinggi 4,57% terjadi
pada tahun 2020 dan di tahun yang sama capaian TPT nasional
sebesar 7,07%. Selanjutnya capaian TPT terus menurun menjadi
3,69% di tahun 2023, tetapi capaian ini masih lebih tinggi
dibandingkan TPT sebelum pandemi Covid-19 yaitu sebesar 3,18
pada tahun 2019. Capaian TPT digunakan sebagai acuan untuk
perluasan kesempatan kerja dan perkembangan TPT ini dapat
menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan
ketenagakerjaan. Tingginya angka TPT mencerminkan adanya
kegagalan pasar kerja untuk menyerap angkatan kerja. Secara lebih
luas indikator TPT digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan

pembangunan perekonomian. Sehingga untuk menekan dan
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Tahun

menurunkan jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran
Terbuka harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan

multi sektor.
Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu
strategi yang diterapkan adalah dengan memastikan akses pendidikan
yang layak bagi seluruh penduduk usia sekolah. Pada tahun 2023 dari
3.677.446 jiwa total penduduk DIY sebanyak 17,26% atau 634.801 jiwa
masih  berada pada usia sekolah (7-18 tahun). Angka ini
merepresentasikan potensi besar yang dimiliki oleh DIY dalam
membangun sumber daya manusia yang unggul melalui peningkatan

kualitas pendidikan.

Tabel 1.12. Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY Tahun 2023

Penduduk Menurut Usia Sekolah Total
Jumlah

Kabupaten/ Pendu- 7-12 13-15 16-18 Penduduk

Kot duk L P L+ L P L+ L P L+P Usia

Sekolah

Bantul 956 42 40 83 23 21 44 20 19 40 168
513 .839 .597 .436 .167 .763 .930 .612 .672 .284 .650
Gunungkidul 774 30 28 58 16 15 32 15 14 30 121
441 425 340 .765 .764 .556 .320 .937 .732 .669 .754
Kulon Progo 442 18 17 36 10 9 20 9 9 18 75
.874 .881 .589 .470 .350 .660 .010 .652 .267 .919 .399
Sleman 1.088 49 47 97 26 25 51 23 22 45 195
109 964 .489 .453 .660 .245 .905 .404 .252 .656 .014
Yogyakarta 415 18 17 35 9 9 19 9 9 19 73
.509 .031 .356 .387 .758 .645 .403 .867 .327 .194 .984
DIY 3.677 160 151 311 86 81 168 79 75 154 634
446 .140 .371 .511 .699 .869 .568 .472 .250 .722 .801

Sumber: Data Konsolidasi Bersih Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri (Semester 2 Tahun

2023), diolah oleh Biro Tapem Setda DIY

Dalam upaya menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas,
lembaga pendidikan negeri bersinergi dengan lembaga pendidikan
swasta untuk memberikan layanan dan fasilitas pendidikan yang
komprehensif. Tujuannya adalah untuk mengakomodir kebutuhan
pendidikan seluruh penduduk usia sekolah di DIY. Untuk memberikan
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gambaran lebih detail mengenai kapasitas pendidikan di wilayah
tersebut, berikut disajikan data jumlah lembaga pendidikan formal di
DIY pada tahun 2023:

Tabel 1.13. Jumlah Lembaga Pendidikan Formal di DIY Tahun 2023
Jumlah Lembaga

No Satuan Pendidikan R

Negeri Swasta
1 TK/RA 53 2.339
2 SD/MI 1.449 598
3 SMP/ MTs 251 355
4 SMA/ MA 83 168
5 SMK 48 152
6 SLB 9 72

Sumber: Disdikpora DIY, 2024

Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan formal ini didukung pula
oleh adanya lembaga-lembaga kesetaraan seperti Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB) dengan jumlah total 5 lembaga dan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM) dengan jumlah 117 lembaga.

Sarana prasarana pembelajaran di lembaga pendidikan seperti ruang
kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, ruang praktik
siswa, laboratorium, UKS, dan toilet di DIY umumnya berada dalam
kondisi baik dan hanya memerlukan pemeliharaan rutin berkala.
Penyediaan jaringan listrik dan internet yang memadai juga terus
diupayakan oleh Pemda DIY guna menjamin kelancaran pemanfaatan

teknologi untuk pembelajaran di sekolah.

Pemenuhan jumlah pendidik menjadi salah satu faktor pendukung
dalam penyelenggaraan pendidikan. Berikut adalah rincian jumlah
pendidik di DIY.

Tabel 1.14. Jumlah Pendidik di DIY Tahun 2023
Jumlah Guru

No Satuan Pendidikan - -

Laki-Laki Perempuan Total
1 TK/RA 170 8.243 8.413
2 SD/ Ml 6.593 15.788 22.381
3  SMP/MTs 4.378 7.169 11.574
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Tahun

Jumlah Guru
Satuan Pendidikan

Laki-Laki Perempuan Total

4 SMA/MA 2.681 3.700 6.381
5 SMK 2.873 3.445 6.318
310 836 1.146

Sumber: Disdikpora DIY, 2023

Berdasarkan data jumlah guru di atas, guru yang dinyatakan memiliki
kelayakan mengajar atau memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1
adalah 96,35% dari pendidik jenjang SMA/MA dan SMK, 95,99% dari
pendidik jenjang SMP/MTs, 94,95% dari pendidik jenjang SD/MI, serta
92,5% dari pendidik SLB. Pemda DIY mendorong para pendidik yang
belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 untuk menempuh
studi lanjutan sehingga para pendidik tersebut dapat memenuhi

persyaratan minimum kelayakan mengajar.

Dukungan sumber daya manusia pendidik dan sarana prasarana
pendidikan yang memadai akan mengarah pada optimalisasi tingkat
partisipasi penduduk usia sekolah dalam pendidikan. Partisipasi
penduduk usia sekolah dapat digambarkan dalam Angka Partisipasi
Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK memberikan
gambaran proporsi penduduk bersekolah pada jenjang tertentu dalam
kelompok usia sesuai ketentuan jenjang pendidikan tersebut,
sedangkan APM menggambarkan proporsi penduduk bersekolah pada
suatu kelompok usia tertentu dalam jenjang sesuai kelompok usianya.
Berikut adalah capaian APK dan APM DIY tahun 2023.

113,46

96,98 92,85 99,024 59 -

A

,02

r

SD SMP SMA dan SMK
APK ®mAPM

Gambar 1.6.  Capaian APK dan APM DIY Tahun 2023
Sumber: Dikpora DIY, 2024

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban



2023

Dari gambar di atas diperoleh gambaran bahwa APK di DIY sudah cukup
tinggi. Tingginya capaian APK tahun 2023 menunjukkan tingginya
tingkat partisipasi penduduk DIY dalam menuntaskan pendidikan di
jenjang menengah. Melalui data pencapaian APM DIY, dapat
disimpulkan bahwa pada setiap jenjang pendidikan terdapat siswa

dengan usia di luar kategori jenjang pendidikan tersebut.

Dalam upaya pemerataan pendidikan, salah satu tantangan utama yang
dihadapi adalah masih terdapat anak putus sekolah, baik disebabkan
alasan ekonomi maupun psikologis. Data Dinas Pendidikan DIY 2023
menunjukkan bahwa Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD/MI adalah
sebesar 0,04%, untuk jenjang SMP/MTs adalah sebesar 0,09%, dan
jenjang pendidikan menengah adalah sebesar 0,23%. Pemda DIY
berupaya untuk terus menekan penambahan angka putus sekolah
melalui pemberian beasiswa retrieval utamanya kepada para siswa
putus sekolah di jenjang pendidikan menengah dan menginstruksikan
kepada sekolah untuk menarik kembali siswa putus sekolah yang ada di
sekitar lingkungan sekolah. Dengan demikian diharapkan seluruh
penduduk usia sekolah dapat menamatkan pendidikan minimal pada

jenjang menengah.

Dalam rangka evaluasi kualitas pendidikan, pemerintah mengeluarkan
instrumen Rapor Pendidikan. Rapor Pendidikan berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor
9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Gambaran kualitas
satuan pendidikan di DIY tahun 2023 tercantum pada Rapor Pendidikan
DIY. Beberapa aspek dalam Rapor Pendidikan yang menjadi tolok ukur
utama kualitas pendidikan antara lain kemampuan literasi, kkmampuan
numerasi, karakter, dan iklim keamanan sekolah. Berikut adalah

gambaran umum capaian nilai dalam rapor pendidikan DIY tahun 2023.

Gubernur DIY
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Tahun

A

Kemampuan Kemampuan Karakter Iklim
Literasi Numerasi Keamanan
Sekolah

mSD 83,74 67,59 55,36 72,74
SMP 87,76 68,65 56,5 71,94
HSMA 85,73 76,14 59,88 73,38
H SMK 66,41 54,83 55,64 70,76

mSD WSMP mSMA ESMK

Gambar 1.7.  Pencapaian Rapor Pendidikan DIY Tahun 2023
Sumber: Dikpora DIY, 2024

Berdasarkan gambar di atas, kemampuan literasi dan numerasi SMK
secara umum mendapatkan nilai paling rendah dibanding jenjang lain.
Capaian kemampuan literasi dan numerasi SMK pada kategori Sedang.
Menurut catatan Rapor Pendidikan capaian kategori Sedang tersebut
berarti bahwa 40%-70% peserta didik SMK telah mencapai kompetensi
minimum untuk literasi membaca dan numerasi, dan masih diperlukan
upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai
kompetensi minimum. Pada aspek penilaian karakter, seluruh jenjang
pendidikan mendapatkan nilai yang relatif sama yang artinya peserta
didik pada seluruh jenjang terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter
pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri,
kreatif dan bernalar kritis serta berkebhinnekaan global dalam
kehidupan sehari hari. Capaian yang relatif sama juga terjadi untuk
penilaian iklim keamanan sekolah semua jenjang pendidikan. Pada
penilaian tersebut menunjukkan bahwa satuan pendidikan memiliki
lingkungan sekolah yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis
yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan

seksual, dan penyalahgunaan narkoba.
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Menindaklanjuti hasil Rapor Pendidikan tersebut, Pemda DIY terus
berupaya mendorong penerapan pendidikan karakter bagi seluruh
warga sekolah agar dapat mempertahankan pencapaian nilai karakter
dan iklim kondusif bagi pembelajaran. Sedangkan terkait dengan
kemampuan literasi dan numerasi siswa, Pemda DIY mengupayakan
adanya perbaikan kapasitas pendidik sebagai fasilitator dalam
pembelajaran melalui bimbingan teknis dan bimbingan penelitian
tindakan kelas. Diharapkan pendidik mampu mengembangkan
kemampuannya untuk mengidentifikasi hambatan yang dialami setiap
siswa dan memberikan solusi terbaik yang akan meningkatkan

kemampuan literasi dan numerasi siswa.
e. Kondisi Ekonomi Daerah

1) Sektor Unggulan
a) Sektor Industri Pengolahan

Sektor Industri Pengolahan merupakan kontributor utama
PDRB DIY dengan kontribusi sebesar 11,82% pada tahun 2023
dan tumbuh sebesar 4,26% dari tahun sebelumnya. Sektor
industri pengolahan DIY didominasi Industri Makanan dan
Minuman dengan PDRB sebesar Rp7,35 Triliun, Industri Tekstil
dan Pakaian Jadi dengan PDRB sebesar Rp1,59 Triliun, dan
Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik,
dan Peralatan Listrik dengan PDRB sebesar Rp859,35 Miliar.

Tabel 1.15. Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan di DIY Tahun 2019-

2023
Kategori PDRB 2019 2020 2021 2022 2023%)
Industri Makanan dan Minuman 7.508 7.163 6.966 7.052 7.353
.502,40 .558,77 .042,46 .858,40 .094,52
Industri Pengolahan Tembakau 523 567 631 645 673
.804,61 .978,81 .428,78 .789,32 .280,20
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 1439 1372 1494 1.521 1.586
.852,52 .243,47 .396,28 .632,65 .407,67
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas 305 251 256 273 284
Kaki 131,26 .673,82 .987,72 .190,11 .819,66

Gubernur DIY
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Kategori PDRB
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan
Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu,
Rotan dan Sejenisnya
Industri Kertas dan Barang dari Kertas,
Percetakan dan Reproduksi Media
Rekaman
Industri Kimia, Farmasi dan Obat
Tradisional
Industri Karet, Barang dari Karet dan
Plastik
Industri Barang Galian bukan Logam

Industri Logam Dasar

Industri Barang Logam, Komputer,
Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan
Listrik

Industri Mesin dan Perlengkapan

Industri Alat Angkutan

Industri Furnitur

Industri Pengolahan Lainnya, Jasa
Reparasi dan Pemasangan Mesin dan
Peralatan

Jumlah

Ket.: *) Angka Proyeksi
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

b) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

2019
209

.621,08

307

.555,54

157

.737,69

256

.768,10

369

.065,34

785

492,23

471

.570,03

.770,57

566

.496,19

296

.359,56

13.200

727,12

2020
198

.957,67

296

474,74

174

.644,04

249

.830,86

318

.837,06

792

.349,73

417

445,61

.787,12

542

.971,72

274

.360,95

12.624

.114,37

2021
187

173,91

283

.778,97

175

133,17

268

.043,34

332

.928,33

806

.190,50

411

.897,32

428,24

584

.490,84

269

436,80

12.670

.356,66

2022
199

.561,20

286

.489,93

174

.783,13

263

.002,72

348

124,31

824

.263,23

407

.793,48

2

.357,86

610

411,71

283

131,78

12.893

.389,83

Tahun

2023%)
208
.056,41

298
.685,64

182
.223,55
274
.198,59
362
.943,76
859
351,64

425
.153,01
2
.458,23
636
.396,58
295
.184,54

13.442
.254,00

Sektor pariwisata DIY di tahun 2023 mengalami peningkatan
dari jumlah wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun
wisatawan mancanegara. Kontribusi peningkatan kunjungan
wisatawan di DIY pada tahun 2023 tidak lepas dari dukungan
dari berbagai sektor pendukung, stakeholder pariwisata,
komunitas  masyarakat pariwisata, akademisi, dan
instansi/lembaga pemerintah bekerjasama dalam
menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkaitan

kepariwisataan. Pemasaran pariwisata melalui media
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teknologi informasi seperti media sosial dan layanan digital
lainnya, dilakukan dengan memanfaatkan kolaborasi berbagai
pihak dengan turut memberikan dukungan terhadap
kenaikan jumlah wisatawan. Pada tahun 2023 telah
terlaksana sejumlah event pariwisata dan kebudayaan yang
memperkuat identitas Keistimewaan DIY juga turut
membantu pertumbuhan di sektor kepariwisataan DIY,
sehingga dapat mendorong kunjungan wisatawan yang
menggunakan jasa akomodasi/penginapan di DIY pada tahun
2023 sebesar 7.740.689, yang terdiri dari wisatawan
mancanegara 149.414 wisatawan dan nusantara 7.591.275

wisatawan.

Tabel 1.16. Perkembangan Jumlah Wisatawan dan Rata-rata Lama Tinggal di
DIY Tahun 2019-2023

Tahun .
Wisman

2019  433.027

2020  69.968
2021 14.740
2022 47.080

2023 149.414

Jumlah Jumlah Wisatawan Lama Tinggal/LOS (Hari)
. (Wisman+Wisnus) . X

Wisnus (Orang) Wisman Wisnus
6.116.354 6.549.381 2,31 1,99
1.778.580 1.848.548 1,95 1,65
4.279.985 4.294.725 2,24 1,41
6.427.035 6.474.115 2,40 1,44
7.591.275 7.740.680 2,36 1,45

Sumber: BPS DIY & Dispar DIY, 2024 (data diolah)

Gubernur DIY

Kunjungan wisatawan nusantara di DIY pada tahun 2023 juga
sangat dipengaruhi oleh semakin terbukanya aksesibilitas
moda transportasi menuju ke DIY. Pembangunan Tol Trans
Jawa juga memberikan dorongan terhadap kunjungan
wisatawan nusantara di DIY. Berdasarkan pendataan BPS RI
pada dokumen Statistik Wisatawan Nusantara Tahun 2022,
yang dirilis pada tahun 2023, menunjukkan wisatawan
nusantara yang menggunakan moda transportasi angkutan
darat-pribadi sebesar 55,93%, sangat mendominasi bila

dibandingkan dengan penggunaan moda transportasi lainnya.
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Gambar 1.8.

Tahun

Angkutan Darat-Sewa Lainnya Pesawat/Angkutan Udara

5% 0Ofo 4%

Kereta Api
19%

Angkutan Darat-
Pribadi

56%

Persentase Moda Transportasi yang Digunakan Wisatawan

Nusantara ke DIY Tahun 2022
Sumber: BPS DIY, 2023

Penggunaan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi
utama wisatawan nusantara ke DIY di tahun 2023
diperkirakan tidak berbeda jauh dengan kondisi di tahun 2022,
sehingga keberadaan aksesibilitas terutama penyediaan jalan
juga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara di
DIY. Penggunaan moda transportasi darat—pribadi juga
didorong oleh pola perjalanan berwisata pada masa pandemi
Covid-19.

Total kunjungan wisatawan nusantara yang menggunakan
akomodasi/penginapan pada tahun 2023 sebesar 7.591.275
wisatawan. Kunjungan wisatawan nusantara terendah terjadi
pada triwulan pertama yang hanya mencapai mencapai
1.676.677 wisatawan, sedangkan kunjungan wisatawan
tertinggi terjadi pada triwulan keempat yang mencapai yang
mencapai 2.213.142 wisatawan atau setara 29,15% di tahun
2023. Pada tahun 2023 terjadi perubahan pola perjalanan
untuk wisatawan nusantara, jika dibandingkan dengan tahun
2022. Pada tahun 2022 pola perjalanan wisatawan nusantara
juga mengalami kenaikan yang tinggi di masa liburan Idul Fitri,
namun pada tahun 2023 kenaikan tertinggi terjadi di triwulan

ketiga dan triwulan keempat.
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2.213.142

] ] i l

Triwulan | Triwulan Il Triwulan 1l Triwulan IV

Gambar 1.9.

Gubernur DIY

Jumlah Wisatawan Nusantara di DIY per Triwulan Tahun 2023
Sumber: BPS DIY, 2024

Wisatawan mancanegara yang berkunjung menggunakan jasa
akomodasi di DIY pada tahun 2022 memperlihatkan adanya
peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Tahun
2022 bandara YIA mulai menerima penerbangan langsung
(direct flight) dengan rute Kuala Lumpur-YIA dan Singapura-
YIA. Ketersediaan penerbangan langsung berperan
meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Pada
tahun 2023 kunjungan wisatawan mencapai 149.414 orang,
meningkat sebanyak 102.334 wisatawan dibandingkan tahun
2022 yang baru mencapai 47.080 wisatawan. Wisatawan
mancanegara yang datang ke DIY sebagian besar masuk
melalui bandara YIA, tercatat pada tahun 2023 wisatawan
mancanegara yang masuk melalui bandara YIA sebesar
105.486 orang, bila dibandingkan dengan data wisatawan
mancanegara yang menggunakan akomodasi/penginapan
terdapat 70,6 wisatawan mancanegara yang masuk melalui
bandara YIA. Sepuluh negara asal wisatawan terbesar yang
masuk melalui Yogyakarta International Airport (YIA) pada
tahun 2023, berasal dari: Malaysia, Singapura, Tiongkok,

Perancis, Amerika Serikat, India, Jerman, Jepang, Italia dan

Inggris.
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Tabel 1.17. Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara yang masuk
Bandara YIA menurut Kebangsaan Tahun 2022-2023

Negara 2022
Malaysia 6.228
Singapura 1.634
Tiongkok 110
Perancis 186
Amerika Serikat 324
India 224
Jerman 153
Jepang 91
Italia 78
Inggris 178
Lainnya 2.930

Jumlah 12.136

Sumber: BPS DIY, 2024

2023 Pertumbuhan
42.094 576%
17.215 954%

4.492 3.984%
2.830 1.422%
2.711 737%
2.573 1.049%
2.189 1.331%
2.154 2.267%
2.033 2.506%
1.942 991%
25.253 762%
105.486 769%

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terbesar adalah

wisatawan mancanegara yang berasal dari Malaysia yaitu

42.094 wisatawan,

sedangkan kunjungan wisatawan

mancanegara yang mengalami pertumbuhan tertinggi berasal

dari Italia sebesar 2.506%. Tingginya kunjungan wisatawan

mancanegara dari Malaysia dan Singapura terkait erat dengan

keberadaan penerbangan langsung yang saat ini tersedia.

2
ﬂ
Triwulan | Triwulan Il

Gambar 1.10.
Sumber: BPS DIY, 2024

6
i

Triwulan lll

Triwulan IV

Jumlah wisatawan mancanegara di DIY per triwulan Tahun 2023
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472.837

428.455
382.001

Kunjungan wisatawan mancanegara mengalami kenaikan
yang cukup tinggi di triwulan ketiga. Pola perjalanan
wisatawan mancanegara terjadi pada liburan musim panas.
Kunjungan tertinggi terjadi di bulan Agustus sebesar 22.898
wisatawan dan bulan Juli sebesar 20.427 wisatawan.
Sedangkan untuk kunjungan wisatawan mancanegara
terendah terjadi di triwulan pertama, di bulan Januari sebesar

5.402 wisatawan dan Februari sebesar 5.330 wisatawan.

Preferensi wisatawan mancanegara dan nusantara di dalam
menggunakan jasa akomodasi/penginapan lebih banyak
memilih  untuk menggunakan jasa akomodasi hotel
berbintang, dari total kunjungan wisatawan yang menginap di
jasa akomodasi/penginapan sebesar 7.740.689 wisatawan di
tahun 2023, yang menginap di hotel bintang sebesar
5.545.228 wisatawan atau mencapai 72%, sedangkan jumlah
wisatawan yang menginap di hotel non bintang pada tahun
2023 sebesar 2.195.461 wisatawan.

621.635
514.980;190 348188734 - 871520'595
436.190434.681%°7-
296.901 285.901

186.466203.86%16-710197 6331 504184 262185.64
127.470149-858133 926142.137

Jan Feb

Gambar 1.11.

Gubernur DIY

Mar  Apr  Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

Hotel Bintang  ==@==Hotel Non Bintang

Data wisatawan di DIY yang menginap di Hotel Bintang & Non

Bintang Tahun 2023
Sumber: BPS DIY, 2024
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c) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sektor pertanian memiliki kontribusi terhadap pembangunan
terutama di daerah, salah satunya di DIY. Tolok ukur
keberhasilan pembangunan perekonomian daerah dapat
dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi.
Melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi
diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan

secara bertahap.

Kemampuan daerah untuk tumbuh tidak terlepas dari
peranan beberapa sektor dalam suatu perekonomian. Sektor
pertanian masih menjadi kontributor penting dalam
perekonomian DIY dengan menempati 4 besar sebagai
penyumbang PDRB terbesar. Data BPS sampai dengan
triwulan IV tahun 2023, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan yang menduduki posisi kedua dengan kontribusi
sebesar 10,23%.

Keberhasilan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

didukung oleh kinerja sub kategori:

(1) Tanaman Pangan

Pembangunan sektor pertanian khususnya subsektor
tanaman pangan memiliki peran penting dikarenakan
memiliki peranan strategis dalam menunjang kehidupan
sebagian penduduk. Hasil Sensus Pertanian Tahun 2023
menunjukkan jumlah rumah tangga usaha tanaman
pangan (padi dan palawija) mencapai 285.621 rumah
tangga atau 68,47% dari total rumah tangga usaha tani,
yang mencapai 417.166 rumah tangga yang berusaha di
sektor pertanian (BPS, 2023).
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Komoditas utama tanaman pangan DIY adalah padi,
jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu,
dan ubi jalar. Untuk menghindari berbagai macam
persoalan yang timbul akibat kurangnya pasokan dari
komoditas tanaman pangan utamanya padi, dilakukan
upaya peningkatan produksi, antara lain dengan
penyediaan benih unggul bersertifikat, penyediaan
sarana produksi berupa pupuk dan pestisida,
perlindungan dan pengendalian Organisme Pengganggu
Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI),

serta pengolahan dan pemasaran hasil.

Tabel 1.18. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan

No Komoditas

1 Padi
2 Jagung

3 UbiKayu

Tahun 2022-2023**
LuasPanen (ha) Produktivitas (ku/ha) Produksi (ton)

2023** 2022 2023** 2022 2023**

110.926  105.853 50,64 50,61 561.699 535.714
65.885 66.521 53,04 54,45 349.465 362.237
45.593 46.422 231,24 228,84 1.054.322 1.062.334

Keterangan: **) Angka sangat sementara

Sumber: DPKP DIY, 2024

Gubernur DIY

Komoditas yang mengalami peningkatan produksi pada
tahun 2023 adalah jagung dan ubi kayu. Sedangkan
komoditas yang mengalami penurunan produksi pada
tahun 2023 adalah padi. Peningkatan produksi karena
iklim yang mendukung sehingga meningkatkan minat
petani jagung dan program pemerintah dalam
pengembangan kawasan untuk meningkatkan luas
panen dan produktivitas. di sisi lain, dampak El Nino dan
operasional saluran van der wijck serta selokan mataram
yang tidak optimal karena adanya perbaikan

menyebabkan penurunan produksi padi.
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(2)

(3)

Tahun

Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan Tangkap diperoleh dari produksi
tangkap perairan laut dan perairan darat. Produksi lkan
unggulan perairan laut antara lain: Tongkol komo (KAW)
830 ton, Cakalang 673 ton, Lisong 538 ton, Layang 511
ton, Layur 485 ton, Manyung 295 ton, Kembung 231 ton,
dan Madidihang (YFT) 206 ton. Selain itu, produksi
Rumput laut sebesar 170 ton. Produksi lkan unggulan di
Perairan Umum Daratan antara lain: Nila 270 ton, Tawes
249 ton, Mas 143 ton, Gabus 129 ton, dan Mujair 128 ton.
Faktor Pendukung capaian produksi perikanan tangkap
diantaranya didukung oleh cuaca yang mendukung untuk
mencari ikan, ketersediaan ikan yang cukup melimpah
terutama pada akhir tahun, harga jual yang relatif stabil
dan permintaan akan ikan laut yang cukup tinggi di

pasaran.

di sisi lain, produksi Perikanan budidaya diperoleh dari
produksi ikan hasil aktivitas pembudidayaan oleh
masyarakat. Produksi perikanan budidaya unggulan
diantaranya: Lele 48.026,39 ton, Nila 31.621,56 ton,
Gurami 4.817,16 ton, Udang Galah 4.473,42 ton, Bawal
3.885,07 ton, dan Udang Vaname 3.693,55 ton. Faktor
pendukung capaian produksi perikanan budidaya
diantaranya penggunaan benih  yang unggul,
keberhasilan pengendalian hama penyakit ikan,
permintaan pasar yang cukup tinggi untuk ikan hasil

budidaya, dan penggunaan pakan mandiri.

Hortikultura

Komoditas unggulan hortikultura di DIY pada tahun 2023
rata-rata mengalami peningkatan produksi. Cabai merah,
cabai keriting, cabai besar, bawang merah, kelengkeng,
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durian, dan alpukat adalah beberapa contoh komoditas
dengan peningkatan produksi yang signifikan.
Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti
stimulan dari pemerintah baik melalui hibah atau
kegiatan reguler, terkendalinya Organisme Pengganggu
Tanaman Hortikultura dengan baik, harga di pasar yang
baik, serta faktor iklim el-nino yang menyebabkan
pembungaan tanaman buah tertentu tidak terganggu
oleh hujan dan berkurangnya serangan penyakit akibat
jamur. Selain itu, kurangnya pasokan air juga menjadi
sebab peralihan penggunaan lahan non irigasi untuk
menanam komoditas sayuran terutama aneka cabai dan

bawang merah.

Namun demikian, terdapat komoditas hortikultura yang
menurun produksinya seperti pisang di Gunungkidul dan
Salak di Sleman. Komoditas pisang mengalami
penurunan produksi karena kemarau panjang dan sistem
irigasi yang terbatas. Adapun produksi salak dari tahun
ke tahun mengalami tren penurunan karena alih
komoditas, alih fungsi lahan untuk hunian, dan harga

yang kurang bersaing dengan buah dan sayuran lainnya.

Tabel 1.19. Produksi Hortikultura Unggulan DIY Tahun 2022-2023*

No

0O NO UL B WN P

9

. Produksi (Ton) % Peningkatan/
Komoditas
2022 2023* Penurunan
Cabai besar 1.719,39 2.423,66 40,96
Cabai rawit 15.197,69 21.427,30 40,99
Cabai keriting 33.665,07 44.443,49 32,02
Bawang merah 22.306,60 33.088,79 48,34
Pisang 78.045,27 75.541,69 -3,21
Durian 8.849,06 13.601.59 53,71
Kelengkeng 1.745,15 2.485,92 42,45
Salak 54.498,01 51.838,64 -4,88
Alpukat 11.501,67 11.734,96 2,03

Keterangan: *) Angka sementara
Sumber: DPKP DIY, 2024

Gubernur DIY
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(4) Perkebunan

Sektor perkebunan sebagai bagian dari pembangunan
pertanian dan pembangunan nasional memiliki potensi
strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Usaha perkebunan strategis dalam
kawasan maupun non kawasan serta komoditas unggul
di DIY saat ini masih didominasi oleh perkebunan rakyat
yang mencapai lebih dari 90%. Pengembangan sub
sektor perkebunan di DIY diarahkan pada specialty
product berbasis cluster/kawasan serta diintegrasikan

dengan sektor pariwisata (agrowisata).

Tabel 1.20. Produksi Komoditas Perkebunan Unggulan DIY Tahun 2022-2023**

Produksi (Ton) Wujud Produksi

2022 2023** % Pertumbuhan

52.760,76  53.225,62 0,88 Kopra
6.410,79 6.137,39 -4,26 Gula hablur
1.900,72 1.820,66 -4,21 Biji kering

Keterangan: ** Angka Sangat Sementara
Sumber: DPKP DIY, 2024

Namun demikian, secara umum produktivitas tanaman
perkebunan saat ini masih rendah yang disebabkan oleh
kondisi tanaman yang sudah tua, penggunaan benih
asalan, penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan
Good Manufacturing Practice (GMP) yang belum optimal.
Bersamaan dengan itu, luas areal kebun rakyat yang
perlu diremajakan/direhabilitasi karena tanamannya
sudah tua dan/atau rusak sangat luas. Peremajaan
tanaman perkebunan, bibit atau bahan tanam
merupakan faktor penentu produktivitas dan kualitas
produk usaha pekebun dalam jangka panjang atau satu

musim tanam yang umumnya mencapai 25 tahun.
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Gubernur DIY

(5)

Tahun 2023 komoditas kelapa mengalami kenaikan
produksi sebesar 0,88% salah satunya karena fenomena
El Nino. Meski menjadi faktor keuntungan bagi
komoditas perkebunan kelapa, namun El Nino justru
merugikan untuk beberapa komoditas perkebunan lain
seperti tebu dan kakao. El Nino menimbulkan suhu tinggi
dan kurangnya persediaan air sehingga terjadi
penurunan kualitas tanaman dan buah. Tanaman dan
buah yang tumbuh dalam kondisi tidak ideal cenderung
memiliki ukuran lebih kecil, hasil rendemen menurun,

dan kualitas kurang baik secara keseluruhan.

Peternakan

Subsektor peternakan merupakan bagian penting dari
sektor pertanian secara keseluruhan dan berkontribusi
pada ketahanan pangan, perekonomian pedesaan, serta
keberlanjutan lingkungan. Peternakan memberikan
sumber pendapatan bagi petani dan peternak. Banyak
keluarga di pedesaan dan daerah agraris mendapatkan
penghidupan dari aktivitas peternakan. Selain itu,
peternakan menyediakan sumber daya pangan berupa
daging, susu, telur, dan produk olahan lainnya melalui
usaha budidaya sapi potong, sapi perah, kambing, ayam

buras, ayam pedaging, maupun ayam petelur.

Jumlah keseluruhan populasi ternak dalam satuan ekor
pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Komoditas
strategis peternakan yang mengalami peningkatan
populasi pada tahun 2023 yaitu Ayam Buras dan Ayam
Ras Pedaging. Peningkatan populasi ayam ras pedaging
dipengaruhi adanya permintaan pasar yang cukup tinggi
sehingga minat untuk beternak juga meningkat.

Demikian juga untuk peningkatan ayam buras sangat
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dipengaruhi oleh potensi pasar yang cukup

menguntungkan.

Tabel 1.21. Populasi Ternak Unggulan di DIY Tahun 2022-2023*

Jumlah (ekor)

No Jenis Ternak
2022 2023*

1 Sapi Potong 302.049 291.805
2 Sapi Perah 3.265 3.233
3 Kambing 466.759 417.512
4 Ayam Buras 3.388.456 3.584.421
5 Ayam Pedaging 6.779.316 8.120.576
6 Ayam Petelur 4.700.027 4.319.144

Keterangan: *) Angka sementara

Sumber: DPKP DIY, 2024

Di sisi lain, pada tahun 2023 terdapat penurunan
populasi sapi potong, sapi perah, kambing, dan ayam
petelur. Penurunan ini disebabkan karena sapi potong
dan sapi perah masih terdampak oleh terjadinya wabah
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah DIY. Lumpy
Skin Diseases (LSD) dan PMK menyebabkan kematian
pada ternak dan banyak peternak yang menjual sapi
terutama induknya. Selain itu karena sapi perah dan
kambing merupakan hewan rentan PMK, petani belum
berani melakukan penambahan populasi ternak. Saat ini
peternak masih fokus dalam mencegah dan/atau

menangani ternaknya dari serangan PMK.

Penurunan populasi sapi potong juga disebabkan oleh
penurunan tindakan inseminasi buatan (IB) yang
mengakibatkan penurunan jumlah kelahiran sapi potong.
Sedangkan penurunan populasi sapi perah merupakan
dampak berkurangnya kualitas indukan secara genetik
karena sebagian besar induk seharusnya sudah
diregenerasi dengan indukan baru dari Pusat Pembibitan

yang tersertifikasi.
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(6) Kehutanan

Hutan di DIY merupakan sumber daya alam yang harus
dijaga dan katalisator pertumbuhan ekonomi potensial.
Peningkatan aktivitas ekonomi dari sektor kehutanan di
DIY juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat
setempat. Salah satu pola pengelolaan hutan yang
dilakukan adalah melalui mekanisme kerjasama
kemitraan. Mekanisme ini memberikan izin pemanfaatan
sebidang kawasan hutan untuk diambil manfaat jasa
lingkungan oleh kelompok masyarakat. Contoh
keberhasilan dari pola ini adalah kawasan wisata alam
mangunan yang dikelola oleh Koperasi Notowono.
Selama tahun 2023, kawasan alam mangunan menerima
sebanyak 1.076.118 kunjungan wisatawan dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 1.22. Realisasi Kunjungan Wisata Oleh Koperasi Notowono Tahun 2021-

2023

No Lokasi
1 GnPengger

2 Puncak Becici
3 Lintang Sewu

4 Pinus Asri

5 Pinussari

6  Seribu Batu

7

Bukit Panguk

Sumber: DLHK DIY, 2024

Gubernur DIY

Jumlah Pengunjung (Orang)

2021 2022 2023
236.362 467.361 415.792
147.082 277.584 213.181

14.855 13.676 9.023

15.106 14.141 8.711
222.755 339.069 346.915

87.763 94.822 68.426

15.446 16.079 14.070
739.369 1.222.732 1.076.118

Berdasarkan jumlah kunjungan tersebut, pendapatan
yang dihasilkan mencapai Rp6.282.554.000,00. Hal ini
tentunya berdampak positif terhadap upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
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Pada tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan menginisiasi perhitungan Nilai Transaksi
Ekonomi (NTE) oleh kelompok tani hutan. Berdasarkan
pendekatan yang dilakukan, terdapat nilai transaksi
sebesar Rp5.234.184.920,00 untuk produk kehutanan di
DIY sepanjang tahun 2023. Nilai transaksi terbesar ada di
Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar
Rp3.116.456.920,00 dengan komoditas penyumbang
terbanyak berupa produk olahan tanaman obat senilai
Rp1.608.677.320,00.

Potensi yang luar biasa ini akan terus dikembangkan
melalui identifikasi potensi sehingga akselerasi
peningkatan nilai produksi kehutanan di DIY dapat
dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan
antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian

lingkungan.

2) Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DIY menunjukkan peningkatan kinerja berupa
pertumbuhan ekonomi positif atau ekspansif selama beberapa
tahun terakhir. Hal itu mengindikasikan peningkatan kapasitas
perekonomian DIY yang sempat terkontraksi di tahun 2020 akibat
dampak pandemi Covid-19. Meskipun mulai tahun 2021 sampai

dengan tahun 2023 kecenderungannya menurun.

Pada tahun 2020, ekonomi DIY tumbuh sebesar sebesar -2,69%,
kemudian perekonomian senantiasa mengalami peningkatan
kinerja di tahun berikutnya dengan tumbuh sebesar 5,53% (2021),
5,15% (2022) dan 5,07% (2023). Berikut ini gambar pertumbuhan
ekonomi DIY selama lima tahun terakhir.
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Gambar 1.12. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2019-2023 (%)
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Semua lapangan usaha mengalami ekspansi dengan tumbuh
positif yang menunjukkan dinamika peningkatan aktivitas di
semua sektor perekonomian. Pertumbuhan paling tinggi dicapai
oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh
10,29% dan diikuti pertumbuhan lapangan usaha Transportasi dan
Pergudangan 15,04% dan Penyediaan Makan dan Minum 8,72%.

Tabel 1.23. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

(%)

Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,03 4,19 0,61 5,12 1,14
Pertambangan dan Penggalian 3,04 922 -3,11 1,72 3,25
Industri Pengolahan 573 -4,38 0,37 1,76 4,26
Pengadaan Listrik, Gas 543 -0,10 2,40 6,82 7,32
Pengadaan Air 8,90 0,51 6,82 3,29 3,43
Konstruksi 14,39 -15,64 10,82 4,81 4,81

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi 5,16  -4,52 1,51 4,82 4,29
Mobil dan Sepeda Motor

Transportasi dan Pergudangan 3,55 -20,21 1,93 18,26 10,27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 889 -1691 7,55 12,40 8,72
Informasi dan Komunikasi 7,45 19,70 16,69 3,54 4,68
Jasa Keuangan dan Asuransi 8,62 -1,09 1,45 5,24 10,29
Real Estate 5,93 1,27 0,57 2,82 3,70
Jasa Perusahaan 6,75 -14,89 8,09 7,16 8,28

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 3,30 -2,22 -0,39 2,95 2,44
Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan 6,57 4,47 5,00 0,98 4,38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,61 19,18 4,47 3,99 6,32
Jasa lainnya 6,25 -15,74 21,53 15,04 6,97

PDRB 6,60 -2,69 5,53 5,15 5,07

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Gubernur DIY
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Lapangan usaha yang tumbuh terendah adalah Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 1,14%. Berikutnya adalah
Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan,

Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh menjadi 2,44%.

Menurut PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran, jenis
pengeluaran yang tumbuh tertinggi pada tahun 2023 adalah
adalah Pengeluaran Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (PKLNPRT)
yaitu sebesar 8,75% yang meningkat dari 5,58% di tahun
sebelumya. Diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh

6,5% dan Konsumsi Rumah tangga sebesar 4,92%.

Tabel 1.24. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023

Pengeluaran 2019 2020 2021 2022 2023
Konsumsi Rumah Tangga 3.77 -2.75 1.77 2.64 4,92
Konsumsi LNPRT 9.58 -6.56 0.39 5.58 8,75
Konsumsi Pemerintah 2.90 -0.92 0.26 0.52 2,35
Pembentukan Modal Tetap Bruto 9.86 -13.41 8.2 5.86 6,5

PDRB

6.59 -2.69 5.53 5.15 5,07

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

3)

Inflasi

Tingkat Inflasi DIY diwakili oleh tingkat inflasi Kota Yogyakarta.
Tingkat inflasi Pada tahun 2023, adalah 3,17% dengan Indeks
Harga Konsumen (IHK) sebesar 119,23 di tahun 20232 dan IHK
tahun sebelumnya adalah 115,57. Kenaikan harga terbesar terjadi
pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yaitu sebesar
7,58% selama tahun 2023 dengan andil sebesar 1,72% dari total
inflasi. Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan
mengalami penurunan indeks harga konsumen yaitu sebesar -
0,06%.
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Tabel 1.25. Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Yogyakarta

Menurut Pengeluaran Tahun 2022-2023

IHK IHK Inflasi Andil Inflasi
Kelompok Pengeluaran Desember Desember Tahun Desember
2022 2023 Kalender (yoy)
2023 * (%) 2023 (%)
Umum 115,57 119,23 3,17 3,17
1. Makanan, Minuman, dan 119,47 128,53 7,58 1,72
Tembakau
2. Pakaian dan Alas Kaki 113,10 114,60 1,33 0,07
3. Perumahan, Air, Listrik dan 110,28 111.54 1,14 0,20
Bahan Bakar Rumah Tangga
4. Perlengkapan,Peralatan dan 114,72 115,85 0,99 0,05
Pemeliharaan Rutin Rumah
Tangga
5. Kesehatan 115,73 120,82 4,40 0,11
6. Transportasi 119,10 120,18 0,91 0,14
7. Informasi, Komunikasi dan Jasa 99,66 99,60 -0,06 0,00
Keuangan
8. Rekreasi, Olahraga dan Budaya 112,15 113,69 1,37 0,03
9. Pendidikan 116,44 120,00 3,06 0,20
10. Penyediaan Makanan dan 114,96 119,47 3,92 0,48
Minuman/ Restoran
11. Perawatan Pribadi dan Jasa 130,66 134,39 2,85 0,16

Ket.: *) Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap bulan Desember 2022

Lainnya

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

3. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Gambaran Umum Birokrasi Pemda DIY

Seiring dengan perkembangan dan dinamika

penyelenggaraan

pemerintahan, Pemda DIY telah melakukan perubahan kelembagaan
untuk merespon kebutuhan publik dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Perubahan
kelembagaan tersebut antara lain untuk menindaklanjuti penetapan
Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018
tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2023, Pemda DIY telah menetapkan Peraturan Gubernur

Gubernur DIY
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Tahun

yang merupakan pelaksanaan dari Perdais No 1 Tahun 2022 tersebut,

yaitu:

1)

2)

3)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36
Tahun 2023 tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas
Kesehatan;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Paniradya Kaistimewan; dan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

Selain itu, telah dilaksanakan sinkronisasi tugas dan fungsi dengan

melakukan review terhadap Peraturan Gubernur yang mengatur

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

pada 15 Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis, sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Paniradya Keistimewan;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36
Tahun 2023 Tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas

Kesehatan;
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Gubernur DIY

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66
Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Jiwa Grhasia Pada Dinas Kesehatan;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68
Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69
Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Energi Sumber Daya Mineral;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70
Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja UPT pada Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71
Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72
Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73
Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja UPT Perpustakaan dan Arsip Daerah;
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74
Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75
Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja UPT Dinas Pariwisata;
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14) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94
Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

15) Rapergub Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Respira.

Berkenaan dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19
Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
dan Peraturan Daerah DIY No 2 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2022-2027, Pemda DIY telah menyesuaikan Peta Proses Bisnis (Peta
Probis). Peta Probis tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
DIY Nomor 462/KEP/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 192/KEP/2023 tentang
Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah DIY. Penyusunan dan penetapan
peta proses bisnis dilaksanakan oleh Pemda DIY sebagai acuan untuk
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit
organisasi. Penetapan peta probis diharapkan akan menghasilkan
kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi untuk menghasilkan
keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta Probis
Pemerintah Daerah DIY memuat dokumen antara lain: a) Peta Proses
Bisnis Pemerintah Daerah Istimewa level O; b) Peta Sub Proses; dan c)
Peta Relasi yang dalam penyusunannya merupakan penjabaran dari

Program Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1) Penurunan Tingkat Kemiskinan;

2) Peningkatan Penghidupan Ekonomi yang Layak;

3) Peningkatan Kualitas SDM yang dapat diandalkan;

4) Peningkatan Kapasitas Ekonomi pada Kawasan Belum Maju;
5) Peningkatan Good Governance;

6) Perwujudan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;

7) Penurunan Risiko Bencana;

8) Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan;

9) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
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10) Peningkatan Kualitas Kepegawaian Daerah;

11) Peningkatan Kualitas Pengawasan internal;

12) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban umum; dan

13) Peningkatan Keterbukaan informasi Publik dan Penyelenggaraan
SPSE.

Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah DIY no 2 Tahun 2023,
Pemda DIY telah melaksanakan pencermatan terhadap kelembagaan

Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan:

1) Pencapaian visi dan misi Gubernur dalam RPJMD;
2) Mandatory peraturan perundang-undangan;
3) Kewenangan daerah; dan

4) Hasil kajian kelembagaan.

Pencermatan kelembagaan Perangkat Daerah tersebut bertujuan untuk
mengakomodir misi 1 RPJMD DIY 2022-2027 vaitu “Mereformasi
Kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-
kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif serta
pengembangan  kebudayaan.” Oleh karenanya, Pemda DIY
memerlukan dukungan Perangkat Daerah dengan kewenangan, tugas
dan fungsi yang mengawal misi tersebut. Sebagai tindak lanjut, perlu
dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Istimewa DIY

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.

1) Gambaran Kondisi ASN yang Dimiliki

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara mengamanatkan bahwa setiap aparatur sipil negara harus
memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta
mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan
mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan
kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka

Gubernur DIY
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pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara
sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan amanat
tersebut, Pemda DIY melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang kepegawaian daerah, sesuai dengan
Peraturan Gubernur DIY Nomor 101 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Badan Kepegawaian Daerah. Kondisi ASN Pemda DIY Tahun 2023

sebagaimana tertera di bawah ini:

PPPK; 825

D

PNS; 9.209

Gambar 1.13. Jumlah ASN Pemda DIY Tahun 2023
Sumber: BKD DIY, 2024

Berdasarkan gambar di atas, ASN di Pemda DIY per Desember 2023
sejumlah 10.034 orang, yang terdiri atas PNS sebanyak 9.209 orang
(92%) dan PPPK sebanyak 825 orang (8%).

11.347

2019 2020 2021 2022 2023

Gambar 1.14. Jumlah PNS Pemda DIY Tahun 2019-2023
Sumber: BKD DIY, 2024
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Data di atas menunjukkan bahwa jumlah PNS Pemda DIY dari
tahun ke tahun menurun. Jumlah PNS tahun 2023 menurun
sebesar 6,9% dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarenakan jumlah
PNS pensiun tidak diimbangi dengan jumlah PNS yang masuk ke
Pemda DIY.

Laki-Laki;
4,192

Perempuan;

5.017

Gambar 1.15. Jumlah PNS Pemda DIY berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: BKD DIY, 2024

Pada tahun 2023, PNS Pemda DIY masih didominasi oleh PNS
perempuan. PNS perempuan dengan jumlah 5.017 orang (54%)
atau 9% lebih banyak dibandingkan PNS laki-laki yang berjumlah
4.192 orang (46%).

2.58
1.272

pre 1.02
bf Perempuan
43
A Laki-laki

Golongan | Golongan I Golongan lll Golongan IV

M Laki-laki ® Perempuan

Gambar 1.16. Jumlah PNS Pemda DIY berdasarkan Golongan
Sumber: BKD DIY, 2024

Gubernur DIY | 1-75



Tahun

PNS Pemda DIY pada tahun 2023 didominasi oleh PNS golongan Il
dengan jumlah 5.912 orang atau sekitar 64% dari jumlah
keseluruhan PNS. Hal ini dikarenakan Pemda DIY tidak membuka
formasi CPNS dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah

Atas atau sederajat.

3253

4 636244
3_ 8_ Perempuan
. Lakl laki

SD SMP DIPLOMA

Gambar 1.17. Jumlah PNS Pemda DIY berdasarkan Pendidikan
Sumber: BKD DIY, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa PNS Pemda DIY sebagian besar
mempunyai latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) sebesar 61,02%
dan Strata 2 (S2) sebesar 19,02%. Hal ini dipengaruhi oleh
perekrutan CPNS yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan S1
serta banyaknya PNS yang melakukan pengembangan kompetensi
dengan menempuh sekolah lanjutan PNS tingkat S1 maupun S2,

baik melalui beasiswa atau biaya mandiri.

2) Ringkasan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Dalam APBD P 2023

a) Ringkasan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2023 ditargetkan
sebesar Rp5.855.271.928.290,00 dan dapat direalisasikan
sebesar Rp5.840.561.001.091,65 atau 99,75%. Hal ini
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menunjukan bahwa realisasi

anggaran sebesar

Rp14.710.927.198,35. Berikut

pendapatan kurang dari

rincian

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran

2023:

Tabel 1.26. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran

2023 (Unaudited)

. Anggaran Realisasi
Uraian 2023 2023
PENDAPATAN DAERAH 5.855.271.928 5.840.561.001
.290,00 .091,65
PENDAPATAN ASLI DAERAH  2.368.708.585 2.368.679.166
(PAD) .703,00 .252,65
Pajak Daerah 2.088.941.497 2.069.612.267
.868,00 .000,57
Retribusi Daerah 33.564.359 33.213.267
.756,00 .052,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan 109.070.217 109.790.680
Daerah yang Dipisahkan .574,00 460,56
Lain-lain PAD yang Sah 137.132.510 156.062.951
.505,00 .739,52
Jumlah Pendapatan Asli 2.368.708.585 2.368.679.166
Daerah .703,00 .252,65
PENDAPATAN TRANSFER 3.478.957.842 3.463.926.176
.587,00 .823,00
Pendapatan Transfer 3.478.121.936 3.463.090.270
Pemerintah Pusat .167,00 403,00
Pendapatan Transfer Antar 835.906 835.906
Daerah 420,00 420,00
Total Pendapatan Transfer 3.478.957.842 3.463.926.176
.587,00 .823,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN 7.605.500 7.955.658
DAERAH YANG SAH .000,00 .016,00
Pendapatan Hibah 7.605.500 7.950.630
.000,00 .000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai 5.028
dengan Ketentuan Peraturan .016,00
Perundang-Undangan
Jumlah Lain-lain Pendapatan 7.605.500 7.955.658
Daerah yang Sah .000,00 .016,00
JUMLAH PENDAPATAN 5.855.271.928 5.840.561.001
.290,00 .091,65

Sumber: BPKA DIY, 2024

Gubernur DIY

Kurang/Lebih
Anggaran (Rp)

%

(14.710.927 99,75
.198,35)
(29.419 100,00
.450,35)

(19.329.230 99,07
.867,43)
(351.092 98,95
.704,00)
720.462 100,66
886,56

18.930.441 113,80
234,52
(29.419 100,00
.450,35)

(15.031.665 99,57
.764,00)

(15.031.665 99,57
.764,00)

- 100,00

(15.031.665 99,57
.764,00)
350.158 104,60
.016,00
345.130 104,54
.000,00

5.028
.016,00

350.158 104,60

.016,00
(14.710.927 99,75

.198,35)
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b) Ringkasan Realisasi Belanja

Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja daerah ditetapkan
Rp6.016.543.491.245,00. akhir
anggaran 2023 belanja  daerah
Rp5.708.080.855.492,41 atau 94,87%. Hal ini menunjukan
bahwa realisasi belanja daerah kurang dari anggaran sebesar
Rp308.462.635.752,59. Berikut rincian anggaran dan realisasi
belanja daerah tahun anggaran 2023:

sebesar Hingga tahun

realisasi sebesar

Tabel 1.27. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Unaudited)

Tahun 2023
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) ::;Z:fa/:ﬁi':) %
BELANJA DAERAH
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai 1.632.174.635 1.572.346.950 (59.827.685 96,33
.343,00 .277,00 .066,00)
Belanja Barang Jasa 1.370.269.758 1.246.181.407 (124.088.351 90,94
.830,00 .244,20 .585,80)
Belanja Subsidi 85.553.295 75.470.221  (10.083.073 88,21
477,00 .902,00 .575,00)
Belanja Hibah 604.259.784  584.093.037  (20.166.747 96,66
.839,00 .626,00 .213,00)
Belanja Bantuan Sosial 29.461.324 28.286.453 (1.174.870 96,01
.000,00 .932,00 .068,00)
Jumlah Belanja Operasi 3.721.718.798 3.506.378.070 (215.340.727 94,21
.489,00 .981,20 .507,80)
BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah 177.970.845 169.306.929 (8.663.916 95,13
.828,00 .192,00 .636,00)
Belanja Modal Peralatan dan 193.623.864 186.112.683 (7.511.181 96,12
Mesin .205,00 .018,00 .187,00)
Belanja Modal Gedung dan 166.710.000 150.930.255  (15.779.744 90,53
Bangunan .225,00 .820,00 .405,00)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, 234.751.635  225.450.247 (9.301.388 96,04
dan Irigasi .170,00 .009,00 .161,00)
Belanja Modal Aset Tetap 13.896.669 13.437.651 (459.017 96,70
Lainnya .487,00 .506,00 .981,00)
Belanja Modal Aset Lainnya 174.635 162.500 (12.135 93,05
.400,00 .000,00 .400,00)
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Uraian
Jumlah Belanja Modal

BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tak Terduga

BELANJA TRANSFER
Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan

Jumlah Belanja Transfer

Jumlah

Sumber: BPKA DIY, 2024

Anggaran (Rp)

787.127.650 745.400.266  (41.727.383 94,70
.315,00 .545,00 .770,00)
21.998.129 198.487  (21.799.642 0,90
.613,00 .268,00 .345,00)
21.998.129 198.487  (21.799.642 0,90
.613,00 .268,00 .345,00)
904.030.830 886.411.063 (17.619.767 98,05
.780,00 .641,00 .139,00)
581.668.082 569.692.967  (11.975.114 97,94
.048,00 .057,21 .990,79)
1.485.698.912 1.456.104.030  (29.594.882 98,01
.828,00 .698,21 .129,79)
6.016.543.491 5.708.080.855 (308.462.635 94,87
.245,00 492,41 .752,59)

c) Readlisasi Pembiayaan

Tahun 2023

Realisasi (Rp)

(1) Penerimaan Pembiayaan

Kurang/Lebih
Anggaran (Rp)

%

Gubernur DIY

Pada tahun anggaran 2023 Penerimaan Pembiayaan
Rp466.271.562.955,00
dengan realisasi Rp465.555.386.955,24 atau 99,85%. Hal

ini menunjukan bahwa realisasi penerimaan pembiayaan

Daerah dianggarkan sebesar

daerah kurang dari anggaran sebesar Rp716.175.999,76.
Realisasi Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari
penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp462.271.562.955,00
realisasi sebesar Rp462.271.562.955,24 atau 100%, dan
Penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah
Rp4.000.000.000,00 realisasi
sebesar Rp3.283.824.000,00 atau 82,10%, sehingga
Rp716.176.000,00.

Anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan tahun

dianggarkan sebesar

kurang dari anggaran sebesar

anggaran 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
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Tahun

Tabel 1.28. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun
Anggaran 2023 (Unaudited)

Tahun 2023
Uraian Anggaran Realisasi Kurang/Lebih %
(1)
(Rp) (Rp) Anggaran (Rp)

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Perhitungan 462.271.562 462.271.562 0,24 100,00

Anggaran Tahun Sebelumnya .955,00 .955,24

Penerimaan Kembali 4.000.000 3.283.824 (716.176 82,10
Pemberian Pinjaman Daerah .000,00 .000,00 .000,00)
Jumlah Penerimaan 466.271.562 465.555.386 (716.175 99,85
Pembiayaan .955,00 .955,24 .999,76)

Sumber: BPKA DIY, 2024

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2023 Pengeluaran Pembiayaan
Rp305.000.000.000,00
dengan realisasi sebesar Rp305.000.000.000,00 atau
100%.

digunakan

daerah dianggarkan sebesar
tersebut
Penyertaan Modal
kepada PT Bank BPD DIY sebesar Rp300.000.000.000,00,
dan pemberian pinjaman daerah dalam bentuk dana

Pengeluaran pembiayaan daerah

untuk penambahan

bergulir kepada Masyarakat melalui Lembaga keuangan
non bank (BUKP) sebesar Rp5.000.000.000,00. Berikut
anggaran dan realisasi pengeluaran pembaiyaan tahun
2023:

Tabel 1.29. Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun
Anggaran 2023 (Unaudited)

Tahun 2023
Uraian L Kurang/Lebih
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) %

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN

Penyertaan Modal Daerah 300.000.000 300.000.000 - 100,00
.000,00 .000,00

Pemberian Pinjaman Daerah 5.000.000 5.000.000 - 100,00
.000,00 .000,00
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Tahun 2023
Uraian K Lebih
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) A:,;Z:i{ne(zlp)
Jumlah Pengeluaran 305.000.000 305.000.000 - 100,00
Pembiayaan .000,00 .000,00
Sumber: BPKA DIY, 2024

%
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BAB I

Kebijakan Umum
Pengelolaan Keuangan
Dalam Perubahan APBD

A. PERUBAHAN TERHADAP KEGIATAN

Perencanaan pembangunan Tahun 2023 telah disusun pada Tahun Anggaran
2022 melalui Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan telah menjadi pedoman di dalam menyusun
dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 yang
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022. Akan tetapi seiring
dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2023, Pemda
DIY memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023. Hal
tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan
bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan

adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program
dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
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Tahun

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2023, meliputi:

Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2023 sampai dengan
triwulan kedua Tahun 2023 dari masing-masing kegiatan;

Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada
APBD Tahun 2023 terhadap kemampuan fiskal daerah;

Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus
dicapai;

Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan
keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;

Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang
menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang

berkembang.

Perubahan terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada
Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dilakukan

pada beberapa hal, sebagai berikut:

1.

o v~ w

Penyesuaian belanja pada program, kegiatan, sub kegiatan yang bersumber
dari DAK sebagai tindak lanjut peraturan dari Pusat

Penyesuaian terhadap pergeseran baik antar obyek belanja, rincian objek
sampai dengan sub rincian objek;

Penyesuaian terhadap Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai;

Penambahan anggaran terhadap kegiatan yang bersifat wajib mengikat;
Efisiensi dan rasionalisasi;

Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, sub kegiatan yang
bersumber dari Dana Keistimewaan DIY sebagai tindak lanjut atas Berita
Acara Penilaian Perubahan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023
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PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan pengelolaan Pendapatan Daerah yang harus dilakukan secara
optimal dan akuntabel sesuai Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu modal
dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah adalah
dengan peningkatan pendapatan daerah. Profil kemampuan keuangan
Pemerintah Daerah akan tercermin dari PAD yang diperoleh, semakin besar
persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah maka tingkat

ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil.

Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Daerah
terdiri atas PAD, dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
Penerimaan Pemerintah Daerah tersebut merupakan sumber pendapatan
yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Untuk

meningkatkan pendapatan daerah diperlukan upaya-upaya inovasi

Terkait Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah, profil pendapatan daerah di

DIY meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup empat komponen, yaitu
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

b. Pendapatan Transfer yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu
transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Transfer
Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah,

dan dana keistimewaan;

Gubernur DIY
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c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat,
dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Upaya yang ditempuh dalam merealisasikan target penerimaan PAD adalah

sebagai berikut:

a. Melakukan penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi
penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur
pelayanan;

b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Rl dan
Kementerian Keuangan Rl pada tataran kebijakan, dengan Kepolisian
Daerah DIY dan kabupaten/kota di DIY termasuk dengan daerah
perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan PAD;

c. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pajak daerah dengan cara
meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak,
meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan
Wajib Pajak dan Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak
daerah;

d. Melakukan koordinasi dengan OPD yang memiliki pendapatan dalam
rangka pengembangan sinergitas pelaksanaan tugas pemungutan PAD;

e. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pemungut dengan
melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas pajak dan
retribusi daerah;

f.  Menerapkan sistem informasi berbasis teknologi  dalam
penatausahaan pendapatan daerah diantaranya melalui;

1) Pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan
retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;

2) Memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan
daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi info pkb diy
serta melalui pesan Whatsapp, melakukan optimalisasi
pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital
termasuk melalui e-ticketing di Museum Sonobudoyo dan

pembayaran pajak melalui e-commerce.
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Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada
masyarakat dalam membayar pajak melalui drive thru, Gerai Samsat,
Bus Samsat Keliling serta penyederhanaan sistem dan prosedur
pembayaran pajak daerah;

Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pemberian reward kepada
Kalurahan yang taat pajak;

Penyebarluasan informasi pendapatan daerah melalui berbagai
media,baik media sosial, media cetak, dan media elektronik;
Melaksanakan optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset
serta meningkatkan fasilitas serta sarana terkait pendapatan secara
bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran demi peningkatan PAD;
Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui berbagai
upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana,
prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta
mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan
kinerja BUMD; serta

Optimalisasi Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) melalui pengelolaan
BUKP yang lebih baik.

Pengelolaan pendapatan transfer perlu dilaksanakan dengan cermat karena

sumber pendapatan ini berasal dari pemerintah pusat dengan kebijakan

yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perpanjangan
tangan pemerintah pusat terkait dengan penyaluran pendapatan
transfer ke daerah.

Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap
penyaluran dan pengelolaan pendapatan transfer.

Pelaporan dengan data yang valid serta tepat waktu untuk kebutuhan
penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana
Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana

Keistimewaan;
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d. Mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai APBN melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK) sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan

dilaksanakan secara tepat waktu.

Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan daerah terdiri dari kelompok pendapatan asli daerah,
pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Target
pendapatan Pemda DIY pada APBD DIY tahun anggaran 2023 ditetapkan
Rp5.855.271.928.290,00 yang kemudian terealisasi
Rp5.840.561.001.091,65 (capaian 99,75%). Atas hal tersebut menunjukkan

bahwa realisasi pendapatan lebih kecil dari anggaran dengan selisih kurang

sebesar sebesar

sebesar Rp14.710.927.198,35. Berikut rincian anggaran dan realisasi

pendapatan daerah per jenis pendapatan tahun anggaran 2023:

Tabel 2.1.  Komposisi Pendapatan Pemda DIY Tahun 2023 (Unaudited)
Uraian Anggaran Realisasi Kurang/Lebih %
2023 2023 Anggaran (Rp)
PENDAPATAN DAERAH 5.855.271.928 5.840.561.001 (14.710.927 99,75
.290,00 .091,65 .198,35)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.368.708.585 2.368.679.166 (29.419 100,00
(PAD) .703,00 .252,65 .450,35)
Pajak Daerah 2.088.941.497 2.069.612.267 (19.329.230 99,07
.868,00 .000,57 .867,43)
Retribusi Daerah 33.564.359 33.213.267 (351.092 98,95
.756,00 .052,00 .704,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan 109.070.217 109.790.680 720.462 100,66
Daerah yang Dipisahkan .574,00 .460,56 .886,56
Lain-lain PAD yang Sah 137.132.510 156.062.951 18.930.441 113,80
.505,00 .739,52 .234,52
Jumlah Pendapatan Asli 2.368.708.585 2.368.679.166 (29.419 100,00
Daerah .703,00 .252,65 .450,35)
PENDAPATAN TRANSFER 3.478.957.842 3.463.926.176 (15.031.665 99,57
.587,00 .823,00 .764,00)
Pendapatan Transfer 3.478.121.936 3.463.090.270 (15.031.665 99,57
Pemerintah Pusat .167,00 .403,00 .764,00)
Pendapatan Transfer Antar 835.906 835.906 - 100,00
Daerah 420,00 .420,00
Total Pendapatan Transfer 3.478.957.842 3.463.926.176 (15.031.665 99,57
.587,00 .823,00 .764,00)
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. Anggaran Realisasi Kurang/Lebih
Uraian %
2023 2023 Anggaran (Rp)
LAIN-LAIN PENDAPATAN 7.605.500 7.955.658 350.158 104,60
DAERAH YANG SAH .000,00 .016,00 .016,00
Pendapatan Hibah 7.605.500 7.950.630 345.130 104,54
.000,00 .000,00 .000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai 5.028 5.028
dengan Ketentuan Peraturan .016,00 .016,00
Perundang-Undangan
Jumlah Lain-lain Pendapatan 7.605.500 7.955.658 350.158 104,60
Daerah yang Sah .000,00 .016,00 .016,00
JUMLAH PENDAPATAN 5.855.271.928 5.840.561.001 (14.710.927 99,75
.290,00 .091,65 .198,35)

Sumber: BPKA DIY, 2023

Berikut penjelasan atas anggaran dan realisasi masing-masing kelompok

pendapatan tahun anggaran 2023:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur
tingkat kemandirian daerah, kemampuan keuangan daerah dan
pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah
maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap
Pendapatan Transfer. Pendapatan daerah tahun 2023 didominasi dari
pendapatan asli daerah sebesar 40,56%, pendapatan transfer sebesar
59,31%, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,14%. Pada
tahun anggaran 2023 tingkat kemampuan daerah dalam membiayai
sendiri kegiatan pemerintah yang ditunjukan dalam rasio kemandirian
keuangan daerah menunjukan angka 68,38% sehingga pemerintah
daerah DIY dikategorikan dalam kemampuan keuangan sedang.

Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp2.368.708.585.703,00 dan realisasi sebesar Rp2.368.679.166.252,65
atau 100%, akan tetapi terdapat selisih kurang dari anggaran sebesar
Rp29.419.450,35. PAD Tahun 2023 masih didominasi penerimaan Pajak
Daerah (87,37%), Retribusi Daerah (1,40%), Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Sah (4,64%), dan Lain-Lain PAD yang sah (6,59%).

Gubernur DIY
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Anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah per jenis pendapatan
dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2023 (Unaudited)

. Anggaran Realisasi Kurang/Lebih
Uraian zggzs 2023 Anggafa/n Rp) 7

PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.368.708.585 2.368.679.166 (29.419 100,00

(PAD) .703,00 .252,65 .450,35)

Pajak Daerah 2.088.941.497 2.069.612.267 (19.329.230 99,07
.868,00 .000,57 .867,43)

Retribusi Daerah 33.564.359 33.213.267 (351.092 98,95
.756,00 .052,00 .704,00)

Hasil Pengelolaan Kekayaan ~ 109.070.217 109.790.680 720.462 100,66

Daerah yang Dipisahkan .574,00 .460,56 .886,56

Lain-lain PAD yang Sah 137.132.510 156.062.951 18.930.441 113,80
.505,00 .739,52 .234,52

Jumlah Pendapatan Asli 2.368.708.585 2.368.679.166 (29.419 100,00

Daerah .703,00 .252,65 .450,35)

Sumber: BPKA DIY, 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa target PAD tahun
anggaran 2023 telah tercapai sebesar 100%. Namun juga terdapat jenis
pendapatan yang tidak tercapai yaitu Pajak Daerah dengan realisasi
sebesar 99,07% dan Retribusi Daerah dengan realisasi sebesar 98,95%.
Hal ini dikarenakan khusus Pajak Rokok terdapat penurunan
penerimaan cukai hasil tembakau. Anggaran dan realisasi per jenis

pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pajak
daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Provinsi adalah Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP),
dan Pajak Rokok.
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Tabel 2.3.

No

Pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan
sebesar Rp2.088.941.497.868,00 dan realisasi  sebesar
Rp2.069.612.267,000,57 atau 99,07%, sehingga kurang dari
anggaran sebesar Rp19.329.230.867,43. Anggaran dan realisasi
pajak daerah menurut obyek pendapatan daerah dapat dilihat
dalam tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY Tahun 2023 (Unaudited)
Tahun 2023

Uraian Kurang/Lebih

Anggaran Realisasi Anggaran Rp) %

1 Pajak Daerah
a Pajak Kendaraan Bermotor 974.677.970 978.969.042 4.291.071 100,44

(PKB) .600,00 .100,00 .500,00

b Bea Balik Nama Kendaraan 439.737.136  440.843.761 1.106.625 100,25
Bermotor (BBNKB) .300,00 .300,00 .000,00

¢ Pajak Bahan Bakar Kendaraan  369.593.604 369.593.604 0,57 100,00

Bermotor (PBBKB) .698,00 .698,57

d Pajak Air Permukaan 521.327 612.386 91.059 117,47
.500,00 .532,00 .032,00

e Pajak rokok 304.411.458 279.593.472 (24.817.986 91,85
.770,00 .370,00 .400,00)

Jumlah 2.088.941.497 2.069.612.267 (19.329.230 99,07
.868,00 .000,57 .867,43)

Sumber: BPKA DIY, 2023

2)

Gubernur DIY

Terlihat dari uraian tabel di atas, bahwa Realisasi Pajak Daerah
yang belum sesuai target adalah dari Pajak Rokok dengan realisasi

sebesar 91,85% dari target yang telah ditetapkan

Retribusi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah, definisi retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan. Obyek Retribusi Daerah
yang dikelola oleh Pemda DIY terdiri dari Retribusi Jasa Umum,

Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi
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Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi
Pelayanan Persampahan/kebersihan, Retribusi Pengolahan limbah
cair, dan Retribusi Pelayanan Pendidikan. Retribusi Jasa Usaha
terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi
Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan
Tertentu meliputi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan

Pelayanan Angkutan Umum dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan
sebesar Rp33.564.359.756,00 dan realisasi sebesar
Rp33.213.267.052,00 atau 98,95% sehingga kurang dari anggaran
sebesar Rp351.092.704,00. Anggaran dan realisasi Retribusi
Daerah per rincian obyek pendapatan dapat dilihat dalam tabel

sebagai berikut:

No Uraian

Anggaran (Rp)

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun 2023 (Unaudited)

Tahun 2023
Kurang/Lebih

%
Anggaran (Rp) ’

Realisasi (Rp)

a Retribusi Jasa Umum 13.953.216 14.067.477 114.261 100,82
.083,00 .391,00 .308,00

a Retribusi Pelayanan 52.203 189.475 137.272 362,96
Kesehatan .000,00 .000,00 .000,00

b Retribusi Pelayanan 4.812.027 4.706.980 (105.046 97,82
Persampahan/Kebersihan .083,00 .391,00 .692,00)

¢ Retribusi Pengolahan 866.984 1.023.690 156.706 118,07
Limbah Cair .000,00 .000,00 .000,00

d Retribusi Pelayanan 8.222.002 8.147.332 (74.670 99,09
Pendidikan .000,00 .000,00 .000,00)

b Retribusi Jasa Usaha 19.588.703 19.123.024 (465.679 97,62
.673,00 .661,00 .012,00)

a Retribusi Pemakaian 7.805.645 9.683.316 1.877.670 124,06
Kekayaan Daerah .623,00 .086,00 463,00

b Retribusi Terminal 371.048 388.778 17.730 104,78
.000,00 .000,00 .000,00
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Tahun 2023
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) ::;ag:gﬁz:) %
¢ Retribusi Tempat Khusus 1.615.071 1.760.726 145.655 109,02
Parkir .000,00 .000,00 .000,00
d Retribusi Tempat 468.255 603.180 134.925 128,81
Penginapan/ .000,00 .000,00 .000,00
Pesanggrahan/Villa
e Retribusi Pelayanan 105.480 124.999 19.518 118,50
Kepelabuhanan .500,00 .000,00 .500,00
f Retribusi Tempat Rekreasi 2.180.469 3.422.890 1.242.421 156,98
dan Olahraga .000,00 .000,00 .000,00
g Retribusi Penjualan 7.042.734 3.139.135 (3.903.598 44,57
Produksi Usaha Daerah .550,00 .575,00 .975,00)
¢ Retribusi Perizinan 22.440 22.765 325 101,45
Tertentu .000,00 .000,00 .000,00
a Retribusi Izin Trayek untuk 19.740 22.440 2.700 113,68
Menyediakan Pelayanan .000,00 .000,00 .000,00
Angkutan Umum
b Retribusi Pemberian lzin 2.700 325 (2.375 12,04
Kegiatan Usaha .000,00 .000,00 .000,00)
Penangkapan lkan
Jumlah 33.564.359 33.213.267 (351.092 98,95
.756,00 .052,00 .704,00)

Sumber: BPKA DIY, 2023

Gubernur DIY

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah secara umum telah

melampaui target anggaran yang ditetapkan, namun terdapat

beberapa retribusi yang tidak mencapai target yaitu:

a)

Retribusi jasa umum berupa Retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan dari anggaran sebesar
Rp4.812.027.083,00 terealisasi sebesar Rp4.706.980.391,00
atau 97,82%. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan
penutupan TPA Piyungan dari bulan Juli sampai dengan bulan
Desember yang mengakibatkan realisasi tidak tercapai sesua
target yang ditentukan

| 2-11



2-12 |

3)

b)

c)

d)

Tahun

Retribusi jasa umum berupa Retribusi pelayanan Pendidikan
dari anggaran Rp8.222.002.000,00 realisasi
Rp8.147.332.000,00 atau 99,09%. Hal ini disebabkan karena
kegiatan pelatihan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan
Kerja banyak dilakukan secara daring, meskipun ada tarif
yang dikenakan namun pencatatan realisasinya bukan pada
retribusi daerah. Pada Badan Kepegawaian Daerah juga
terjadi beberapa uji kompetensi yang dibatalkan sehingga
penerimaanya tidak bisa maksimal

Retribusi jasa usaha berupa Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah dari anggaran Rp7.042.734.550,00 hanya
terealisasi Rp3.139.135.575,00 atau 44,57%. Hal ini
disebabkan karena rendahnya minat daya beli terhadap
minyak kayu putih, dan ada sejenis minyak kayu putih yang
harganya lebih murah di pasaran, yang menyebabkan volume
penjualan menurun.

Retribusi pemberian lIzin kegiatan usaha penangkapan ikan
dari anggaran Rp2.700.000,00 hanya terealisasi
Rp325.000,00 atau 12,04%.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal

daerah. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yaitu:

a)

b)

Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah
(dividen) atas penyertaan modal pada BUMN (PT. Asuransi
Bangun Askrida)

Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah
(dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga
keuangan) (BUKP dan PT. Bank BPD DIY)
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Tabel 2.5.

No

c) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah
(dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha)
(PT. AMI dan PT. Taru Martani)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2023
dianggarkan sebesar Rp109.070.217.574,00 dan direalisasikan
sebesar Rp109.790.680.460,56 atau 100,66%, sehingga realisasi
melebihi dari target anggaran sebesar Rp720.462.886,56.
Anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan per rincian obyek tahun 2023 adalah

sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan DIY Tahun 2023 (Unaudited)

Tahun 2023

Uraian Kurang/lebih

A Realisasi 9
nggaran ealisasi Anggaran (Rp) %

Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
a Bagian Laba yang Dibagikan 209.497 209.497 - 100,00
kepada Pemerintah Daerah .429,00 .429,00
(Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMN

- PT Asuransi Bangun Askrida 209.497 209.497 - 100,00
.429,00 .429,00
b Bagian Laba yang Dibagikan 102.473.198 103.220.503 747.304 100,73
kepada Pemerintah Daerah .838,00 521,56 .683,56

(Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMD
(Lembaga Keuangan)

- BUKP 3.250.000 3.997.304 747.304 122,99
.000,00 .683,56 .683,56
- PT Bank BPD DIY 99.223.198 99.223.198 - 100,00
.838,00 .838,00
¢ Bagian Laba yang Dibagikan 6.387.521 6.360.679 (26.841 99,58
kepada Pemerintah Daerah .307,00 .510,00 .797,00)

(Dividen) atas Penyertaan
Modal pada BUMD (Aneka

usaha)

- PT AMI

Gubernur DIY

751.612 724.770 (26.841 96,43
.284,00 494,00 .790,00)
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Tahun

Tahun 2023
No Uraian Anggaran Realisasi ::;Zan:ga/r:e(z; %
- PT Taru Martani 5.635.909 5.635.909 (7,00) 100,00
.023,00 .016,00
Jumlah 109.070.217 109.790.680 720.462 100,66
.574,00 .460,56 .886,56

Sumber: BPKA DIY, 2023

4)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan. Lain-lain PAD Yang Sah tahun anggaran 2023
dianggarkan sebesar Rp137.132.510.505,00 dan realisasi sebesar
Rp156.062.951.739,52 atau 113,80%, sehingga terdapat surplus
realisasi dari anggaran vyang telah ditetapkan sebesar
Rp18.930.441.234,52. Anggaran dan realisasi Lain-lain PAD Yang
Sah tahun 2023 per rincian obyek pendapatan dapat dilihat dalam
tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah DIY Tahun 2023

(Unaudited)
Tahun 2023
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) AK:;;ga/r:e(l;:) %
a Hasil Penjualan Peralatan 325.735 584.945 259.210 179,58
dan Mesin .000,00 .979,00 .979,00
b Hasil Penjualan Gedung dan 1.513.900 2.330.982 817.082 153,97
Bangunan .000,00 .569,00 .569,00
¢ Hasil Penjualan Aset Tetap 128.102 570.340 442.238 445,22
Lainnya .000,00 .000,00 .000,00
d Hasil Penjualan Aset Lainya 486.396 619.037 132.640 127,27
.969,00 .100,00 .131,00
e Hasil Sewa BMD 13.589.786 14.741.964 1.152.178 108,48
.400,00 .505,00 .105,00
f Hasil Kerjasama 2.027.307 2.785.097 757.790 137,38
Pemanfaatan BMD 441,00 .751,00 .310,00
g Jasa Giro pada Kas Daerah 8.000.000 5.388.709 (2.611.290 67,36
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Tahun 2023

No Uraian Kurang/lebih

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) %

.000,00 .174,00 .826,00)

h Jasa Giro pada Kas di 149.598 428.572 278.973 286,48
Bendahara .308,00 .186,00 .878,00

j Jasa Giro pada Rekening 100.223 100.265 41 100,04
Dana BOS .759,00 .506,77 747,77

j Pendapatan Bunga atas 13.385.458 18.904.579 5.519.120 141,23
Penempatan Uang .544,00 .186,00 .642,00
Pemerintah Daerah

k Tuntutan Ganti Kerugian - 8.000 8.000
Daerah terhadap Pegawai .000,00 .000,00
Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain

| Penerimaan Komisi, 135 609 474 451,79
Potongan, atau Bentuk Lain .000,00 917,00 917,00

m Pendapatan Denda atas 327.455 821.835 494.379 250,98
Keterlambatan Pelaksanaan .631,00 .137,00 .506,00
Pekerjaan

n Pendapatan Denda Pajak 50.000.000 53.372.068 3.372.068 106,74
Kendaraan Bermotor (PKB) .000,00 .600,00 .600,00

o Pendapatan Denda Bea 843.524 1.060.233 216.709 125,69
Balik Nama Kendaraan .350,00 .750,00 400,00
Bermotor (BBNKB)

p Pendapatan Denda 356 356 - 100,00
Retribusi Jasa Umum .848,00 .848,00

g Pendapatan Denda 38.470 42.859 4.388 111,41
Retribusi Jasa Usaha .930,00 .740,00 .810,00

r Hasil Eksekusi atas Jaminan 75.335 182.984 107.648 242,89
atas Pengadaan Barang/Jasa .570,00 .070,00 .500,00

s Pendapatan dari 1.863.128 3.781.347 1.918.219 202,96
Pengembalian Kelebihan .054,00 486,75 432,75
Pembayaran Gaji dan
Tunjangan

t Pendapatan dari 190.633 396.731 206.098 208,11
Pengembalian Kelebihan .051,00 .581,00 .530,00
Pembayaran Perjalanan
Dinas

u Pendapatan dari 6.680 34.292 27.611 513,32
Pengembalian Kelebihan .552,00 .352,00 .800,00
Pembayaran Belanja Jasa

v Pendapatan dari 51.963 61.684 9.721 118,71
Pengembalian Kelebihan .098,00 .648,00 .550,00
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No

Uraian

Pembayaran Belanja
Pemeliharaan

Pendapatan dari
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Belanja Modal
Gedung dan Bangunan-
Bangunan Gedung
Pendapatan BLUD

Pendapatan Berdasarkan
Putusan Pengadilan
(Inkracht)
Pendapatan Denda atas
Pelanggaran Peraturan
Daerah

Jumlah

Sumber: BPKA DIY, 2023

Tahun

Tahun 2023
Kurang/lebih

[+
Anggaran (Rp) %

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

= 9.971 9.971
.769,00 .769,00

43.973.198 49.376.262 5.403.064 112,29

.000,00 .884,00 .884,00
71.000 71.000
.000,00 .000,00
55.121 388.219 333.098 704,30
.000,00 .000,00 .000,00

137.132.510 156.062.951 18.930.441 113,80
.505,00 739,52 .234,52

b. Pendapatan Transfer

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan
transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri dari dana
perimbangan, dana insentif daerah, dan dana keistimewaan. Transfer
antar daerah terdiri dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah
daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pendapatan transfer tahun
anggaran 2023 sebesar Rp3.478.957.842.587,00 dan realisasi sebesar
Rp3.463.090.270.403,00 atau 99,57%, sehingga terdapat kekurangan
realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar
Rp15.031.665.764,00. Anggaran dan realisasi pendapatan transfer per
rincian obyek dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer DIY Tahun Anggaran
2023 (Unaudited)

Tahun 2023

No Uraian Kurang/lebih

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Anggaran (Rp) %

1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a Dana Bagi hasil 99.850.751 106.084.972 6.234.221 106,24
.272,00 .357,00 .085,00
b Dana Alokasi Umum 1.267.722.324 1.267.622.165 (100.158 99,99
(DAU) .000,00 .192,00 .808,00)
¢ Dana Alokasi Khusus 147.518.081 134.151.614 (13.366.466 90,94
Fisik (DAK Fisik) .000,00 .382,00 .618,00)
d Dana Alokasi Khusus 509.428.815 501.629.554 (7.799.261 98,47
Non Fisik (DAK Non .672,00 .248,00 .424,00)
Fisik)
e Dana Insentif Daerah 80.876.155 80.876.155 - 100,00
(DID) .000,00 .000,00
f Dana Keistimewaan 1.372.725.809 1.372.725.809 1,00 100,00
.223,00 .224,00
Jumlah 3.478.121.936 3.463.090.270 (15.031.665 99,57
.167,00 .403,00 .764,00)
2 Pendapatan Transfer Antar Daerah
a Bantuan Keuangan 835.906 835.906 - 100,00
.420,00 .420,00
Jumlah 835.906 835.906 - 100,00
.420,00 .420,00
Jumlah 3.478.957.842 3.463.926.176 (15.031.665 99,57
.587,00 .823,00 .764,00)

Sumber: BPKA DIY, 2023

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang
diterima oleh Pemda DIY terdiri dari: Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi
Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) fisik; Dana Alokasi
Khusus Non Fisik (DAK) Non Fisik; Dana Insentif Daerah (DID); dan
Dana Keistimewaan. Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp3.478.121.936.167,00
dengan realisasi Rp3.463.090.270.403,00 atau sebesar 99,57%
sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp15.031.665.764,00.

Gubernur DIY
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Tahun

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat DIY Tahun Anggaran 2023 per rincian obyek dapat dilihat

pada tabel di bawabh ini:

Tabel 2.8.  Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat DIY
Tahun 2023 (Unaudited)
Tahun 2023
No Uraian Anggaran L. Kurang/lebih
ﬁfp) Realisasi (Rp) Anggai{n(Rp) %
1 Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat
a Dana Bagi Hasil 99.850.751 106.084.972 6.234.221 106,24
.272,00 .357,00 .085,00
b Dana Alokasi Umum (DAU) 1.267.722.324 1.267.622.165 (100.158 99,99
.000,00 .192,00 .808,00)
¢ Dana Alokasi Khusus Fisik 147.518.081 134.151.614 (13.366.466 90,94
(DAK Fisik) .000,00 .382,00 .618,00)
d Dana Alokasi Khusus Non 509.428.815 501.629.554 (7.799.261 98,47
Fisik (DAK Non Fisik) .672,00 .248,00 .424,00)
e Dana Insentif Daerah (DID) 80.876.155 80.876.155 - 100,00
.000,00 .000,00
f Dana Keistimewaan 1.372.725.809 1.372.725.809 1,00 100,00
.223,00 .224,00
Jumlah 3.478.121.936 3.463.090.270 (15.031.665 99,57
.167,00 .403,00 .764,00)
3 Pendapatan Transfer Antar
Daerah
a Bantuan Keuangan 835.906 835.906 - 100,00
420,00 420,00
Jumlah 835.906 835.906 - 100,00
.420,00 .420,00

Jumlah

Sumber: BPKA DIY, 2024

3.478.957.842 3.463.926.176

.587,00

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

(15.031.665 99,57

.823,00 .764,00)

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil merupakan komponen

dari dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak

dan dana bagi hasil sumber daya alam. Alokasi Dana Bagi Hasil

(DBH)
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Tahun

Anggaran

2023 ditetapkan sebesar
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Tabel 2.9.

No

a DBH Pajak Bumi dan Bangunan

b DBH PPh Pasal 21

Uraian

Rp99.850.751.272,00 realisasi sebesar
Rp106.084.973.357,00 atau 106,24% sehingga lebih dari

anggaran sebesar Rp6.234.221.085,00. Rincian anggaran dan

dengan

realisasi Dana Bagi Hasil per sub rincian objek tahun anggaran
2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil tahun anggaran 2023
(Unaudited)

DBH PPh Pasal 25 dan Pasal
29/WPOPDN
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Mineral dan Batubara-Landrent
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber
Daya Alam (SDA) Mineral dan
Batubara-Royalty
DBH Sumber Daya Alam (SDA)
Kehutanan- Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH)

Jumlah

Tahun 2023
Anggaran Realisasi  Kurang/lebih o
(Rp) (Rp)  Anggaran(Rp)
755.195 951.147 195.952 125,95
.000,00 .789,00 .789,00
86.797.183 91.018.441 4.221.258 104,86
.000,00 .712,00 .712,00
7.763.727  8.977.648 1.213.921 115,64
.000,00 .728,00 .728,00
4.450.067 5.044.330 594.263 113,35
.272,00 .272,00 .000,00
2.555 4.848 2.293 189,76
.000,00 .340,00 .340,00
2.240 2.240
.356,00 .356,00
82.024 86.315 4.291 105,23
.000,00 .160,00 .160,00
99.850.751 106.084.972 6.234.221 106,24
.272,00 .357,00 .085,00

Sumber: BPKA DIY, 2024

Gubernur DIY

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan Dana Perimbangan terbesar pada Pemda DIY
berasal dari DAU. DAU adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN vyang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Alokasi DAU tahun anggaran 2023 ditetapkan

sebesar Rpl.267.722.324.000,00 dengan realisasi sebesar
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c

Tahun

Rp1.267.622.165.192,00 atau 99,99% sehingga kurang dari
anggaran sebesar Rp100.158.808,00. Dana Alokasi Umum
(DAU) dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES)
Nomor 130 Tahun 2022 (lampiran V) tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023. Dana alokasi umum dirinci menjadi DAU yang tidak
ditentukan penggunaanya dan DAU vyang ditentukan
penggunaannya. DAU vyang ditentukan penggunaannya
digunakan untuk penggajian formasi PPPK dan bidang
pekerjaan umum. Rincian alokasi DAU tahun 2023
diklasifikasikan dalam 3 bagian yaitu: DAU vyang tidak
penggunaannya sebesar Rp1.206.102.520.000,00; DAU yang
ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK
sebesar Rp45.114.804.000,00, dan DAU vyang ditentukan
penggunaanya untuk bidang pekerjaan umum sebesar
Rp16.505.000.000,00.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan
kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas
DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Alokasi DAK fisik Tahun Anggaran
2023 ditetapkan sebesar Rp147.518.081.000,00
direalisasikan sebesar Rp134.151.614.328,00 atau 90,94%
sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp13.366.466.618,00.
Sedangkan realisasi DAK Non Fisik dianggarkan sebesar
RpRp509.428.815.672,00 direalisasikan sebesar
Rp501.629.554.248,00 atau 98,47% sehingga kurang dari
anggaran sebesar Rp7.799.261.424,00. Berikut informasi
anggaran dan realisasi DAK Fisik per sub rincian objek tahun

anggaran 2023:
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Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik DIY Tahun

2023 (Unaudited)

Tahun 2023
No Uraian Anggaran Realisasi ~ Kurang/lebih
(Rp) (Rp)  Anggaran (Rp)
1 Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

a DAK Fisik-Bidang Pendidikan- 13.906.148 11.710.453 (2.195.694 84,21
Reguler-SMA .000,00 .398,00 .602,00)

b DAK Fisik-Bidang Pendidikan- 6.074.321 5.234.118 (840.202 86,17
Reguler-SLB .000,00 .503,00 .497,00)

¢ DAK Fisik-Bidang Pendidikan- 60.609.135 55.685.192 (4.923.942 91,88
Penugasan-SMK .000,00 .641,00 .359,00)

d DAK Fisik-Bidang Pertanian- 20.048.877 17.328.640 (2.720.236 86,43
Penugasan- .000,00 .312,00 .688,00)
Pembangunan/Renovasi Sarana
dan Prasarana Fisik Dasar
Pembangunan Pertanian

e DAK Fisik-Bidang Kelautan dan 2.397.336  1.964.094 (433.241 81,93
Perikanan-Penugasan .000,00 .150,00 .850,00)

f DAK Fisik-Bidang Jalan- 35.657.263 35.547.565 (109.697 99,69
Penugasan-Jalan .000,00 .584,00 .416,00)

g DAK Fisik-Bidang Irigasi- 8.825.001 6.681.549 (2.143.451 75,71
Penugasan .000,00 .794,00 .206,00)

Jumlah 147.518.081 134.151.614 (13.366.466 90,94

.000,00 .382,00 .618,00)

Sumber: BPKA DIY, 2024

Gubernur DIY

Penyaluran DAK Fisik didasarkan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 198/ PMK.07/2021 dan telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. DAK Fisik
disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan nilai

kontrak kegiatan.

Anggaran dan realisasi DAK Non Fisik per sub rincian objek
pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
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Tahun

Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik DIY
tahun anggaran 2023 (Unaudited)

No Uraian

Tahun 2023

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1 Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)

a DAK Non Fisik-BOS
Reguler

b DAK Non Fisik-BOS
Kinerja

¢ DAK Non Fisik-TPG PNSD

d DAK Non Fisik-Tamsil
Guru PNSD

e DAK Non Fisik-BOP
Museum dan Taman
Budaya-Museum

f DAK Non Fisik-BOP
Museum dan Taman
Budaya-Taman Budaya

g DAK Non Fisik-BOKKB-

BOK

DAK Non Fisik-Dana

Pelayanan Fasilitasi

Penanaman Modal

j DAK Non Fisik-Dana
Pelayanan Perlindungan
Perempuan dan Anak

k DAK Non Fisik-PK2UMK

Jumlah

Sumber: BPKA DIY, 2024

255.681.011
.914,00
8.232.500
.000,00
232.085.151
.000,00
1.236.250
.000,00
2.000.000
.000,00

2.000.000
.000,00

3.136.694
.031,00
995.169
.000,00

597.171
.250,00

3.464.868
477,00
509.428.815
.672,00

254.105.494
.760,00
8.207.500
.000,00
225.936.904
.880,00
1.185.751
.850,00
2.000.000
.000,00

2.000.000
.000,00

3.136.694
.031,00
995.169
.000,00

597.171
.250,00

3.464.868
477,00
501.629.554
.248,00

Kurang/lebih
Anggaran (Rp)

(1.575.517
.154,00)
(25.000
.000,00)
(6.148.246
.120,00)
(50.498
.150,00)

(7.799.261
.424,00)

%

99,38

99,70

97,35

95,92

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

98,47

Realisasi DAK Non Fisik untuk Bantuan Operasional Sekolah,
TPG PNSD, dan Tamsil guru PNSD tahun anggaran 2023 tidak

tercapai dikarenakan realisasi Penyaluran dana transfer dari

pusat disesuaikan dengan data real yang dibuat oleh

kementerian pendidikan dan kebudayaan pada tahun

berkenaan.
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d) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah merupakan insentif fiskal bersumber
dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah atas
pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria
tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja
pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan
daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.
Alokasi DID Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar
Rp80.876.155.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp80.876.155.000,00 atau 100%. Berdasarkan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang
insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada
tahun anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 350 tahun 2023 tentang rincian alokasi insentif fiskal
kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan
Masyarakat pada tahun anggaran 2023 menurut
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemda DIY menerima tambahan
alokasi insentif fiskal sebesar Rp12.147.741.000,00 untuk
penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan

peningkatan investasi.

Dana Keistimewaan (DAIS)

Dana Keistimewaan (DAIS) adalah dana yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan
untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan
bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Alokasi
Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar
Rp1.372.725.809.223,00 dengan realisasi sebesar
Rp1.372.725.809.223,00 atau 100%.

| 2-23



2-24 |

Uraian Kurang/Lebih

Tahun

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang diterima oleh Pemerintah
Daerah berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah
Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah
Kabupaten/Kota ini merupakan sharing pembiayaan atas instalasi
pengelolaan air limbah terpusat dimana pendapatan yang kita
peroleh diperuntukan sepenuhnya untuk pengelolaan instalasi air
limbah terpusat pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah
Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul sesuai dengan Perjanjian
Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,
Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman,
dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 119/6646/2020 dan
Nomor 12/PK/Bt/2020 dan Nomor 30/PK.KDH/a/2020 dan Nomor
14.PERJ.YK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem
Terpusat. Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan sesuai berita
acara kontribusi (Sharing) biaya pengelolaan air limbah (IPAL)
terpusat tahun anggaran 2023. Target Pendapatan Transfer Antar
Daerah  Tahun  Anggaran 2023  ditetapkan  sebesar
Rp835.906.420,00 dengan realisasi sebesar Rp835.906.420,00

atau sebesar 100%.

Tabel 2.12. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun

2023 (Unaudited)
Tahun 2023

Anggaran (Rp)  Realisasi (Rp) %

Anggaran (Rp)

Pendapatan Transfer Antar Daerah

a Pemerintah Kota 611.831 611.831 - 100,00
Yogyakarta .860,00 .860,00

b Pemerintah 100.151 100.151 - 100,00
Kabupaten Bantul .140,00 .140,00

¢ Pemerintah 123.923 123.923 - 100,00
Kabupaten Sleman .420,00 420,00

Jumlah 835.906 835.906 - 300,00
.420,00 .420,00

Sumber: BPKA DIY, 2024
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3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan

Hibah; dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan. Target Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar
Rp7.605.500.000,00 dengan realisasi Rp7.955.658.016,00 atau
104,54% sehingga melebihi anggaran sebesar Rp350.158.016,00.

Anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah

menurut rincian obyek pendapatan dapat dilihat dalam tabel

sebagai berikut:

Uraian

1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah dari
Badan/Lembaga/
Organisasi Dalam
Negeri/Luar Negeri
Pendapatan Hibah dari
Badan/Lembaga/ Organisasi
Dalam Negeri
Lain-lain Pendapatan
Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-
Undangan
Pendapatan atas
Pengembalian Hibah
Jumlah

Sumber: BPKA DIY, 2024

Tahun 2023

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

7.605.500
.000,00
7.605.500
.000,00

7.605.500
.000,00

7.605.500
.000,00

7.950.630
.000,00
7.950.630
.000,00

7.950.630
.000,00

5.028
.016,00

5.028
.016,00
7.955.658
.016,00

Kurang/Lebih
Anggaran (Rp)
345.130
.000,00
345.130
.000,00

345.130
.000,00

5.028
.016,00

5.028
.016,00
350.158
.016,00

Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah DIY
tahun anggaran 2023 (Unaudited)

%

104,54

104,54

104,54

104,60

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2023 dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Gubernur DIY
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Tahun

a) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari
pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan
badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak
mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang
tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan
tidak  mempunyai  konsekuensi  pengeluaran  atau
pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi

serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja
(Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di
kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan
jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing

Provinsi.

Pendapatan hibah tahun anggaran 2023 terdiri Pendapatan
hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi dalam negeri
dianggarkan sebesar Rp7.605.500.000,00, realisasi sebesar
Rp7.950.630.000,00 atau 104,54%. Pendapatan hibah dari
Badan/Lembaga/Organisasi dalam negeri tahun anggaran
2023 terdiri dari Dealer Otomotif dianggarkan sebesar
Rp3.584.000.000,00, realisasi sebesar Rp3.929.130.000,00
atau 109,63%, Main Dealer dianggarkan sebesar
Rp25.500.000,00, realisasi sebesar Rp25.500.000,00 atau
100%, dan Jasa raharja  dianggarkan  sebesar
Rp3.996.000.000,00 realisasi sebesar 100%.
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3.

b) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan berupa Pendapatan atas Pengembalian
Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp5.028.016,00.
Pendapatan sebesar Rp5.028.016,00 berasal dari setoran oleh
Yayasan kesejahteraan pekerja dan pegawai Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang semula Bernama Yayasan
Dana Jaminan hari tua bagi pegawai Pemda DIY sebesar
Rp629.000,00 dan Pengembalian hibah barang tahun
sebelumnya dari DPU-ESDM akibat temuan pemeriksaan
sebesar Rp4.399.016,00.

Permasalahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Pendapatan

Permasalahan

Pengelolaan Pendapatan Daerah selama tahun 2023 berjalan dengan
baik, hanya ada sedikit permasalahan dan dapat ditindaklanjuti dengan
solusi penyelesaian. Permasalahan tersebut ada pada sisi
penatausahaan hingga pelaksanaannya. Adapun permasalahannya,

antara lain:

1) Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk
penatausahaan pendapatan baru dapat dilaksanakan secara
penuh pada empat bulan terakhir di tahun anggaran 2023;

2) Kenaikan harga kendaraan bermotor baru, khususnya roda empat
yang melebihi daya beli masyarakat, mengakibatkan masyarakat
lebih memilih kendaraan bermotor roda dua dibandingkan roda
empat, sehingga berpengaruh pada penerimaan bea balik nama
kendaraan;

3) Kurangnya publikasi atas jasa layanan pemda yang berpotensi

untuk meningkatkan retribusi daerah;

Gubernur DIY
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Tahun

4) Penerapan penerimaan secara non tunai yang masih kurang dari

sektor retribusi daerah.
b. Solusi

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, secara bertahap telah

dilakukan upaya penyelesaiannya antara lain:

1) Mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Rl
terkait aplikasi SIPD modul penatausahaan;

2) Menyelenggarakan kerjasama dengan dealer otomotif roda empat
dalam kegiatan Pemda DIY, kerjasama tersebut berbentuk
pameran otomotif roda empat;

3) Meningkatkan publikasi atas layanan pendapatan daerah yang
diberikan termasuk mengoptimalkan publikasi melalui media
sosial;

4) Melakukan optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi melalui

kanal-kanal pembayaran digital.

C. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, di antaranya dalam
penggunaan DAU dan DBH diarahkan untuk penggajian formasi PPPK,
bidang pekerjaan umum serta meningkatkan kuantitas dan kualitas
pelayanan publik, penggunaan DID diarahkan untuk percepatan pemulihan
ekonomi, penggunaan DAK sesuai petunjuk teknis masing-masing
kementerian/lembaga teknis, penggunaan DBH-CHT diprioritaskan pada
bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional
terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan, dan
pemulihan perekonomian di daerah, serta memenuhi kebutuhan belanja
wajib dan mengikat. Penyesuaian dilakukan melalui perubahan alokasi dan

penggunaan belanja.
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Beberapa penyesuaian alokasi dan penggunaan belanja yang dilakukan

Pemerintah Daerah DIY, yaitu:

a. Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, sub kegiatan

yang bersumber dari DAK sebagai tindak lanjut peraturan dari Pusat,

yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas
Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 3/P/2023 tentang Satuan Biaya,
Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana
Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler
Tahun Anggaran 2023;

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia Nomor PR.01.01/1/10217/2022 tentang Pemetaan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023; dan

Berita Acara Pembahasan Pemetaan DAK Non Fisik Jenis
Kesehatan Tahun 2022 tanggal 15 November Tahun 2021.

b. Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, sub kegiatan

yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY sebagai tindak lanjut atas

Berita Acara Penilaian Perubahan Program dan Kegiatan Dana

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 pada

Urusan/Kewenangan Kelembagaan, Urusan/Kewenangan Kebudayaan,

Urusan/Kewenangan Pertanahan, dan Urusan/Kewenangan Tata

Gubernur DIY

| 2-29



2-30 |

Tahun

Ruang dalam rangka optimalisasi anggaran Dana Keistimewaan Tahun
Anggaran 2023.

c.  Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan pegawai dengan realisasi gaji
Bulan Juli Tahun 2023.

d. Adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar
kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.

e. Belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota disesuaikan dengan
target penerimaan pajak daerah dan memperhitungkan kelebihan
penerimaan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2022.

f.  Adanya penyesuaian penggunaan SiLPA yang bersumber dari dana
transfer yang ditentukan penggunaannya dan penyesuaian dari SiLPA
BLUD.

Belanja daerah dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp6.016.543.491.245,00 dengan realisasi sebesar Rp5.708.080.855.892,41
atau terealisasi sebesar 94,87%. Berikut resume alokasi dan realisasi belanja

tersebut:

a. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.721.718.798.489,00 dengan
realisasi sebesar Rp3.506.378.070.981,20 atau terealisasi sebesar
94,21%.

b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp787.127.650.315,00 dengan
realisasi sebesar Rp745.400.266.545,00 atau terealisasi sebesar
94,70%.

c. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp21.998.129.613,00
dengan realisasi sebesar Rp198.487.268,00 atau terealisasi sebesar
0,90%.

d. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp1.485.698.912.828,00 dengan
realisasi sebesar Rp1.456.104.030.698,21 atau terealisasi sebesar
98,01%.

e. Belanja Dana Keistimewaan dianggarkan sebesar
Rp1.420.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp1.396.163.539.431,75 atau terealisasi sebesar 98,32%.
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Target dan Realisasi Belanja

Belanja  daerah  tahun anggaran 2023  ditetapkan  sebesar
Rp6.016.543.491.245,00, realisasi sebesar Rp5.708.080.855.492,41 atau
94,87%, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp308.462.635.752,29.
Belanja daerah digunakan dalam membiayai program dan kegiatan yang
telah ditetapkan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang
terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran
pembangunan serta dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan
urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
Belanja tahun 2023 dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
sebagai Pengguna Anggaran, dengan rincian anggaran dan belanja sebagai
berikut:

Tabel 2.14. Anggaran dan Realisasi Belanja menurut OPD DIY tahun anggaran

No

2023 (Unaudited)

Tahun 2023
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) ::;:Ea/;e(zr) %
Dinas Pendidikan, 1.618.640.835 1.556.296.936 (62.343.898 96,15
Pemuda dan Olahraga .262,00 .999,00 .263,00)
Dinas Kesehatan 382.087.549 283.756.976 (98.330.572 74,26
.154,00 .586,20 .567,80)
Dinas Pekerjaan Umum, 552.139.114 521.428.778 (30.710.335 94,44
Perumahan dan Energi .376,00 .825,00 .551,00)
Sumber Daya Mineral
Dinas Pertanahan dan 24.749.219 23.701.129 (1.048.089 95,77
Tata Ruang .000,00 .040,00 .960,00)
Satuan Polisi Pamong 44.177.765 43.874.506 (303.259 99,31
Praja .600,00 .599,00 .001,00)
Badan Penanggulangan 22.331.969 21.490.296 (841.672 96,23
Bencana Daerah .211,00 .699,00 .512,00)
Dinas Sosial 91.580.305 89.318.655 (2.261.650 97,53
.849,00 .612,00 .237,00)
Dinas Pemberdayaan 20.283.633 19.477.288 (806.344 96,02
Perempuan, .181,00 .532,00 .649,00)
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Uraian

Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk
Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan
Informatika

Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Dinas Kebudayaan

Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah

Dinas Kelautan dan
Perikanan

Dinas Pariwisata

Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Badan Kepegawaian
Daerah

Badan Pendidikan dan
Pelatihan

Badan Penghubung
Daerah

Anggaran (Rp)

89.899.924
.667,00
118.586.846
.271,00
43.079.079
.458,00
168.607.173
.789,00
12.518.141
.956,00

370.452.288
.591,00
39.375.136
447,00
74.814.982
.188,00
38.577.323
413,00
118.413.740
.928,00
52.246.564
.760,00
56.797.521
.047,00
149.502.683
.026,00
132.046.355
.298,00
22.672.969
.651,00
1.617.715.591
.343,00
35.638.176
.047,00
24.677.311
.001,00
12.150.946
.068,00

Tahun 2023

Realisasi (Rp)

85.118.963
.301,00
107.835.917
492,00
42.807.973
.487,00
166.366.593
.255,00
12.257.864
.336,00

364.023.853
491,00
38.355.923
.895,00
72.266.903
.160,00
37.927.927
.780,00
113.882.734
.619,00
50.939.273
.835,00
56.001.416
.368,00
144.225.423
.238,00
123.407.532
422,00
21.575.052
.621,00
1.564.688.622
422,21
32.696.842
.952,00
21.730.619
.263,00
11.926.143
.895,00

Kurang/Lebih
Anggaran (Rp)

(4.780.961
.366,00)
(10.750.928
.779,00)
(271.105
.971,00)
(2.240.580
.534,00)
(260.277
.620,00)

(6.428.435
.100,00)
(1.019.212
.552,00)
(2.548.079
.028,00)
(649.395
.633,00)
(4.531.006
.309,00)
(1.307.290
.925,00)
(796.104
.679,00)
(5.277.259
.788,00)
(8.638.822
.876,00)
(1.097.917
.030,00)
(53.026.968
.920,79)
(2.941.333
.095,00)
(2.946.691
.738,00)
(224.802
.173,00)

Tahun

%

94,68

90,93

99,37

98,67

97,92

98,26

97,41

96,59

98,32

96,17

97,50

98,60

96,47

93,46

95,16

96,72

91,75

88,06

98,15
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Tahun 2023

No Uraian Kurang/Lebih

[+)
Anggaran (Rp) %

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

28 Inspektorat 25.097.426 24.117.893 (979.533 96,10
.893,00 .470,00 .423,00)

29 Badan Kesatuan Bangsa 30.555.721 29.791.832 (763.888 97,50
dan Politik .047,00 .848,00 .199,00)

30 Paniradya Kaistimewan 27.127.195 26.790.978 (336.217 98,76
.723,00 .450,00 .273,00)

Jumlah 6.016.543.491 5.708.080.855 (308.462.635 94,87
.245,00 492,41 .752,59)

Sumber: BPKA DIY, 2024

Belanja tahun anggaran 2023 dapat dirinci sesuai dengan kelompok belanja

sebagai berikut:

Tabel 2.15. Realisasi Belanja DIY Tahun 2023 (Unaudited)

Tahun 2023

No Uraian Kurang/Lebih

0,
Anggaran (Rp) %

Rencana (Rp) Realisasi (Rp)

1 Belanja Operasi 3.721.718.798 3.506.378.070  (215.340.727 94,21
489,00 .981,20 .507,80)

2 Belanja Modal 787.127.650 745.400.266 (41.727.383 94,70
.315,00 .545,00 .770,00)

3 Belanja Tidak Terduga 21.998.129 198.487 (21.799.642 0,90
.613,00 .268,00 .345,00)

4 Belanja Transfer 1.485.698.912 1.456.104.030 (29.594.882 98,01
.828,00 .698,21 .129,79)

Jumlah 6.016.543.491 5.708.080.855 (308.462.635 94,87
.245,00 492,41 .752,59)

Sumber: BPKA DIY, 2024

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan

sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja: (1) Belanja Pegawai; (2)

Belanja Barang Jasa; (3) Belanja Subsidi; (4) Belanja Hibah; (5) Belanja

Bantuan Sosial. Belanja Operasi tahun anggaran 2023 dianggarkan

sebesar

Rp3.721.718.798.489,00

realisasi

sebesar

Rp3.506.378.070.981,20 atau 94,21%. Sehingga kurang dari anggaran

Gubernur DIY
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Tahun

sebesar Rp215.340.727.507,80. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi

sesuai dengan jenis belanja tahun anggaran 2023 adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.16. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi DIY Tahun Anggaran 2023

No

(Unaudited)
. Tahun 2023
Uraian .. . .
Rencana Realisasi Selisih (Rp) %
Belanja Pegawai 1.632.174.635 1.572.346.950 59.827.685 96,33
.343,00 .277,00 .066,00
Belanja Barang dan Jasa 1.370.269.758 1.246.181.407  124.088.351 90,94
.830,00 .244,20 .585,80
Belanja subsidi 85.553.295 75.470.221 10.083.073 88,21
477,00 .902,00 .575,00
Belanja Hibah 604.259.784  584.093.037 20.166.747 96,66
.839,00 .626,00 .213,00
Belanja Bantuan Sosial 29.461.324 28.286.453 1.174.870 96,01
.000,00 .932,00 .068,00
Jumlah 3.721.718.798 3.506.378.070 215.340.727 94,21
.489,00 .981,20 .507,80

Sumber: BPKA DIY, 2024

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk
gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan
kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota
DPRD, dan pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundangan. Belanja Pegawai juga menampung uang
representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD,
honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi
BLUD, dan

peraturan

daerah/Jasa layanan lainnya, belanja pegawai

honorarium yang ditetapkan sesuai dengan
perundangan. Belanja Pegawai tahun anggaran 2023 dianggarkan
Rp1.632.174.635.343,00,
Rp1.572.346.950.277,00 atau 96,33%. Sehingga kurang dari

anggaran sebesar Rp59.827.685.066,00. Berikut adalah anggaran

sebesar realisasi sebesar

dan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2023:
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Tabel 2.17. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai DIY Tahun 2023 (Unaudited)

No

10

11

12

13

14

15

16

17

Uraian

Belanja Gaji Pokok ASN

Belanja Tunjangan Keluarga
ASN

Belanja Tunjangan Jabatan
ASN

Belanja Tunjangan
Fungsional ASN

Belanja Tunjangan
Fungsional Umum ASN
Belanja Tunjangan Beras
ASN

Belanja Tunjangan
PPh/Tunjangan Khusus ASN
Belanja Pembulatan Gaji
ASN

Belanja luran Jaminan
Kesehatan ASN

Belanja luran Jaminan
Kecelakaan Kerja ASN
Belanja luran Jaminan
Kematian ASN

Tambahan Penghasilan
berdasarkan Beban Kerja
ASN

Tambahan Penghasilan
berdasarkan Kondisi Kerja
ASN

Tambahan Penghasilan
berdasarkan Kelangkaan
Profesi ASN

Tambahan Penghasilan
berdasarkan Prestasi Kerja
ASN

Belanja Insentif bagi ASN
atas Pemungutan Pajak
Daerah

Belanja bagi ASN atas
Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah

Gubernur DIY

Anggaran (Rp)

653.385.540
777,00
50.552.646
.568,00
10.068.151
.002,00
40.404.883
.066,00
8.264.265
.000,00
29.538.859
.041,00
1.852.076
.760,00
8.387
722,00
51.698.437
.887,00
1.348.391
.373,00
3.655.434
.198,00
183.300.332
.074,00

6.964.683
468,00

28.243
401,00

235.560.288
.488,00

53.535.901
.173,00

1.006.335
.448,00

Tahun 2023

Realisasi (Rp)
627.180.828
.764,00
46.996.336
.883,00
8.217.817
.000,00
34.366.314
.966,00
8.226.105
.000,00
27.151.214
.238,00
1.841.733
.844,00
7.164
.861,00
50.045.431
.303,00
1.275.716
.235,00
3.455.509
.143,00
181.610.009
.886,00

6.872.157
.200,00

28.240
.100,00

233.583.529
.160,00

53.520.261
.348,00

808.509
.541,00

Selisih (Rp)
26.204.712
.013,00
3.556.309
.685,00
1.850.334
.002,00
6.038.568
.100,00
38.160
.000,00
2.387.644
.803,00
10.342
.916,00
1.222
.861,00
1.653.006
.584,00
72.675
.138,00
199.925
.055,00
1.690.322
.188,00

92.526
.268,00

3
.301,00

1.976.759
.328,00

15.639
.825,00

197.825
.907,00

%
95,99

92,97

81,62

85,05

99,54

91,92

99,44

85,42

96,80

94,61

94,53

99,08

98,67

99,99

99,16

99,97

80,34
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No Uraian

18 Belanja Tunjangan Profesi
Guru (TPG) PNSD

19 Belanja Tambahan
Penghasilan (Tamsil) Guru
PNSD

20 Belanja Honorarium

21 Belanja Jasa Pengelolaan
BMD

22 Belanja Uang Representasi
DPRD

23 Belanja Tunjangan Keluarga
DPRD

24 Belanja Tunjangan Beras
DPRD

25 Belanja Uang Paket DPRD

26 Belanja Tunjangan Jabatan
DPRD

27 Belanja Tunjangan Alat
Kelengkapan DPRD

28 Belanja Tunjangan Alat
Kelengkapan Lainnya DPRD

29 Belanja Tunjangan
Komunikasi Intensif
Pimpinan dan Anggota
DPRD

30 Belanja Tunjangan Reses
DPRD

31 Belanja Pembebanan PPh
kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD

32 Belanja Tunjangan
Kesejahteraan Pimpinan
dan Anggota DPRD

33 Belanja Tunjangan
Transportasi DPRD

34 Belanja Uang Jasa
Pengabdian DPRD

35 Belanja Gaji Pokok
KDH/WKDH

2-36 |

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
232.085.151

.000,00
1.236.250
.000,00

2.972.710
.000,00
1.807.875
.000,00
1.735.500
.000,00
185.530
.750,00
148.053
.600,00
148.560
.000,00
2.516.475
.000,00
234.030
.000,00
71.688
.000,00
9.810.000
.000,00

2.460.000
.000,00
86.402
.700,00

13.794.780
.259,00

10.640.000
.000,00
36.600
.000,00
75.870
.000,00

Tahun

Tahun 2023
Selisih (Rp) %
220.432.261 11.652.889 94,98
.700,00 .300,00
958.262 277.987 77,51
.500,00 .500,00
2.837.525 135.185 95,45
.000,00 .000,00
1.791.945 15.930 99,12
.000,00 .000,00
1.728.750 6.750 99,61
.000,00 .000,00
153.480 32.050 82,72
.000,00 .750,00
120.651 27.401 81,49
.720,00 .880,00
148.110 450 99,70
.000,00 .000,00
2.506.687 9.787 99,61
.500,00 .500,00
231.650 2.379 98,98
.550,00 .450,00
38.526 33.161 53,74
.863,00 .137,00
9.780.000 30.000 99,69
.000,00 .000,00
2.430.000 30.000 98,78
.000,00 .000,00
79.115 7.286 91,57
.819,00 .881,00
13.745.876 48.903 99,65
.740,00 .519,00
10.605.000 35.000 99,67
.000,00 .000,00
36.600 - 100,00
.000,00
75.600 270 99,64
.000,00 .000,00
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. Tahun 2023
No Uraian o .
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) %
36 Belanja Tunjangan Keluarga 7.587 7.560 27 99,64
KDH/WKDH .000,00 .000,00 .000,00
37 Belanja Tunjangan Jabatan 136.080 136.080 - 100,00
KDH/WKDH .000,00 .000,00
38 Belanja Tunjangan Beras 4.055 4.055 - 100,00
KDH/WKDH .520,00 .520,00
39 Belanja Tunjangan 4,501 4.489 12 99,72
PPh/Tunjangan Khusus .541,00 .036,00 .505,00
KDH/WKDH
40 Belanja Pembulatan Gaji 1 1 - 100,00
KDH/WKDH .680,00 .680,00
41 Belanja luran Jaminan 7.516 7.516 - 100,00
Kesehatan bagi KDH/WKDH .800,00 .800,00
42 Belanja luran Jaminan 155 155 - 100,00
Kecelakaan Kerja .520,00 .520,00
KDH/WKDH
43 Belanja luran Jaminan 466 466 - 100,00
Kematian KDH/WKDH .560,00 .560,00
44 Belanja Dana Operasional 348.000 348.000 - 100,00
Pimpinan DPRD .000,00 .000,00
45 Belanja Dana Operasional 3.514.000 3.214.000 300.000 91,46
KDH/WKDH .000,00 .000,00 .000,00
46 Belanja Pegawai BLUD 16.933.936 15.737.702 1.196.234 92,94
.967,00 .297,00 .670,00
Jumlah 1.632.174.635 1.572.346.950 59.827.685 96,33
.343,00 .277,00 .066,00

Sumber: BPKA DIY, 2024

2) Belanja Barang dan Jasa

Gubernur DIY

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual
kepada masyarakat/pihak lain yang meliputi belanja barang
berupa barang pakai habis, dan barang tak habis pakai. Belanja
Jasa berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/
gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa
perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan
layanan, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi.
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Tahun

Belanja pemeliharaan berupa belanja Pemeliharaan digunakan
untuk menganggarkan belanja pemeliharaan tanah, belanja
pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung
dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi,
belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan
kendaraan bermotor. Belanja Perjalanan Dinas berupa perjalanan
dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri serta
belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Anggaran Belanja barang dan Jasa
tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.370.269.758.830,00 realisasi
sebesar Rp1.246.181.407.244,20 atau 90,94%. Sehingga kurang

dari anggaran sebesar Rp124.088.351.585,80.

Tabel 2.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa DIY Tahun 2023

No

10

11

(Unaudited)

Uraian

Anggaran (Rp)

Tahun 2023

Realisasi (Rp)

Selisih (Rp) %

Belanja Barang Pakai Habis 268.902.286  257.329.530 (11.572.755 95,70

.525,00 .883,00 .642,00)
Belanja Barang Tak Habis 30.990 28.761 (2.229 92,81
Pakai .200,00 .200,00 .000,00)
Belanja Jasa Kantor 486.211.283  465.721.276 (20.490.007 95,79

.814,00 .039,00 .775,00)
Belanja luran 84.976.093 48.064.553 (36.911.539 56,56
Jaminan/Asuransi 444,00 .869,00 .575,00)
Belanja Sewa Tanah 2.163.620 1.971.370 (192.249 91,11

.700,00 .897,00 .803,00)
Belanja Sewa Peralatan 30.542.088 28.216.151 (2.325.937 92,38
dan Mesin .700,00 .533,00 .167,00)
Belanja Sewa Gedung dan 22.123.250 20.209.619 (1.913.631 91,35
Bangunan .345,00 .223,00 .122,00)
Belanja Sewa Jalan, 242.000 241.525 (474 99,80
Jaringan dan Irigasi .000,00 .500,00 .500,00)
Belanja Sewa Aset Tetap 4.342.939 4.234.901 (108.038 97,51
Lainnya .700,00 .410,00 .290,00)
Belanja Jasa Konsultansi 15.996.761 15.415.012 (581.748.347,0 96,36
Konstruksi .192,00 .845,00 0)
Belanja Jasa Konsultansi 26.480.916 25.561.124 (919.791 96,53
Non Konstruksi .255,00 .621,00 .634,00)
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No

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Uraian
Anggaran (Rp)
Belanja Beasiswa 2.082.717
Pendidikan PNS .000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, 4.325.588
Sosialisasi, Bimbingan .000,00
Teknis serta Pendidikan
dan Pelatihan
Belanja Pemeliharaan 2.138.615
Tanah .515,00
Belanja Pemeliharaan 18.722.789
Peralatan dan Mesin .831,00
Belanja Pemeliharaan 33.988.211
Gedung dan Bangunan .049,00
Belanja Pemeliharaan 31.275.022
Jalan, Jaringan, dan Irigasi 436,00
Belanja Pemeliharaan Aset 1.077.135
Tetap Lainnya .000,00
Belanja Pemeliharaan Aset 80.000
Tidak Berwujud .000,00
Belanja Perjalanan Dinas 111.899.583
Dalam Negeri .054,00
Belanja Perjalanan Dinas 9.768.527
Luar Negeri .200,00
Belanja Uang yang 39.616.568
Diberikan kepada Pihak .700,00
Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa 112.227.337
BOS .033,00
Belanja Barang dan Jasa 61.055.433
BLUD .137,00
Jumlah 1.370.269.758
.830,00

Sumber: BPKA DIY, 2024

3) Belanja Subsidi

Tahun 2023
Realisasi (Rp)  Selisih (Rp) %
1.999.725 (82.991 96,02
.700,00 .300,00)
4.053.244. (272.343 93,70
525,00 .475,00)
1.938.671 (199.943 90,65
.823,00 .692,00)
18.104.515 (618.274 96,70
.481,00 .350,00)
33.136.794 (851.416 97,49
.688,00 .361,00)
30.939.068 (335.954 98,93
.436,00 .000,00)
1.064.668 (12.466 98,84
.783,00 .217,00)
39.998 (40.001 50,00
.850,00 .150,00)
101.230.963 (10.668.619 90,47
.249,00 .805,00)
7.422.418 (2.346.108 75,98
.784,00 .416,00)
38.950.945 (665.622
.900,00 .800,00)
111.698.238 (529.098 99,53
.045,00 .988,00)
28.608.324 (32.447.108 46,86
.960,20 .176,80)
1.246.181.407 (124.088.351 90,94
.244,20 .585,80)

Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp85.553.295.477,00 dan
realisasi sebesar Rp72.548.542.632,00 atau sebesar 92,48%.
Sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp10.083.073.575,00.

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi

agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN,

Gubernur DIY

| 2-39



2-40 |

4)

Tahun

BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat
terjangkau oleh masyarakat. BUMN, BUMD dan/atau badan usaha
milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau
jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan
pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan
pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service

obligation).

Belanja Subsidi pada Pemda DIY tahun 2023 diberikan kepada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAB) Tirtatama yang bertugas
dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih dan PT. Anindya
Mitra Internasional yang merupakan salah satu badan usaha milik
daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan
perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Dalam melaksanakan pemberian subsidi
pada PDAB Tirtatama mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor
22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Subsidi Pada Perusahaan Umum Daerah Air
Bersih Tirtatama dan dalam pengoperasian Sistem Angkutan
Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja PT. AMI diatur dalam Pergub
Nomor 127 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan

Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem Buy The Service.

Belanja Hibah

Belanja Hibah pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp604.259.784.839,00 dengan realisasi sebesar
Rp584.093.037.626,00 atau 96,66%, sehingga kurang dari
anggaran sebesar Rp20.166.747.213,00. Hibah dalam bentuk uang
dianggarkan sebesar Rp372.634.563.000,00 dan realisasinya
sebesar Rp368.129.437.925,00 atau 98,79%, sehingga kurang dari
anggaran sebesar Rp4.505.125.075,00. Hibah dalam bentuk
barang dianggarkan sebesar Rp231.625.221.839,00 dan
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realisasinya sebesar Rp215.963.599.701,00 atau 93,24%, sehingga
kurang dari anggaran sebesar Rp15.661.622.138,00.

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah
dalam bentuk uang barang, dan jasa sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Belanja hibah yang diberikan kepada Badan
dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Badan dan
Lembaga Nirlaba, sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat
Keterangan Terdaftar, Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela
Bersifat Sosial Kemasyarakatan, Hibah Dana BOS yang diterima
oleh Sat Dikmen dan Sat Diskus swasta, dan Hibah Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik. Belanja Hibah barang diberikan
kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan
Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan,
Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan Sosial yang telah
memiliki Surat Keterangan Terdaftar, dan kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
Pemberian hibah dilakukan secara selektif disesuaikan dengan
kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah agar tidak
mengganggu penyelenggaraan urusan wajib. Rincian anggaran dan

realisasi belanja hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19. Realisasi Belanja Hibah dalam Bentuk Uang Tahun Anggaran 2023

(Unaudited)
Tahun 2023
No Uraian Rencana Realisasi Kurang/Lebih %
(Rp) (Rp) Anggaran (Rp)
1 Belanja Hibah Uang 57.497.348 54.480.013 (3.017.334 94,75
kepada Badan dan .000,00 .215,00 .785,00)

Lembaga yang Bersifat
Nirlaba, Sukarela dan
Sosial yang Dibentuk

Gubernur DIY
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No Uraian

Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan

2 Belanja Hibah Uang
kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yang Telah
Memiliki Surat Keterangan
Terdaftar

3 Belanja Hibah Uang
kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba, Sukarela
Bersifat Sosial
Kemasyarakatan

4 Belanja Hibah Uang Dana
BOS yang Diterima oleh
Sat Dikmen Swasta

5 Belanja Hibah Uang Dana
BOS yang Diterima oleh
Satdiksus Swasta

6 Belanja Hibah berupa
Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik

Jumlah

Sumber: BPKA DIY, 2024

Rencana
(Rp)

Tahun

Tahun 2023

Realisasi
(Rp)

169.690.000 169.690.000

.000,00

28.816.500
.000,00

88.979.520
.000,00

17.315.620
.000,00

10.335.575
.000,00

.000,00

28.816.500
.000,00

87.537.709
.005,00

17.269.640
.705,00

10.335.575
.000,00

372.634.563 368.129.437

.000,00

.925,00

Kurang/Lebih

[+)
Anggaran (Rp) %

0,00 100,00

0,00 100,00

(1.441.810 98,38
.995,00)

(45.979 99,73
.295,00)

0,00 100,00

(4.505.125 98,79
.075,00)

Tabel 2.20. Realisasi Belanja Hibah dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran 2023

(Unaudited)
No Uraian

1 Belanja Hibah Barang kepada
Badan dan Lembaga yang
Bersifat Nirlaba, Sukarela dan
Sosial yang Dibentuk
Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan

2 Belanja Hibah Barang kepada
Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela dan Sosial yang Telah

Anggaran
(Rp)
43.739.329
.019,00

20.293.100
.200,00

Tahun 2023
Realisasi  Kurang/Lebih %
(Rp) Anggaran (Rp)
40.047.845 (3.691.483 91,56
.525,00 .494,00)
20.094.724 (198.375 99,02
.300,00 .900,00)
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Tahun 2023
No Uraian Anggaran Realisasi Kurang/Lebih %
(Rp) (Rp) Anggaran (Rp)
Memiliki Surat Keterangan
Terdaftar
3 Belanja Hibah Barang kepada 155.821.029 (11.771.762 92,98
Badan dan Lembaga Nirlaba, 167.592.792 .876,00 .744,00)
Sukarela Bersifat Sosial .620,00
Kemasyarakatan
215.963.599 (15.661.622 93,24
Jumlah 231.625.221 .701,00 .138,00)

.839,00

Sumber: BPKA DIY, 2024

5) Belanja Bantuan Sosial

Gubernur DIY

Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 ditetapkan
sebesar Rp29.461.324.000,00 realisasi sebesar
Rp28.286.453.932,00 atau 96,01%, sehingga kurang dari anggaran
sebesar Rp1.174.870.068,00.

Belanja bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak
secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja Bantuan
Sosial dalam bentuk uang tahun anggaran 2023 berupa Belanja
Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu dan
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga
Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang
Lainnya). Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang tahun
anggaran 2023 berupa Belanja Bantuan Sosial Barang yang
direncanakan kepada Individu dan belanja bantuan sosial barang
yang direncanakan kepada keluarga. Rincian anggaran dan realisasi

Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.21. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang
Tahun 2023 (Unaudited)

Tahun 2023
No Uraian Anggaran Realisasi Kurang/lebih %
(Rp) (Rp)  Anggaran (Rp)
1 Belanja Bantuan Sosial Uang yang  1.104.600 1.104.600 - 100,00
Direncanakan kepada Individu .000,00 .000,00
2 Belanja Bantuan Sosial Uangyang  1.136.000 1.136.000 - 100,00
Direncanakan kepada Lembaga .000,00 .000,00
Non Pemerintahan (Bidang
Pendidikan, Keagamaan dan
Bidang Lainnya)
2.240.600 2.240.600 - 100,00

Jumlah Bansos uang 000.00 000.00

Sumber: BPKA DIY, 2024

Tabel 2.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang
Tahun 2023 (Unaudited)

Tahun 2023
No Uraian Anggaran Realisasi Kurang/lebih %
(Rp) (Rp) Anggaran (Rp)

1 Belanja Bantuan Sosial 27.169.824  26.020.569 (1.149.254 95,77
Barang yang Direncanakan .000,00 .932,00 .068,00)
kepada Individu

2 Belanja Bantuan Sosial 50.900 25.284 (25.616 49,67
Barang yang Direncanakan .000,00 .000,00 .000,00)

kepada keluarga
27.220.724  26.045.853 (1.174.870 95,68

Jumlah Bansos Barang 000.00 932.00 068,00)

Sumber: BPKA DIY, 2024

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat
lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yaitu: belanja modal tanah,
belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan
Gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset

tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Nilai aset tetap berwujud
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yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja Modal Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp787.127.650.315,00
dengan realisasi Rp745.400.266.545,00 atau 94,70%, sehingga kurang
dari anggaran sebesar Rp41.727.383.770,00. Anggaran dan realisasi

belanja modal per rincian obyek dapat dilihat dalam tabel sebagai

berikut:

Tabel 2.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal DIY Tahun 2023 (Unaudited)

No

10

11

12

13

14

Tahun 2023
Uraian Anggaran Realisasi Kurang/lebih %

(Rp) (Rp) Anggaran(Rp)

Belanja Modal Tanah Persil 133.599.258 130.213.102 (3.386.156 97,47
.874,00 .270,00 .604,00)

Belanja Modal Lapangan 44.371.586 39.093.826 (5.277.760 88,11
.954,00 .922,00 .032,00)

Belanja Modal Alat Besar Darat 1.960.957 1.832.020 (128.937 93,42
.800,00 .650,00 .150,00)

Belanja Modal Alat Bantu 6.494.389 6.441.077 (53.311 99,18
.100,00 .660,00 .440,00)

Belanja Modal Alat Angkutan 7.670.115 7.052.149 (617.965 91,94
Darat Bermotor .700,00 .830,00 .870,00)

Belanja Modal Alat Angkutan 2.250.427  2.243.880 (6.546 99,71
Darat Tak Bermotor .300,00 .829,00 .471,00)

Belanja Modal Alat Angkutan 32.400 32.385 (14 99,96
Apung Bermotor .000,00 .787,00 .213,00)

Belanja Modal Alat Bengkel 189.704 175.189 (14.515 92,35
Bermesin .880,00 .062,00 .818,00)

Belanja Modal Alat Bengkel Tak 90.447 85.365 (5.081 94,38
Bermesin .200,00 .224,00 .976,00)

Belanja Modal Alat Ukur 71.023 67.498 (3.525 95,04
.600,00 .015,00 .585,00)

Belanja Modal Alat Pengolahan 7.832.242  6.972.339 (859.902 89,02
.600,00 .867,00 .733,00)

Belanja Modal Alat Kantor 7.681.827 7.118.760 (563.066 92,67
.810,00 .983,00 .827,00)

Belanja Modal Alat Rumah 28.391.821 27.714.617 (677.204 97,61
Tangga .764,00 .192,00 .572,00)

Belanja Modal Meja dan Kursi 333.944 283.309 (50.635 84,84
Kerja/Rapat Pejabat .600,00 .600,00 .000,00)

Gubernur DIY
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No

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Uraian
Belanja Modal Alat Studio
Belanja Modal Alat Komunikasi

Belanja Modal Peralatan
Pemancar

Belanja Modal Alat Kedokteran

Belanja Modal Alat Kesehatan
Umum

Belanja Modal Unit Alat
Laboratorium

Belanja Modal Unit Alat
Laboratorium Kimia Nuklir
Belanja Modal Alat Peraga
Praktek Sekolah

Belanja Modal Alat Laboratorium
Fisika Nuklir/Elektronika

Belanja Modal Radiation
Application and Non Destructive
Testing Laboratory Lainnya
Belanja Modal Alat Laboratorium
Lingkungan Hidup

Belanja Modal Peralatan
Laboratorium Hidrodinamika
Belanja Modal Alat Laboratorium
Standardisasi Kalibrasi dan
Instrumentasi

Belanja Modal Komputer Unit

Belanja Modal Peralatan
Komputer

Belanja Modal Alat Eksplorasi
Geofisika

Belanja Modal Sumur

Belanja Modal Alat Pelindung

Belanja Modal Alat SAR

Anggaran
(Rp)
4.800.619
.900,00
581.426
.500,00
883.279
.650,00
437.040
.600,00
97.557
.500,00
5.845.466
.700,00
13.179
.400,00
28.325.392
.198,00
134.209
.200,00
120.330
.000,00

14.810
.400,00
94.103
.800,00
1.349.762
.400,00

25.322.393
.625,00
13.578.662
.700,00
7.565
.000,00
60.670
.000,00
225.655
.800,00
200.451
.600,00

Tahun 2023
Realisasi  Kurang/lebih
(Rp) Anggaran(Rp)
4.603.076 (197.542
.911,00 .989,00)
536.865 (44.561
.213,00 .287,00)
775.741 (107.538
.159,00 .491,00)
419.238 (17.802
.333,00 .267,00)
91.429 (6.128
.000,00 .500,00)
5.656.912 (188.553
.732,00 .968,00)
13.179 (400,00)

.000,00

27.609.648 (715.743
.751,00 .447,00)
133.409 (799
.600,00 .600,00)
120.181 (149
.000,00 .000,00)
14.803 (6
.600,00 .800,00)
92.475 (1.628
.335,00 .465,00)
1.069.876 (279.886
.295,00 .105,00)
24.515.691 (806.702
.314,00 .311,00)
13.254.159 (324.503
.049,00 .651,00)
7.564 (1
.000,00 .000,00)
60.569 (200
.016,00 .984,00)
225.596 (59
.000,00 .800,00)
195.958 (4.493
.379,00 .221,00)

Tahun

%

95,89

92,34

87,83

95,93

93,72

96,77

100,00

97,47

99,40

99,88

99,95

98,27

79,26

96,81

97,61

99,99

99,83

99,97

97,76

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban



2023

No

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Uraian

Belanja Modal Rambu-Rambu
Lalu Lintas Darat

Belanja Modal Rambu-Rambu
Lalu Lintas Udara

Belanja Modal Peralatan
Olahraga

Belanja Modal Peralatan dan
Mesin BOS

Belanja Modal Peralatan dan
Mesin BLUD

Belanja Modal Bangunan
Gedung Tempat Kerja

Belanja Modal Tugu/Tanda Batas

Belanja Modal Gedung dan
Bangunan BLUD
Belanja Modal Jalan

Belanja Modal Jembatan

Belanja Modal Bangunan Air
Irigasi

Belanja Modal Instalasi
Pengolahan Sampah

Belanja Modal Instalasi
Pengaman

Belanja Modal Instalasi Lain

Belanja Modal Jaringan Listrik

Belanja Modal Jalan, Jaringan,
dan Irigasi BLUD

Belanja Modal Bahan
Perpustakaan Tercetak
Belanja Modal Bahan
Perpustakaan Terekam dan
Bentuk Mikro

Belanja Modal Barang Bercorak

Kesenian
Belanja Modal Alat Bercorak
Kebudayaan

Gubernur DIY

Anggaran
(Rp)
209.740

.200,00
1.564.500
.000,00
119.149
400,00
39.022.025
478,00
7.616.569
.800,00
150.708.995
.190,00
10.436.624
.535,00
5.564.380
.500,00
107.259.586
.500,00
57.037.970
400,00
16.544.737
.950,00
52.887.430
.800,00
59.047
.100,00
10.000
.000,00
276.108
.500,00
676.753
.920,00
122.360
.300,00
30.000
.000,00

330.887
.700,00
4.621.854
.400,00

Tahun 2023
Realisasi  Kurang/lebih
(Rp) Anggaran(Rp)
205.837 (3.902
.355,00 .845,00)
1.563.009 (1.490
.871,00 .129,00)
114.156 (4.993
.162,00 .238,00)
38.132.795 (889.229
.800,00 .678,00)
6.681.914 (934.655
444,00 .356,00)
137.181.029 (13.527.965
.267,00 .923,00)
9.508.015 (928.609
442,00 .093,00)
4.241.211 (1.323.169
.111,00 .389,00)
103.238.976 (4.020.610
.090,00 .410,00)
57.036.538 (1.431
.572,00 .828,00)
14.099.350 (2.445.387
.525,00 .425,00)
50.159.122 (2.728.308
.577,00 .223,00)
53.997 (5.050
.060,00 .040,00)
10.000 =
.000,00
274.060 (2.048
.000,00 .500,00)
578.202 (98.551
.185,00 .735,00)
104.196 (18.163
.310,00 .990,00)
29.800 (200
.000,00 .000,00)
326.172 (4.715
.249,00 .451,00)
4.232.618 (389.235
.767,00 .633,00)

%

98,14

99,90

95,81

97,72

87,73

91,02

91,10

76,22

96,25

100,00

85,22

94,84

91,45

100,00

99,26

85,44

85,16

99,33

98,57

91,58
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Tahun

Tahun 2023
No Uraian Anggaran Realisasi  Kurang/lebih %
(Rp) (Rp) Anggaran(Rp)
54 Belanja Modal Ternak 170.000 169.400 (600 99,65
.000,00 .000,00 .000,00)
55 Belanja Modal Aset Tidak 507 507 - 100,00
Berwujud .500,00 .500,00
56 Belanja Modal Aset Tetap 8.621.059 8.574.956 (46.102 99,47
Lainnya BOS .587,00 .680,00 .907,00)
57 Belanja Modal Aset Tidak 174.635 162.500 (12.135 93,05
Berwujud .400,00 .000,00 .400,00)
Jumlah 787.127.650 745.400.266 (41.727.383 94,70
.315,00 .545,00 .770,00)

Sumber: BPKA DIY, 2024

Belanja Dana Keistimewaan

Belanja Daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp6.016.543.491.245,00 dan realisasi sebesar Rp5.708.080.855.492,41
di dalamnya termasuk anggaran dan realisasi belanja yang sumber
dananya dari Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat UU Nomor 13
Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
dan telah ditetapkan dengan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Alokasi Dana Keistimewaan tahun anggaran 2023 sesuai dengan
Perpres Nomor 130 Tahun 2022 (Lampiran V) tentang rincian anggaran
pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 ditetapkan
sebesar Rp1.420.000.000.000,00 Penyaluran Dana Keistimewaan
Tahun 2023 sebesar Rp1.372.725.809.224,00 berasal dari nilai alokasi
sebesar Rp1.420.000.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana
Keistimewaan tahun anggaran 2022 sebesar Rp47.274.190.776,00.

Belanja Dana Keistimewaan tahun anggaran 2023 dilaksanakan oleh
OPD di lingkungan Pemda DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
Pemerintah Kalurahan. Belanja Dana Keistimewaan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dilakukan
dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan.

Dana Keistimewaan ditransfer dari rekening Kas Daerah Pemda DIY ke
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rekening Pemda Kabupaten/Kota dan rekening Pemerintah Kalurahan
untuk pembiayaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Urusan
Keistimewaan. Sisa Belanja Dana Keistimewaan pada Pemda
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan pada akhir tahun anggaran

disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah Pemda DIY.

Anggaran Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp1.420.000.000.000,00
sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 telah terserap sebesar
Rp1.396.163.539.431,75 atau 98,32%, sehingga kurang dari anggaran
sebesar Rp23.836.460.568,25. Rincian anggaran dan realisasi kegiatan
yang didanai dari Dana Keistimewaan tahun anggaran 2023 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2023

(Unaudited)
. Anggaran Realisasi Sisa

No Uraian (g:p) (Rp) Anggaran 9

| KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

1 KOTA YOGYAKARTA 658.789 628.611 30.177 95,42
.750,00 .970,00 .780,00

2 KABUPATEN BANTUL 3.959.409 3.878.462 80.946 97,96
.000,00 .270,00 .730,00

3 KABUPATEN KULON PROGO 3.088.691 2.964.498 124.193 95,98
.400,00 .244,00 .156,00

4 KABUPATEN GUNUNG KIDUL 5.548.706 5.324.349 224.356 95,96
.500,00 .774,00 .726,00

5 KABUPATEN SLEMAN 1.845.238 1.791.277 53.960 97,08
.500,00 .783,00 .717,00

6 BIRO ORGANISASI SETDA DIY 1.834.872 1.774.285 60.587 96,70
.850,00 .332,00 .518,00

7 BIRO HUKUM 971.539 971.538 300,00 100
.000,00 .700,00

8 BIRO TATA PEMERINTAHAN 3.193.542 3.141.273 52.269 98,36

SETDA DIY .350,00 .300,00 .050,00

9 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1.321.250 1.296.804 24.445 98,15
.200,00 .780,00 420,00

10 BADAN PENDIDIKAN DAN 1.508.661 1.398.937 109.723 92,73

PELATIHAN .000,00 .297,00 .703,00

11 PANIRADYA KAISTIMEWAN 19.600.573 19.359.721 240.852 98,77

.300,00 .247,00 .053,00

Gubernur DIY
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No

12

13

14

15

10

11

12

13

14

15

16

Uraian

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA
DINAS SOSIAL

BPTTG-DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

KEBUDAYAAN

KOTA YOGYAKARTA

KABUPATEN BANTUL

KABUPATEN KULON PROGO

KABUPATEN GUNUNG KIDUL

KABUPATEN SLEMAN

DINAS KEBUDAYAAN DIY

TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA

MUSEUM SONOBUDOYO
YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

BADAN PENGHUBUNG DAERAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

DINAS PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH

DINAS PARIWISATA DIY

DINAS KESEHATAN

Anggaran
(Rp)

100.000
.000,00

98.500
.000,00
160.000
.000,00
100.000
.000,00

59.887.519
.324,00
34.798.847
.150,00
78.148.581
431,00
41.221.883
.500,00
54.795.380
.065,00
302.562.444
.592,00
14.272.496
.350,00
18.571.461
.823,00
31.817.144
.700,00
29.021.034
.000,00
19.981.874
430,00
4.461.325
.000,00
2.598.796
.000,00
4.856.533
.600,00
24.456.775
.369,00
455.069
.000,00

Realisasi
(Rp)

97.506
.850,00

86.832
.290,00
159.999
.820,00

99.257
.300,00

59.551.131
.562,00
32.978.555
.216,65
77.211.234
.102,00
40.617.008
.947,00
54.340.106
.199,88
297.915.166
.647,00
14.161.711
.150,00
18.469.418
.613,00
31.253.302
.206,00
28.959.019
.132,00
19.336.425
436,00
4.432.013
.880,00
2.471.305
.980,00
4.724.132
.768,00
24.237.149
.872,00
441.056
.132,00

Tahun

Sisa
Anggaran
2.493 97,51
.150,00
11.667 88,15
.710,00
180,00

()

100

742 99,26
.700,00

336.387 99,44
.762,00
1.820.291 94,77
.933,35
937.347 98,80
.329,00
604.874 98,53
.553,00
455.273 99,17
.865,12
4.647.277 98,46
.945,00
110.785 99,22
.200,00
102.043 99,45
.210,00
563.842 98,23
.494,00
62.014 99,79
.868,00
645.448 96,77
.994,00
29.311 99,34
.120,00
127.490 95,09
.020,00
132.400 97,27
.832,00
219.625 99,10
497,00
14.012 96,92
.868,00
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No

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

32

Uraian

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK

DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH

DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN

DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DINAS SOSIAL

BIRO PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
SETDA DIY

DINAS KEHUTANAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

BIRO BINA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN, DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL

BIRO UMUM, HUMAS DAN
PROTOKOL SETDA DIY

BIRO ADM PEREKONOMIAN DAN
SDA SETDA DIY

BIRO TATA PEMERINTAHAN

BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL

BKK KALURAHAN

BKK KALURAHAN-PAPAN
PENANDA KEISTIMEWAAN

BKK KALURAHAN-BALAI DUSUN
KEISTIMEWAAN

Gubernur DIY

Anggaran
(Rp)
4.659.648
.254,00

150.361.180
.102,00
9.858.124
.585,00
32.767.504
.280,00
4.181.193
.864,00
1.019.228
.060,00

1.324.246
.150,00
1.714.081
.300,00
1.215.110
.000,00
9.198.516
.000,00
24.340.251
.700,00
24.134.475
.350,00

1.844.119
.800,00
675.406
.900,00
385.850
.700,00
640.430
.000,00

63.000
.000,00
15.150.000
.000,00

Realisasi
(Rp)
4.549.280
.070,00

148.719.630
.181,00
9.594.417
.096,00
31.299.212
.187,00
3.877.968
.484,00
1.019.228
.060,00

1.291.073
.644,00
1.690.349
.486,00
1.198.450
.270,00
9.152.419
.992,00
24.298.156
.921,00
23.579.279
.811,00

1.777.880
418,00
673.520
.900,00
383.333
.100,00
581.946
.028,00

63.000
.000,00
15.098.975
.775,00

Sisa
Anggaran
110.368 97,63

()

.184,00

1.641.549 98,91

.921,00

263.707 97,32

489,00

1.468.292 95,52

.093,00

303.225 92,75

.380,00
- 100

33.172 97,49
.506,00
23.731 98,62
.814,00
16.659 98,63
.730,00
46.096 99,50
.008,00
42.094 99,83
.779,00

555.195 97,70

.539,00

66.239 96,41
.382,00
1.886 99,72
.000,00
2.517 99,35
.600,00
58.483
.972,00

- 100

51.024 99,66
.225,00
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No

Uraian

BKK KALURAHAN-PENGELOLAAN
SAMPAH KEISTIMEWAAN

BKK KALURAHAN-DEMPLOT
JOGJA HIJAU KEISTIMEWAAN
BKK KALURAHAN-KAMPUNG
BERKAH KEISTIMEWAAN

BKK KALURAHAN-PADAT KARYA

BKK KALURAHAN-DESA BALAI
BUDAYA

BKK KALURAHAN-DESA MANDIRI
BUDAYA

BKK KALURAHAN-ARSITEKTUR

BKK KALURAHAN-WBTB

BKK KALURAHAN-DESA BAHARI
BKK KALURAHAN-DESA BUDAYA
BKK KALURAHAN-DESA MANDIRI
PANGAN

BKK KALURAHAN-DESA PRIMA
BKK KALURAHAN-DESA
PREUNEUR

BKK KALURAHAN-DESA WISATA
BKK KALURAHAN-OMAH
JAGAWARGA KEISTIMEWAAN
BKK KALURAHAN-RTLH
KEISTIMEWAAN

PERTANAHAN

KOTA YOGYAKARTA

KABUPATEN BANTUL
KABUPATEN KULON PROGO

KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Anggaran
(Rp)

6.000.000
.000,00
1.000.000
.000,00
200.000
.000,00
21.525.000
.000,00
7.095.406
.000,00
24.500.000
.000,00
1.000.000
.000,00
1.000.000
.000,00
3.500.000
.000,00
4.300.000
.000,00
3.950.000
.000,00
2.250.000
.000,00
5.698.994
.000,00
9.600.000
.000,00
2.050.000
.000,00
18.750.000
.000,00

904.594
.000,00
5.627.218
.000,00
2.389.841
.700,00
5.383.653
.000,00

Realisasi
(Rp)

5.985.089
.940,00
1.000.000
.000,00
200.000
.000,00
21.481.505
.124,00
7.010.967
.000,00
24.429.824
.688,00
1.000.000
.000,00
993.701
.785,72
3.382.898
.500,00
4.246.463
.478,00
3.940.065
.000,00
2.239.479
428,00
5.660.769
.800,00
9.600.000
.000,00
2.020.194
.000,00
18.732.961
.583,50

850.646
.600,00
4.906.894
.120,00
1.931.893
.224,00
4.937.665
.372,00

Tahun

Sisa
Anggaran

()

14.910 99,75

.060,00

- 100

- 100

43.494 99,80

.876,00

84.439 98,81

.000,00

70.175 99,71

.312,00

- 100

6.298 99,37

.214,28
117.101 96,65
.500,00

53.536 98,75

.522,00

9.935 99,75

.000,00

10.520 99,53

.572,00

38.224 99,33

.200,00

- 100

29.806 98,55

.000,00

17.038 99,91

416,50

53.947 94,04

.400,00
720.323 87,20
.880,00
457.948 80,84
476,00
445,987 91,72
.628,00
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No

10

11

10

11

12

13

14

Uraian

KABUPATEN SLEMAN

DINAS PERTANAHAN DAN TATA
RUANG DIY
BIRO HUKUM SETDA DIY

DINAS KEHUTANAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

BIRO TATA PEMERINTAHAN
SETDA DIY

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BKK KALURAHAN-URUSAN
PERTANAHAN

TATA RUANG

KOTA YOGYAKARTA

KABUPATEN BANTUL

KABUPATEN KULON PROGO

KABUPATEN GUNUNG KIDUL

KABUPATEN SLEMAN

DINAS PERTANAHAN DAN TATA
RUANG DIY
DINAS PERTANIAN

DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL

DINAS PERHUBUNGAN DIY

DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BIRO UMUM, HUMAS DAN
PROTOKOL

DINAS PARIWISATA

BKK KALURAHAN-KAWASAN
TERPADU

Gubernur DIY

Anggaran
(Rp)

4.362.496
.325,00
6.950.827
.550,00
639.286
.000,00
355.231
.500,00
312.648
.500,00
218.000
.000,00
1.841.825
.000,00

31.488.691.
700,00
4.047.127
.140,00
15.206.257
.238,00
18.056.076
.555,00
799.854
.770,00
6.807.658
.800,00
698.030
.000,00
135.068.583
.160,00

9.258.156
.388,00
478.149
.545,00
4.172.597
.900,00
2.084.488
.000,00
1.000.000
.000,00

Realisasi
(Rp)

3.887.315
.642,00
6.430.895
.485,00
580.196
.800,00
315.987
.441,00
287.029
.039,00
218.000
.000,00
1.827.681
.585,00

31.214.386
.547,00
3.703.349
.000,00
14.760.302
.096,00
17.104.436
.857,00
729.771
.534,00
6.505.749
.969,00
667.923
.106,00
133.730.397
.261,00

9.115.308
.276,00
475.205
.685,00
4.159.970
.972,00
1.984.136
.820,00
994.258
.450,00

Sisa

Anggaran
475.180 89,11

.683,00
519.932 92,52

.065,00
59.089 90,76

.200,00
39.244 88,95

.059,00
25.619 91,81

461,00
- 100

()

14.143 99,23
.415,00

274.305 99,13
.153,00
343.778 91,51
.140,00
445.955 97,07
.142,00
951.639 94,73
.698,00
70.083 91,24
.236,00
301.908 95,57
.831,00
30.106 95,69
.894,00
1.338.185 99,01
.899,00

142.848 98,46
.112,00
2.943 99,38
.860,00
12.626 99,70
.928,00
100.351 95,19
.180,00
5.741 99,43
.550,00
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No

Tahun

Uraian Anggaran Realisasi Sisa o
(Rp) (Rp) Anggaran
1.420.000.000 1.396.163.539 23.836.460 98,32
JUMLAH .000,00 .431,75 .568,25

Sumber: BPKA DIY, 2024

Belanja Tak terduga

Anggaran Belanja Tak Terduga tahun anggaran 2023 adalah sebesar
Rp21.998.129.613,00 dengan realisasi sebesar Rp198.487.268,00 atau
0,90%. Realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga tahun anggaran
2023 digunakan untuk belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan
dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 2.25. Rincian Belanja Tak Terduga 2023 (Unaudited)

No
1

Uraian Jumlah

BTT-Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan untuk 189.000.000,00
jatah hidup 63 mahasiswa dari Kabupaten Cianjur Jawa

Barat yang sedang menempuh pendidikan di DIY, yang

terdampak bencana alam gempa bumi Cianjur pada 21

November 2022, bulan Januari-Juni 2023

Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Dana BOSP 9.487.268,00
Tahun 2020 a.n SDN Tlogowareng Karangmojo, SDN Ngawu

Playen, dan SDN Mulo | Wonosari dengan Total Nominal

Rp9.487.268 ke Rekening Kas Umum Negara

JUMLAH 198.487.268,00

Sumber: BPKA DIY, 2024

Belanja Transfer

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar
Rp1.485.698.912.828,00 dan realisasi sebesar Rp1.456.104.030.698,21
atau 98,01%, sehingga kurang dari anggaran  sebesar
Rp29.594.882.129,79 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil

yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota.
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Belanja Bagi Hasil ini merupakan pembagian hasil/realisasi
pendapatan dari pajak daerah. Alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil
kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 ditetapkan
sebesar Rp904.030.830.780,00
Rp886.411.063.641,00 atau 98,05%,
anggaran sebesar Rpl17.619.767.139,00. Secara rinci, realisasi

dan realisasi sebesar

sehingga kurang dari

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2.26. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

DIY Tahun 2023 (Audited)

Tahun 2023
No Uraian Anggaran Realisasi  Kurang/lebih |
(Rp) (Rp)  Anggaran(Rp)
1 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 155.478.334 153.071.631 (2.406.702 98,45
Pemerintah Kota Yogyakarta .844,00 .950,00 .894,00)
2 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 205.796.584 201.588.461 (4.208.122 97,96
Pemerintah Kabupaten Bantul .220,00 475,00 .745,00)
3 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 112.619.634 109.863.998 (2.755.636 97,55
Pemerintah Kabupaten Kulon .528,00 .262,00 .266,00)
Progo
4 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 130.798.945 127.194.303  (3.604.642 97,24
Pemerintah Kabupaten Gunung .600,00 .115,00 .485,00)
Kidul
5 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 299.337.331 294.692.668  (4.644.662 98,45
Pemerintah Kabupaten Sleman .588,00 .839,00 .749,00)
Jumlah 904.030.830 886.411.063 (17.619.767 98,05
.780,00 .641,00 .139,00)

Sumber: BPKA DIY, 2024

2) Belanja Bantuan Keuangan

Gubernur DIY

Belanja bantuan keuangan didasarkan pada pertimbangan untuk
mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya
dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan
tersebut, serta dalam rangka kerja sama antardaerah dengan
Pemberian

memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

bantuan keuangan tersebut bersifat khusus vyaitu khusus
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Tahun

digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas
pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima

bantuan.

Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran 2023 dianggarkan
sebesar Rp581.668.082.048,00 dan realisasi sebesar
Rp569.692.967.057,21 atau 97,94%, sehingga kurang dari
anggaran sebesar Rp11.975.114.990,79. Belanja bantuan
keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan daerah Provinsi
Kabupaten/Kota dan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi atau

Kabupaten/Kota kepada Desa dengan rincian sebagai berikut:

3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Kepada Kabupaten/
Kota

Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota tahun
anggaran 2023 merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus
daerah provinsi ke Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan khusus
merupakan bantuan berupa uang yang diberikan kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota yang peruntukannya ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Belanja Bantuan Keuangan
Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar
Rp443.648.258.748,00 dan realisasi sebesar
Rp432.616.595.220,53 atau 97,51%, sehingga kurang dari
anggaran sebesar Rp11.031.663.527,47. Belanja Bantuan
Keuangan Khusus digunakan untuk program padat karya
infrastruktur, Jamban sehat masyarakat miskin, kunjungan
gubernur, dan program untuk mendukung pencapaian target

kinerja urusan keistimewaan.

Tabel 2.27. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada
Kabupaten/Kota DIY Tahun 2023 (Unaudited)
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Tahun 2023
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) AK:grzgrg:rl‘e(les) %

1 Bantuan Keuangan Ke 94.239.594 93.544.474 (695.119 99,26
Kota Yogyakarta .774,00 .839,47 .934,53)

2 Bantuan Keuangan Ke 81.732.601 78.317.260 (3.415.340 95,82
Kabupaten Bantul .290,00 .606,65 .683,35)

3 Bantuan Keuangan Ke 108.078.371 105.512.927 (2.565.444 97,63
Kabupaten Kulon Progo .769,00 .666,00 .103,00)

4 Bantuan Keuangan Ke 81.710.319 78.813.460 (2.896.858 96,45
Kabupaten Gunung Kidul .555,00 .950,00 .605,00)

5 Bantuan Keuangan Ke 77.887.371 76.428.471 (1.458.900 98,13
Kabupaten Sleman .360,00 .158,88 .201,12)

Jumlah 443.648.258  432.616.595 (11.031.663 97,51
.748,00 .221,00 .527,00)

Sumber: BPKA DIY, 2024

4) Belanja Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota

Kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa tahun anggaran
2023 merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dianggarkan sebesar
Rp138.019.823.300,00 dengan realisasi sebesar
Rp137.076.371.836,68 atau 99,32%, sehingga kurang dari
anggaran sebesar Rp943.451.463,32.

Tabel 2.28. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi atau

Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa DIY Tahun 2023

(Unaudited)
Tahun 2023
No Uraian Anggaran Realisasi Lebih/Kurang %
(Rp) (Rp) Anggaran (Rp)

1 BKK KALURAHAN-PAPAN 63.000 63.000 - 100,00
PENANDA KEISTIMEWAAN .000,00 .000,00

2 BKK KALURAHAN-BALAI  15.150.000 15.098.975 51.024 99,66
DUSUN KEISTIMEWAAN .000,00 .775,00 .225,00

3 BKK KALURAHAN- 6.000.000 5.985.089 14.910 99,75
PENGELOLAAN SAMPAH .000,00 .940,00 .060,00

KEISTIMEWAAN

Gubernur DIY
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No

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2-58 |

Uraian

BKK KALURAHAN-DEMPLOT
JOGJA HIJAU
KEISTIMEWAAN

BKK KALURAHAN-PADAT
KARYA
BKK KALURAHAN-DESA

BALAI BUDAYA

BKK KALURAHAN-DESA
MANDIRI BUDAYA

BKK KALURAHAN-
kesejarahan

BKK KALURAHAN-WBTB

BKK
Maritim
BKK
BUDAYA
BKK KALURAHAN-DESA
MANDIRI PANGAN

KALURAHAN-DESA

KALURAHAN-DESA

BKK KALURAHAN-DESA
PRIMA

BKK KALURAHAN-DESA
PREUNEUR

BKK KALURAHAN-DESA
WISATA

BKK KALURAHAN-OMAH

JAGAWARGA
KEISTIMEWAAN

BKK KALURAHAN-RTLH
KEISTIMEWAAN

Tata Kelola Pertanahan

Kawasan Terpadu (DPTR)
Kampung Berkah
Kompensasi Dampak Negatif
TPA/TPST Regional

Kunjungan Gubernur

Jumlah

Tahun 2023
Anggaran Realisasi Lebih/Kurang
(Rp) (Rp) Anggaran (Rp)
1.000.000 1.000.000 -
.000,00 .000,00
21.525.000 21.481.505 43.494
.000,00 .124,00 .876,00
7.095.406  7.010.967 84.439
.000,00 .000,00 .000,00
24.500.000 24.429.824 70.175
.000,00 .688,00 .312,00
1.000.000 1.000.000 -
.000,00 .000,00
1.000.000 993.701 6.298
.000,00 .785,72 .214,28
3.500.000 3.382.898 117.101
.000,00 .500,00 .500,00
4.300.000 4.246.463 53.536
.000,00 478,00 .522,00
3.950.000  3.940.065 9.935
.000,00 .000,00 .000,00
2.250.000 2.239.479 10.520
.000,00 .428,00 .572,00
5.698.994  5.660.769 38.224
.000,00 .800,00 .200,00
9.600.000  9.600.000 -
.000,00 .000,00
2.050.000 2.020.194 29.806
.000,00 .000,00 .000,00
18.750.000 18.732.961 17.038
.000,00 .583,50 416,50
1.841.825 1.827.681 14.143
.000,00 .585,00 .415,00
1.000.000 994.258 5.741
.000,00 .450,00 .550,00
200.000 200.000
.000,00 .000,00
550.000 550.000 -
.000,00 .000,00
6.995.598  6.618.535 377.062
.300,00 .699,46 .600,54
138.019.823 137.076.371 943.451

Tahun

%

100,00

99,80

98,81

99,71

100,00

99,37

96,65

98,75

99,75

99,53

99,33

100,00

98,55

99,91

99,23

99,43

100,00

100,00

94,61

99,32
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No

Tahun 2023
Uraian Anggaran Realisasi Lebih/Kurang %
(Rp) (Rp) Anggaran (Rp)
.300,00 .836,68 .463,32

Sumber: BPKA DIY, 2024

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1)

2)

Terjadi gagal lelang pada proses pengadaan barang dan jasa,
sehingga harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya
menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output.

Kriteria ~ kesiapan  (Readiness  Criteria) yang  belum
terpenuhi/selesai menjadi hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan. Selain itu adanya dinamika kebijakan, antaranya
perubahan prioritas dalam masa pelaksanaan APBD menjadi salah
satu kendala dalam percepatan pencapaian target dan realisasi
pelaksanaan APBD. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran

berjalan mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian belanja.

b. Solusi

1)

2)

Gubernur DIY

Lelang dini saat proses pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan
dalam rangka percepatan proses pelaksanaan kegiatan.

Optimalisasi koordinasi antar pemangku kepentingan untuk
meningkatkan integrasi  terkait  sistem perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
pengelolaan  keuangan daerah dalam  menindaklanjuti

permasalahan.
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Tahun

D. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 adalah setiap penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran 2023 maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah juga merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus

anggaran atau menutup defisit anggaran.

1.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan DIY yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah. Pada tahun 2023 penganggaran SiLPA mempertimbangkan
perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya, serta perkiraan
realisasi pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan
pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, hasil dari penghematan
belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum
terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan
sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
Penganggaran penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah
memperhatikan besarnya Pemberian Pinjaman Pemda DIY tahun
sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan
sebesar Rp466.271.562.955,00 vyang berasal dari SiLPA sebesar
Rp462.271.562.955,00 dan penerimaan kembali pemberian Pinjaman
Daerah sebesar Rp4.000.000.000,00.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk
menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pada BUMD
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yang diprioritaskan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga
BUMD dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang dan pemberian

pinjaman daerah berupa dana bergulir kepada masyarakat.

Pengeluaran pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp305.000.000.000,00 yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah yang
diberikan kepada PT Bank BPD DIY sebesar Rp300.000.000.000,00. Tujuan
dari hal ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan yang didasarkan
atas Perda DIY Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda
DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan
Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida. Dalam
peraturan daerah tersebut, disebutkan bahwa untuk dapat memenuhi
kepemilikan modal dasar 51% dari modal dasar PT Bank BPD DIY sebesar
Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), maka Pemda DIY
mempunyai kewajiban penyertaan modal ke PT Bank BPD DIY sebesar
Rp2.040.000.000.000,00 (dua triliun empat puluh miliar rupiah). Pemberian
pinjaman daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 merupakan pemberian
pinjaman kepada Masyarakat dalam bentuk dana bergulir yang disalurkan
melalui Lembaga keuangan non-bank yakni Badan Usaha Kredit Pedesaan
(BUKP).

PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN

Kinerja BUMD PT Bank BPD DIY

Modal dasar BPD DIY sebesar Rp4.000.000.000.000,00 ditetapkan dengan
Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada
Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.
Dari total modal dasar tersebut, komposisi modal yang dimiliki oleh Pemda
DIY sebesar 51% atau Rp2.040.000.000.000,00. Berdasarkan Perda maka
modal dasar PT Bank BPD DIY harus dipenuhi mulai tahun 2018 sampai
dengan tahun 2025. penambahan total modal yang telah disetorkan Pemda
DIY pada PT Bank BPD DIY Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023
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Tahun

adalah sebesar Rp1.381.175.000.000,00. Penambahan setoran modal pada
tahun 2023 vyaitu sebesar Rp300.000.000.000,00, sehingga kekurangan
modal dasar dari Pemda DIY yang harus disetorkan pada PT. Bank BPD DIY
sampai dengan tahun 2025, adalah sebesar Rp658.825.000.000,00.

Dalam hal kinerja keuangan, dapat dilihat salah satunya dari setoran deviden
PT Bank BPD DIY kepada Pemda DIY.

Tabel 2.29. Realisasi Dividen PT Bank BPD DIY TA 2018-2023

No Tahun Anggaran

Rencana (Rp)

Realisasi (Rp)

1 2018 79.201.315.077,80 79.201.315.077,80
2 2019 92.139.904.506,03 78.265.128.516,59
3 2020 49.462.265.608,35 94.001.713.614,26
4 2021 78.756.000.000,00 84.955.839.874,22
5 2022 94.001.713.614,00 95.761.065.417,29
6 2023 98.800.005.246,67 99.223.198.838,00

Jumlah 492.361.204.052,85 531.408.261.338,16

Sumber: BPKA DIY, 2024

Pada tahun anggaran 2023, PT Bank BPD DIY menyetorkan bagian laba
kepada Pemda DIY sebesar Rp99.223.198,838,00 meningkat sebesar
Rp3.462.133.420,71 atau 3,62% dibandingkan dengan dividen yang disetor
tahun anggaran 2022. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian pada tahun
buku 2022 sudah membaik dan mendorong kinerja perbankan turut

meningkat.

a. PT Anindya Mitra Internasional (AMI)

Sejak ditetapkan Perda Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri
dan Jasa “Anindya” Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi
Perseroan Terbatas (PT), maka PD Anindya Mitra Internasional (PT AMI)
berubah bentuk menjadi Perseroan terbatas. Lingkup usaha PT AMI
terdiri dari Unit Percetakan, Unit Pertambangan, Unit Pariwisata, Unit
Realty, Unit Air Minum dan Unit Transportasi. Modal dasar PT AMI
sebesar Rp50.000.000.000,00 ditetapkan dengan Peraturan Daerah DIY

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan
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Terbatas Anindya Mitra Internasional. Sampai dengan akhir tahun 2022
nilai penyertaan modal Pemda DIY yang telah disetorkan pada PT
Anindya Mitra Internasional sebesar Rp31.144.910.000,00, sehingga
masih terdapat kekurangan penyetoran penyertaan modal sebesar
Rp18.854.090.000,00.

Pembagian laba yang diberikan kepada Pemda DIY tahun anggaran
2018-2023 diinformasikan berikut:

Tabel 2.30. Realisasi Pembagian Dividen kepada Pemda DIY oleh PT Anindya

Mitra Internasional (AMI) TA 2018-2023

No Tahun Anggaran Rencana (Rp) Realisasi (Rp)
1 2018 1.089.717.200,00 1.089.717.200,00
2 2019 1.378.492.258,00 1.218.478.750,00
3 2020 878.615.584,00 1.185.651.326,00
4 2021 878.615.584,00 1.044.717.700,00
5 2022 1.044.000.000,00 1.229.058.000,00
6 2023 1.829.733.291 724.770.494,00
Jumlah 7.099.173.917,00 6.492.393.470,00

Sumber: BPKA DIY, 2024

Sesuai dengan hasil RUPS dividen yang diberikan untuk Pemda DIY pada
tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp724.770.494,00, menurun
cukup signifikan dibandingkan dividen pada tahun anggaran 2022
dikarenakan bagian laba karena bagian laba yang diterima oleh Pemda
DIY tahun anggaran 2023 merupakan kinerja perusahaan tahun buku
2022. Sedangkan pada tahun buku 2022 laba perusahaan menurun
dikarenakan PT AMI harus membayar/mengeluarkan beberapa biaya
yang cukup besar yaitu antara lain membayar kompensasi kepada PT
YIS sebagai akibat tidak diperpanjangnya masa kerjasama Malioboro
Mall serta mengembalikan sebagian dana subsidi Trans Jogja sebagai
tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY pada
tahun 2022.
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Tahun

PT Taru Martani

Bergerak di bidang usaha utama yaitu cerutu dan tembakau, PT Taru
Martani diberikan modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima
puluh miliar rupiah) sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah
DIY Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah DIY
Nomor 5 Tahun 2013 Tentang penyertaan modal Daerah Pada Badan

Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

Kinerja dari PT Taru Martani yang ditunjukkan dengan pembagian
dividen kepada Pemda DIY tahun anggaran 2018-2023 adalah sebagai
berikut:

Tabel 2.31. Realisasi PT Taru Martani TA 2018-2022

No

U WN -

Tahun Anggaran Rencana (Rp) Realisasi (Rp)
2018 760.000.000,00 -
2019 772.650.000,00 925.083.150,00
2020 846.000.000,00 148.697.000,00
2021 2.700.000.000,00 3.837.562.289,00
2022 3.800.000.000,00 5.439.572.184,00
2023 5.624.705.987,00 5.635.900.016,00
Jumlah 15.986.814.639,00

Sumber: BPKA DIY, 2024

Bagian laba dari PT Taru Martani tahun anggaran 2023 meningkat
dibandingkan tahun anggaran 2022 karena proporsi bagian laba tahun
anggaran 2023 yang diberikan adalah 55% dari laba bersih perusahaan.
Sedangkan bagian laba tahun anggaran 2022 dibagikan hanya 40%. Hal
tersebut dikarenakan pada tahun buku 2022 PT Taru Martani telah
memiliki cadangan perusahaan yang mencukupi sehingga dapat

membagi laba kepada Pemda DIY sesuai Perda sebesar 55%.

Perumda Air Bersih Tirtatama DIY

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Bersih Tirtatama merupakan
BUMD Pemda DIY yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyediaan
air bersih dan didirikan dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun

2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY.
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Modal dasar sebesar Rp469.028.716.201,00 (empat ratus enam puluh
sembilan Miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu dua
ratus satu rupiah) terdiri dari uang dan barang. Modal dasar yang telah
disetorkan oleh Pemda DIY adalah berupa uang sebesar
Rp12.500.000.000,00 dan barang/aset sebesar Rp163.896.691.000,00.

Perumda Air Bersih Tirtatama beroperasi sejak Januari 2021 dan sampai
dengan Tahun 2023 masih mengalami defisit operasional. Defisit

operasional Perumda Air Bersih Tirtatama disebabkan antara lain:

1) Tahun 2021 merupakan tahun pertama peralihan pengelolaan
SPAM dari UPT Balai Pialam ke Perumda Air Bersih Tirtatama. Pada
saat dikelola oleh UPT, SPAM Kartamantul merupakan unit cost
center. Selanjutnya, ketika beralih menjadi BUMD, perlu adanya
pengembangan agar dapat menjadi profit center.

2) Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, target penyerapan
produksi air curah oleh PDAM Kota Yogyakarta, PDAM Kabupaten
Sleman, dan PDAM Bantul masih belum optimal.

3) Pada tahun 2023, beban operasional Perumda Air Bersih
Tirtatama bertambah dikarenakan adanya penyerahan SPAM
Sistem Kebonagung dari Pemerintah Pusat. Penambahan beban
tersebut dikarenakan penambahan biaya beban Listrik, biaya SDM

dan biaya pemeliharaan.

Mulai tahun 2023, Pemda DIY telah memberikan subsidi kepada
Perumda Air Bersih Tirtatama sebesar Rp5.241.600.000,00. Subsidi
tersebut diperuntukkan untuk membayar biaya listrik yang merupakan
salah satu biaya terbesar dalam operasional Perumda Air Bersih

Tirtatama.
Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)

BUKP merupakan badan usaha yang dibentuk oleh Pemda DIY dengan
tujuan untuk mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan, dengan menyediakan dana
pembangunan melalui prosedur sederhana, cepat, dan murah. Pada
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Tahun

saat ini terdapat sebanyak 75 BUKP yang berkedudukan di Kapanewon
se-DIY. Dasar pendirian BUKP adalah Perda Provinsi DIY Nomor 1 Tahun
1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan, yang kemudian didirikan
secara bertahap dengan Keputusan gubernur. Modal dasar BUKP dari
Pemda DIY adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar
rupiah) dan telah disetorkan sepenuhnya. Kinerja BUKP yang
ditunjukkan dengan dividen mulai tahun anggaran 2018-2023 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.32. Realisasi Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) TA 2018-2023

No

ua b~ WN R

6

Tahun Anggaran Rencana (Rp) Realisasi (Rp)

2018 4.591.887.256,86 5.340.468.682,00
2019 5.340.468.682,72 6.032.373.104,80
2020 4.000.000.000,00 6.025.001.568,23
2021 3.975.033.928,00 6.385.055.910,53
2022 5.795.329.564,00 5.164.189.937,35
2023 3.997.304.683,73

Sumber: BPKA DIY, 2024

Bagian laba dari BUKP DIY tahun anggaran 2023 menurun dibandingkan
tahun anggaran 2022 karena bagian laba tahun anggaran 2023
merupakan kinerja BUKP tahun buku 2022. Pada tahun buku 2022,
BUKP telah menerapkan kebijakan suku bunga kredit yang baru dan
berakibat menurunnya tingkat pendapatan BUKP. Kebijakan suku bunga
tersebut merupakan tindak lanjut dari LHP BPK pada pemeriksaan
kinerja BUKP di tahun 2021.

Dalam rangka mempersiapkan proses transformasi BUKP menjadi
Mikro (LKM)
perundangan, sejak tahun 2022 telah dilaksanakan audit terhadap
laporan keuangan BUKP tahun buku 2021. Pada tahun 2022, Pemda DIY

telah melaksanakan kajian terhadap transformasi BUKP yang kemudian

Lembaga Keuangan sesuai ketentuan peraturan

dapat menjadi dasar perubahan kelembagaan BUKP. Kemudian, pada
tahun 2023 Pemda DIY telah menyusun kajian kelayakan usaha dan
kebutuhan daerah akan perubahan bentuk badan hukum BUKP
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menjadi Perseroan terbatas LKM yang akan menjadi salah satu langkah
pembentukan LKM.

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah meliputi Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Barang Milik
Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam rangka
menjamin terlaksananya Tertib Administrasi dan Tertib Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah
yang secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.Dengan terbitnya Permendagri Nomor 47
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan
Pelaporan Barang Milik Daerah, maka implementasi penatausahaan barang
milik daerah yang saat ini dilaksanakan pada Pemda DIY juga harus

menyesuaikan dengan aturan tersebut.
a. Dasar Hukum Pelaksanaan

1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Penggolongan dan

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Tahun

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Gubernur DIY Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman
Kapitalisasi Barang Milik Daerah;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan;

Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Peraturan Gubernur DIY Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi
dan Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana diubah sebagian
dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang
Milik Daerah;

Peraturan Gubernur DIY Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusutan Barang Mllik Daerah;

Keputusan Gubernur DIY Nomor 375/KEP/2022 tentang
Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027.

Tantangan dan Permasalahan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,

inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Untuk melaksanakan

kegiatan tersebut maka dibutuhkan Sistem Informasi yang handal dan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban



2023

pemahaman sumber daya manusia akan penatausahaan Barang Milik
Daerah sehingga proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan dapat
dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel. Selama ini, pengurus barang
terlambat menginput Barang Milik Daerah ke dalam Sistem Informasi
Manajemen Aset (SIM Aset) yang ada dikarenakan keterlambatan
penyampaian data realisasi Belanja Barang dari Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan kepada Pengurus Barang. Hal tersebut juga akan
menyulitkan ketika diadakan rekonsiliasi Barang Milik Daerah

khususnya atas perolehan barang dari Pengadaan.
Upaya-upaya yang Dilaksanakan

Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM Aset) Pemda DIY saat ini telah
mengintegrasikan data realisasi belanja dengan Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Manajemen Aplikasi Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Dengan upaya ini dapat memudahkan
pengurus barang dalam menginputkan dan melacak data barang yang
akan dientrikan pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM
Aset) serta dapat membantu dalam berkoordinasi dengan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran. Disamping itu
untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Rekonsiliasi
Barang Milik Daerah secara rutin yang dilakukan oleh Badan Pengelola
Keuangan dan Aset selaku Pejabat Penatausahaan Barang kepada
Pengurus barang di masing-masing OPD dapat membantu pemahaman
operasional aplikasi, kelancaran penatausahaan barang dan pelaporan

barang milik daerah yang akuntabel dan handal.
Capaian

Pemda DIY telah mencatat BMD di tahun anggaran 2023, baik berupa
aset tetap maupun aset lainnya, sebanyak 3.972.261 unit dengan nilai
Rp15.689.172.391.761,90. Aset tersebut tersebar di seluruh OPD di
lingkungan Pemda DIY. BMD tertuang dalam Rekapitulasi Buku

Inventaris Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 2.33. Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Tahun 2023 (Unaudited)

No

1
2

© 00 N O Ul b~

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27
28

29
30
31
32
33
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Instansi

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Energi Sumber Daya Mineral

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Dinas Kebudayaan

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Pariwisata

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Biro Tata Pemerintahan

Biro Hukum

Biro Bina Mental Spiritual

Biro Administrasi Perekonomian
Sumber Daya Alam

Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah
dan Pembiayaan Pembangunan

Biro Organisasi

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan
Protokol

Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
Badan Penghubung Daerah

Sekretariat DPRD

Inspektorat

Paniradya Kaistimewan

dan

Jumlah

Barang
3.184.142
23.804
12.701

1.376
1.264
2.544
3.209
18.938
14.011
2.678

11.123
19.868
17.533
6.173
1.341

91.183
434.384
9.222
6.620
15.729
3.724
1.782
6.981
593

785

1.102

787
9.711

285
4.416
4.578
2.718
2.301

Nilai Aset (Rp)

2.558.755.356.623,83
380.554.669.120,86
7.132.808.681.744,65

130.709.918.279,88
5.088.069.131,00
23.820.823.816,00
63.363.746.917,69
166.429.773.035,00
93.328.231.124,98
35.118.679.358,00

222.737.295.290,92
336.395.567.248,23
138.137.257.401,02
335.347.216.216,95

11.359.772.815,53

713.580.614.987,76
234.316.584.046,62
394.658.735.456,30
158.037.532.815,02
314.867.043.517,82
104.789.140.466,00
7.088.224.611,25
6.357.639.308,00
2.544.787.850,00
2.679.338.981,00

3.860.782.989,99

3.997.899.905,03
291.672.302.745,85

1.705.800.168,00
34.303.744.596,00
607.169.894.240,10
42.418.790.608,28
18.814.400.081,96
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No
34
35

36
37

Instansi Luar:al:: Nilai Aset (Rp)
Badan Perencanaan Pembangunan 5.493 26.747.733.385,96
Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset 27.203 1.007.209.085.181,40
Badan Kepegawaian Daerah 4.860 34.671.327.580,00
Badan Pendidikan dan Pelatihan 17.099 43.725.930.115,00
Jumlah 3.972.261 15.689.172.391.761,90

Sumber: BPKA DIY, 2024

Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemda DIY

Dalam hal pengamanan hukum aset tanah, Pemda DIY telah melaksanakan
kegiatan pensertifikatan tanah dan balik nama sertifikat tanah atas nama
Pemda DIY. Atas pengadaan tanah yang dilakukan oleh OPD teknis, proses
pengadaan tanah sampai dengan pensertifikatannya dilakukan oleh OPD
yang bersangkutan. Adapun aset tanah yang sudah tercatat dalam buku
inventaris Pemda DIY namun belum ada dokumen sertifikat dan sudah
bersertifikat tetapi belum atas nama Pemda DIY maka proses pensertifikatan

dan balik nama sertifikat dilakukan oleh pengelola barang.

Sertifikat tanah adalah bukti otentik kepemilikan suatu tanah dengan status
hukum yang jelas. Pengamanan Hukum BMD adalah kegiatan untuk
mengamankan BMD dengan cara melengkapi dokumen status kepemilikan
BMD. Pengamanan hukum untuk BMD tanah berupa dokumen sertifikat
tanah. Pemda DIY sudah melakukan pengamanan hukum dengan melakukan
pensertifikatan tanah dan balik nama sertifikat tanah menjadi atas nama
Pemerintah Daerah DIY. Mulai dari proses pengadaan tanah hingga proses
pensertifikatan tanah dan balik nama tanah dilakukan oleh OPD teknis.
Adapun untuk tanah yang sudah tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB)
Pemda DIY tetapi belum bersertifikat atau yang sudah bersertifikat bukan
atas nama Pemda DIY, maka Pengelola Barang yang akan melakukan

pensertifikatan dan balik nama sertifikat tersebut.

Pada Tahun Anggaran 2023, dilakukan pensertifikatan dan balik nama
sertifikat menjadi atas nama Pemda DIY, dengan objek sebagai berikut:

Gubernur DIY
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Tabel 2.34. Daftar Obyek Tanah yang disertifikatkan

13

14

15

16

17
18

Lokasi Luas (m?) Keterangan
Tanah SMK N 1 Kasihan 83.247 Belum terbit sertifikat
Tanah SMK N 1 Bantul 947 Belum terbit sertifikat
Tanah SMA N 1 Sanden 546 Belum terbit sertifikat
Tanah SMA N 1 Sanden 180 Belum terbit sertifikat
Tanah Pertanian, Sebokarang, 2.012 Belum terbit sertifikat

Wates, Kulon Progo

Tanah SMA N 1 Minggir 11.522  Belum terbit sertifikat

Tanah SMK N 1 Pandak 8.214  Belum terbit sertifikat

Tanah SMK N 1 Pandak 37.360 Belum terbit sertifikat

Tanah SMK N 1 Pandak 61.700 Belum terbit sertifikat

Tanah SMK N 1 Sewon 20.005 Belum terbit sertifikat

Tanah SMA N 1 Pleret, 2.481 Hak Pakai 00037 tanggal 22 Februari
Kedaton Pleret Bantul 2023

Tanah SMA N 1 Pleret, 7.392  Hak Pakai 00038 tanggal 22 Februari
Kedaton Pleret Bantul 2023

Tanah SMA N 1 Banguntapan, 13.615 Hak Pakai 00187 tanggal 22 Februari
Ngentak, Baturetno, 2023

Banguntapan, Bantul

Tanah SMA N 2 Banguntapan, 935 Hak Pakai 00025 tanggal 22 Februari
Glondong, Wirokerten, 2023

Banguntapan, Bantul

Tanah SMA N 1 Cangkringan, 2.553  Hak Pakai 00052 tanggal 13 Oktober
Bedoyo,Wukirsari, 2023

Cangkringan, Sleman

Tanah SMA N 1 Pajangan, 10.128 Hak Pakai 00152 tanggal 22 Februari

Kedung, Guwosari, Pajangan, 2023
Bantul
Tanah SMK N 1 Depok 15.492 Hak Pakai 00201 tanggal 20 Juli 2023

Tanah Lapangan Sepak Bola, 13.830 Hak Pakai 00041 tanggal 05 Juli 2023
Minggiran, Kota Yogyakarta

Sumber: BPKA DIY, 2024

Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik
Daerah

Konsep pemindahtanganan barang milik daerah berbeda dengan konsep
penghapusan barang milik daerah, mendasar pada siklus pengelolaan
barang milik daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pemindahtanganan dan pemusnahan merupakan kegiatan yang
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dilaksanakan sebelum proses penghapusan, atau menjadi salah satu sebab

adanya penghapusan.

Penghapusan merupakan ending point dari semua siklus pengelolaan BMD
yang membebaskan Pengguna Barang dan Pengelola Barang dari kewajiban

untuk mengadministrasikan dan mengelola BMD.

Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang milik daerah
sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Barang milik daerah sudah tidak berada
dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang disebabkan karena:

a. Penyerahan barang milik daerah;
b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
c. Pemindahtanganan atas barang milik;

d. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah
tidak ada upaya hukum lainnya;

e. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pemusnahan; atau

g. Sebab lain.

Sebab lain sebagaimana dimaksud di atas merupakan sebab-sebab yang
secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan,
seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair,

kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

Dengan melaksanakan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik
Daerah, harapannya dapat terwujud pengelolaan barang milik daerah pada
OPD Pengguna Barang maupun Pengelola Barang secara optimal, khususnya
terhadap barang milik daerah yang dalam kondisi rusak berat, tidak sesuai
dengan perkembangan zaman, serta tidak lagi digunakan untuk mendukung
tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Sehingga secara ekonomis akan lebih
menguntungkan bagi Daerah, serta lebih efektif dan efisien dari sisi

anggaran/biaya pemeliharaan.

Gubernur DIY
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Secara definisi, pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang
milik daerah. Barang milik daerah yang tidak diperlukan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.

Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:

a. penjualan;
b. tukar menukar;
c. hibah, dan

d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Untuk menjamin bahwa proses pemindahtangan BMD di Pemda DIY dapat
berjalan sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan, telah disusun
Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

a. Dasar dan Tujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan dalam hal Barang Milik
Daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Pada prinsipnya semua
Barang Milik Daerah dapat dihapuskan. Penghapusan Barang Milik
Daerah dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal Barang
Milik Daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi
pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

Tujuan dari Pemindahtanganan Barang Milik Daerah:

1) Menghindari biaya pemeliharaan yang lebih besar;

2) Mengurangi penggunaan ruangan untuk gudang/tempat
penyimpanan barang-barang rusak, tidak terpakai, dan kadaluarsa;

3) Mengurangi beban dalam penatausahaan barang.
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b. Penghapusan Aset Tidak Bergerak

Penghapusan aset tidak bergerak yang dilakukan terhadap bangunan

dan

peralatan dan mesin yang dilakukan atas dasar

pertimbangan/alasan sebagai berikut:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Rusak berat, terkena bencana alam/force majeure;

Tidak dapat digunakan secara optimal (idle);

Terkena planologi kota;

Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;

Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan
koordinasi; dan

Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis

Hankam.

c. Penghapusan Aset Bergerak

Penghapusan aset bergerak dilakukan atas dasar pertimbangan/alasan

sebagai berikut:

1)

2)

Gubernur DIY

Pertimbangan Teknis, antara lain:

a) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan
tidak ekonomis bila diperbaiki.

b) Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.

c) Telah melampaui batas waktu kegunaannya/ kedaluwarsa.

d) Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi
dan sebagainya.

e) Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan
penggunaan/susut dalam penyimpanan/ pengangkutan.

Pertimbangan Ekonomis, antara lain:

a) Untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau
idle.

b) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila
dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya

lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
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c) Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian,
yang disebabkan:

(1) Kesalahan atau kelalaian Penyimpan dan/atau Pengurus
Barang, di luar kesalahan/kelalaian Penyimpan dan/atau
Pengurus Barang.

(2) Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak.

(3) Karena kecelakaan, bencana, atau alasan lainnya yang

sifatnya tidak terduga (force majeure)

Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui
Penjualan dan Lelang

Salah satu bentuk dari pemindahtanganan adalah penjualan. Penjualan

BMD dapat dilaksanakan dengan pertimbangan:

1) Untuk optimalisasi BMD vyang berlebih atau tidak
digunakan/dimanfaatkan;

2) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;
dan/atau

3) Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum pelaksanaan pemindahtanganan BMD melalui penjualan ada
tahapan yang harus dilaksanakan yaitu penilaian dengan tujuan untuk
mendapatkan nilai wajar. Penilaian dalam rangka pemindahtanganan
BMD melalui penjualan berupa bangunan gedung dilakukan oleh
Penilai Pemerintah atau Penilai Publik, sedangkan untuk penilaian
barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dapat
dilaksanakan oleh Tim yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan

melibatkan penilai/penaksir dari instansi teknis.

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemda DIY membentuk Tim Pengelolaan
Barang Milik Daerah sub kegiatan Pemindahtanganan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Gubernur Nomor
22/TIM/2023 tanggal 27 Februari 2023.
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Sebelum masuk pada tahap pelaksanaan, proses pemindahtanganan

barang milik daerah pada Pemda DIY melalui beberapa tahapan

persiapan, sebagai berikut:

1)

2)

3)

Verifikasi Usulan BMD yang dituangkan dalam Berita Acara
Verifikasi atau Berita Acara Pengecekan dan Penelitian;

Penilaian BMD yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian
atau Penaksiran Harga; dan

Persetujuan Pemindahtanganan BMD oleh Gubernur.

Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan proses

pemindahtanganan dengan cara penjualan dan lelang sebanyak 22 (dua

puluh dua) kali, sebagai berikut:

1)

2)

Gubernur DIY

Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Posko SAR Pantai Baron
di Padukuhan Rejosari, Kalurahan Kemadang, Kapanewon
Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Keputusan
Gubernur DIY Nomor 400/KEP/2022 tentang Persetujuan
Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa
Gedung dan Bangunan pada OPD di Lingkungan Pemda DIY dan
telah diubah dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor
418/KEP/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY
Nomor 400/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan
dan Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan pada OPD
di Lingkungan Pemda DIY.

Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) DIY dan Dinas Kesehatan DIY yang terletak di JI. Kyai
Mojo No. 56 Kelurahan Bener, Kemantren Tegalrejo, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilaksanakan
berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 418/KEP/2022
tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY Nomor
400/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan
Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan pada OPD di
Lingkungan Pemda DIY.

| 2-77



2-78 |

3)

4)

5)

6)

7)
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Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
pada SMAN 10 Yogyakarta yang terletak di JI. Gadean No. 5
Ngupasan, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur
DIY Nomor 378/KEP/2022 tentang Persetujuan
Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa
Gedung Pendidikan Permanen pada SMAN 10 Yogyakarta.
Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung pada Balai
Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih
Tanaman Pertanian (BP3MBTP) Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan DIY di Ngipiksari, Hargobinangun, Pakem, vyang
dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor
377/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan
dalam Kondisi Rusak Berat pada Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemda DIY.

Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan pada
Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilaksanakan berdasarkan
Keputusan Gubernur DIY Nomor 379/KEP/2022 tentang
Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Sisa
Bongkaran Material Bangunan dan Penghapusan Bangunan pada
Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY.
Penjualan BMD berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen
pada BPTTG Unit Fasilitasi Kemasan di JI. Laksda Adisucipto KM 8,5,
yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor
49/KEP/2023 tentang Harga Dasar Penjualan Ulang Barang Milik
Daerah berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen pada
BPTTG Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.

Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap
Lainnya, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY
Nomor 87/KEP/2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan

Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin
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8)

9)

10)

11)

Gubernur DIY

serta Aset Tetap Lainnya dari Daftar Barang Pengelola, Pengguna
dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023.
Penjualan BMD berupa Kayu Hasil Penebangan Pohon dalam
Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di
Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Tepus-Jerukwudel | dan
Tepus Jerukwudel Il di Kabupaten Gunungkidul, yang dilaksanakan
berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 91/KEP/2023
tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
berupa Hasil Penebangan Pohon dan Pembongkaran Bangunan
dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalan Baru Tepus-
Jerukwudel | dan Tepus-Jerukwudel Il di Kabupaten Gunungkidul .
Penjualan BMD berupa Sisa Material Bongkaran Bangunan dalam
Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di
Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Tepus-Jerukwudel | dan
Tepus Jerukwudel Il di Kabupaten Gunungkidul, yang dilaksanakan
berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 91/KEP/2023
tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
berupa Hasil Penebangan Pohon dan Pembongkaran Bangunan
dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalan Baru Tepus-
Jerukwudel | dan Tepus-Jerukwudel Il di Kabupaten Gunungkidul .
Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan (Besi
Beton) yang terletak di Gudang Dinas PUP ESDM DIY d/a JI. Kyai
Mojo Nomor 70, Tegalrejo, Yogyakarta, yang dilaksanakan
berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 105/KEP/2023
tentang Persetujuan Pemindahtanganan Sisa Bongkaran Material
Bangunan di Jalan Perwakilan dalam Rangka Pembangunan Jogja
Planning Gallery.

Penjualan BMD berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Tempat
Usaha Hasil Pengadaan Tanah dalam Rangka Perluasan Teras
Malioboro 1 dan Pembuatan Akses Penghubung Tempat Parkir
Beskalan dan Teras Malioboro 1, yang dilaksanakan berdasarkan
Keputusan Gubernur DIY Nomor 244/KEP/2023 tentang
Persetujuan Pemindahtanganan BMD berupa Bangunan Rumah
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Tinggal dan Tempat Usaha Hasil Pengadaan Tanah dalam Rangka
Perluasan Teras Malioboro 1 dan Pembuatan Akses Penghubung
Tempat Parkir Beskalan dan Teras Malioboro 1.

Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Pabrik dan Rumah
Kepala Pabrik pada UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang terletak di Kalurahan
Dlingo dan Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo, Kabupaten
Bantul, DIY, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur
DIY Nomor 377/KEP/2022 tentang Persetujuan
Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD berupa Gedung dan
Bangunan dalam Kondisi Rusak Berat pada Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemda DIY.

Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung pada UPTD Balai
Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih
Tanaman Pertanian (BP3MBTP) Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan DIY, Bangunan Gedung pada SMKN 1 Kasihan dan
Bangunan Gedung pada SLBN 1 Bantul, yang dilaksanakan
berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 377/KEP/2022
tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD
berupa Gedung dan Bangunan dalam Kondisi Rusak Berat pada
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY.

Penjualan BMD berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan
Lainnya Hasil Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pelaksanaan
Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket
Pembangunan Jalan Baru Parangtritis — Girijati (Ds. Grogol IX,
Parangtritis, Kec. Kretek, Kabupaten Bantul), yang dilaksanakan
berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 283/KEP/2023
tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil
Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan
Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru

Parangtritis — Girijati dan Simpang Bundaran Planjan.
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15)

16)

17)

18)

Gubernur DIY

Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Material Bangunan di

Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, yang dilaksanakan

berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 281/KEP/2023

tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD

berupa Bangunan dan Sisa Bongkaran Material Bangunan di

Lingkungan Pemda DIY.

Penjualan BMD berupa Tebangan Pohon (Kayu) Hasil Pembebasan

Lahan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas

Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Parangtritis-

Girijati (Tahap 1), yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan

Gubernur DIY Nomor 361/KEP/2023 tentang Persetujuan

Pemindahtanganan BMD berupa Tebangan Pohon Hasil

Pembebasan Lahan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan

Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru

Parangtritis-Girijati.

Penjualan BMD berupa Hewan Ternak pada UPTD BPPTDK DPKP

DIY, dengan rincian:

a) Sapi Perah sebanyak 10 ekor, berlokasi di Kandang Ternak
BPPTDK DPKP DIY d/a JI. Kaliurang km. 23 Ngipiksari,
Hargobinangun, Pakem, Sleman.

b) Sapi Bull sebanyak 2 ekor, berlokasi di Kandang Ternak
BPPTDK DPKP DIY d/a JI. Palagan Tentara Pelajar km. 15
Sumedang, Purwobinangun, Pakem, Sleman, vyang
dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor
338/KEP/2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan BMD
berupa Hewan Ternak pada BPPTDK dan Balai Pengembangan
Sumber daya Manusia Pertanian DPKP DIY.

Penjualan BMD berupa Hewan Ternak pada UPTD BPPTDK DPKP

DIY, dengan rincian:

a) Kambing/Domba sebanyak 17 ekor, berlokasi di Kandang
Ternak BPPTDK DPKP DIY d/a Barongan, Sumberagung, Jetis,

Bantul.
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19)

20)

21)

Tahun

b) Sapi Potong sebanyak 4 ekor , berlokasi di Kandang Ternak
BPPTDK DPKP DIY d/a Barongan, Sumberagung, Jetis, Bantul,
yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY
Nomor 338/KEP/2023 tentang Persetujuan
Pemindahtanganan BMD berupa Hewan Ternak pada BPPTDK
dan Balai Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian
DPKP DIY .

Penjualan BMD berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan

Lainnya Hasil Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pelaksanaan

Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket

Pembangunan Jalan Baru Simpang Bundaran Planjan, yang

dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor

283/KEP/2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan BMD
berupa Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil

Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan

Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru

Parangtritis-Girijati dan Simpang Bundaran Planjan, dan telah

diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 377/KEP/2023

tentang Harga Dasar Penjualan Ulang BMD berupa Bangunan

Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan

Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas

Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Parangtritis-

Girijati dan Simpang Bundaran Planjan.

Penjualan BMD berupa Gedung dan Bangunan dalam Kondisi

Rusak Berat pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemda DIY, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur

DIY Nomor 377/KEP/2023 tentang Persetujuan

Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD berupa Gedung dan

Bangunan dalam Kondisi Rusak Berat pada Organisasi Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemda DIY.

Penjualan BMD berupa Tebangan Pohon (Kayu Hasil Pembebasan

Lahan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas

Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru Parangtritis-
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22)

Girijati (Tahap 1), yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan
Gubernur DIY Nomor 361/KEP/2023 tentang Persetujuan
Pemindahtanganan BMD berupa Tebangan Pohon Hasil
Pembebasan Lahan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan
Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan Jalan Baru
Parangtritis-Girijati.

Lelang BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda
Empat sebanyak 6 unit dan Roda Dua sebanyak 14 unit, yang
dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor
353/KEP/2023 tentang Persetujuan Penjualan dan Penghapusan
Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Dinas
Operasional dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa

Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.35. Hasil Penjualan dan Lelang BMD Tahun Anggaran 2023

. Tanggal Hasil
Uraian .
No Kegiatan Peniualan Pelaksanaan Penjualan
& ) Lelang/Penjualan (Rp)
1. Penjualan BMD berupa Penjualan Barang Milik 10 Januari 2023 550.000

Daerah berupa Bangunan Gedung Posko SAR
Pantai Baron di Padukuhan Rejosari, Kalurahan
Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten
Gunungkidul
2. Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung BKD 13 Januari 2023 1.212.600.000
DIY dan Dinas Kesehatan DIY yang terletak di JI.
Kyai Mojo No.56 Kelurahan Bener, Kemantren

Tegalrejo,
Yogyakarta
3. Penjualan

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa

BMD berupa Bangunan Gedung 25Januari2023  182.250.000

Pendidikan Permanen pada SMAN 10 Yogyakarta
yang terletak di JI. Gadean No. 5 Ngupasan
4. Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung pada 31 Januari 2023 28.000.000

Balai

Pengembangan Perbenihan dan

Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian
(BP3MBTP) Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan DIY di Ngipiksari, Hargobinangun, Pakem
5. Penjualan BMD berupa sisa bongkaran material 14 Februari 2023 45.696.969
bangunan pada Balai Laboratorium Kesehatan
dan Kalibrasi Dinkes DIY

Gubernur DIY

| 2-83



2-84 |

No

10.

11.

12.

13.

Uraian
Kegiatan Penjualan

Penjualan BMD berupa Penjualan BMD berupa
Bangunan Gudang Tertutup Permanen pada
BPTTG Unit Fasilitasi Kemasan di JI. Laksda
Adisucipto KM 8,5

Penjualan BMD berupa Peralatan dan Mesin
serta Aset Tetap Lainnya

Penjualan BMD berupa Kayu Hasil Penebangan
Pohon dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan
Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket
Pembangunan Jalan Baru Tepus-Jerukwudel | dan
Tepus Jerukwudel Il di Kabupaten Gunungkidul
Penjualan BMD berupa Sisa Material Bongkaran
Bangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi
Paket Pembangunan Jalan Baru Tepus-
Jerukwudel | dan Tepus Jerukwudel Il di
Kabupaten Gunungkidul

Penjualan berupa Sisa Bongkaran Material
Bangunan (Besi Beton) yang terletak di Gudang
Dinas PUP ESDM DIY d/a JI. Kyai Mojo Nomor 70,
Tegalrejo, Yogyakarta

Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung Pabrik
dan Rumah Kepala Pabrik pada UPTD Balai
Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan DIY yang terletak di
Kalurahan Dlingo dan Kalurahan Mangunan,
Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY
Penjualan Bangunan Rumah Tinggal dan Tempat
Usaha Hasil Pengadaan Tanah dalam Rangka
Perluasan Teras Malioboro 1 dan Pembuatan
Akses Penghubung Tempat Parkir Beskalan dan
Teras Malioboro 1

Penjualan BMD berupa Bangunan Gedung pada
UPTD Balai Pengembangan Perbenihan dan
Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian
(BP3MBTP) Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan DIY, Bangunan Gedung pada SMKN 1
Kasihan, dan Bangunan Gedung pada SLBN 1
Bantul

Tanggal
Pelaksanaan

Lelang/Penjualan
24 Februari 2023

27 Maret 2023

28 Maret 2023

28 Maret 2023

17 April 2023

4 Agustus 2023

7 Agustus 2023

15 September
2023

Tahun

Hasil
Penjualan
(Rp)
90.500.000

265.735.000

194.000.000

40.000.000

201.700.000

1.610.000

396.000.000

32.300.000
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No

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Uraian
Kegiatan Penjualan

Penjualan berupa Bangunan Rumah Tinggal dan
Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan
Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur
Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan
Jalan Baru Parangtritis — Girijati (Ds. Grogol IX,
Parangtritis, Kec. Kretek, Kabupaten Bantul).
Penjualan berupa Sisa Bongkaran Material
Bangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY
Penjualan berupa Tebangan Pohon (Kayu)Hasil
Pembebasan Lahan dalam Rangka Pelaksanaan
Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi
Paket Pembangunan Jalan Baru Parangtritis-
Girijati (Tahap 1)

Penjualan BMD berupa Hewan Ternak pada UPTD
BPPTDK DPKP DIY, dengan rincian:

1. Sapi Perah sebanyak 10 ekor, berlokasi di
Kandang Ternak BPPTDK DPKP DIY d/a JI
Kaliurang km 23 Ngipiksari, Hargobinangun
Pakem, Sleman.

2. Sapi Bull sebanyak 2 ekor, berlokasi di Kandang
Ternak BPPTDK DPKP DIY d/a JI. Palagan Tentara
Pelajar km. 15 Sumedang, Purwobinangun,
Pakem, Sleman

Penjualan BMD berupa Hewan Ternak pada UPTD
BPPTDK DPKP DIY, dengan rincian:

1. Kambing/Domba sebanyak 17 ekor, berlokasi
di Kandang Ternak BPPTDK DPKP DIY d/a
Barongan, Sumberagung, Jetis, Bantul.

2. Sapi Potong sebanyak 4 ekor , berlokasi di
Kandang Ternak BPPTDK DPKP DIY d/a Barongan,
Sumberagung, Jetis, Bantul

Penjualan berupa Bangunan Rumah Tinggal dan
Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan
Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur
Jalan Lintas Selatan di Lokasi Paket Pembangunan
Jalan Baru Simpang Bundaran Planjan

Gubernur DIY

Tanggal
Pelaksanaan
Lelang/Penjualan
6 Oktober 2023

4 Oktober 2023

10 November
2023

8 November
2023

17 November
2023

20 November
2023

Hasil
Penjualan
(Rp)
50.000.000

148.725.600

75.050.000

275.525.000

91.111.000

61.250.000
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Tahun

. Tanggal Hasil
Uraian .
No Kegiatan Peniualan Pelaksanaan Penjualan
& ) Lelang/Penjualan (Rp)

20. Penjualan berupa Gedung dan Bangunan dalam 1 Desember 2023 81.500.000
Kondisi Rusak Berat pada Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemda DIY, sebagai
berikut:
1. Bangunan Gedung Kantor Balai Latihan Kerja
dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP)
Disnakertrans DIY yang berlokasi di JI. Kyai
Mojo No. 5, Bumijo, Kec. Jetis, Kota
Yogyakarta.
2. Bangunan Rumah Daerah pada Balai
Pengelolaan Terminal dan Perparkiran, Dinas
Perhubungan DIY yang berlokasi di JI. Airport
Adisucipto No. 340, Karangploso,
Maguwoharjo, Depok, Sleman.
3. Bangunan Rumah Daerah yang berlokasi di
Sekendal, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo.
4. Bangunan Gedung vyang Dberlokasi di
Gedongan, Sumberagung, Moyudan, Sleman.
21. Penjualan berupa Tebangan Pohon (Kayu)Hasil 6 Desember 2023 42.000.000
Pembebasan Lahan dalam Rangka Pelaksanaan
Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Lokasi
Paket Pembangunan Jalan Baru Parangtritis-
Girijati (Tahap 1)
22. Penjualan BMD berupa Kendaraan Bermotor 11 Desember 319.210.979
Dinas Operasional, sebagai berikut: 2023
- Kendaraan Roda 4 = 6 Unit
- Kendaraan Roda 2 = 14 Unit
TOTAL HASIL PENJUALAN 3.893.817.148
Sumber: BPKA DIY, 2024

e. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Sementara itu untuk penghapusan BMD, pada prinsipnya adalah
penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, Daftar Barang Pengguna
dan atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, serta dari Daftar Barang Milik
Daerah. Dasar hukum untuk melakukan penghapusan adalah surat

keputusan penghapusan BMD dari pejabat yang berwenang.

Salah satu alasan dilakukannya penghapusan BMD karena kondisinya

sudah rusak berat, serta tidak bisa dimanfaatkan, jika dilakukan
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perbaikan maka biaya pembetulannya lebih mahal jika dibandingkan
beli baru, sehingga lebih tepat jika dihapuskan. Penghapusan BMN juga
dilakukan ketika terjadi pemindahtanganan, meliputi: dijual,

dihibahkan, tukar menukar, penyertaan modal pemerintah.

Pelaksanaan penatausahaan penghapusan BMD secara ringkas meliputi:

1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar
Barang Kuasa Pengguna;

2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan

3) Penghapusan dari Daftar BMD.

Proses penghapusan BMD yang telah dilaksanakan Pemda DIY pada
Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan,
adalah sebagai berikut:

1) Keputusan Gubernur DIY Nomor 93/KEP/2023 tentang
Penghapusan BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas
Operasional dari Daftar Barang Pengelola Barang Milik Daerah
Tahun Anggaran 2023.

2) Keputusan Gubernur DIY Nomor 320/KEP/2023 tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah yang Dihibahkan kepada
Pemerintah Kota Yogyakarta dari Daftar Barang Milik Daerah.

3) Keputusan Gubernur DIY Nomor 321/KEP/2023 tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah yang Dihibahkan kepada
Pemerintah Kabupaten Bantul dari Daftar Barang Milik Daerah.

4) Keputusan Gubernur DIY Nomor 327/KEP/2023 tentang
Penghapusan BMD vyang Dihibahkan kepada Pemerintah
Kabupaten Sleman dari Daftar Barang Milik Daerah.

5) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 7/SEKDA/I/2022 tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan
pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda DIY .

6) Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 26/SEKDA/II/2023
tentang Penghapusan BMD berupa Bangunan Gedung Pos Jaga

Gubernur DIY
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Tahun

Permanen pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 27/SEKDA/III/2023
tentang Penghapusan BMD berupa Kendaraan Bermotor Dinas
Operasional dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa
Pengguna Anggaran.

Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 28/SEKDA/III/2023
tentang Penghapusan BMD berupa Bangunan Gedung Pendidikan
Permanen pada Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta.
Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 35/SEKDA/V/2023
tentang Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan pada
Dinas Kesehatan DIY.

Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 36/SEKDA/V/2023
tentang Penghapusan BMD berupa Obat Kadaluarsa pada Dinas
Kesehatan dan Balai Pelatihan Kesehatan DIY.

Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 37/SEKDA/V/2023
tentang Penghapusan BMD pada Badan Kepegawaian Daerah DIY.
Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 38/SEKDA/V/2023
tentang Penghapusan BMD berupa Bangunan Gedung
Laboratorium Permanen pada Balai Laboratorium Kesehatan dan
Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY.

Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 42/SEKDA/VI/2023
tentang Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan pada
Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih
Tanaman Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.
Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 44/SEKDA/VII/2023
tentang Penghapusan BMD berupa KDP di Lingkungan Pemda DIY.
Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 47/SEKDA/VII/2023
tentang Penghapusan BMD berupa Peralatan dan Mesin serta Aset
Tetap Lainnya dari Daftar Barang Pengelola, Pengguna dan/atau
Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023.

Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 55/SEKDA/IX/2023
tentang Penghapusan BMD berupa Alat Musik Tradisional/Daerah
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17)

18)

19)

20)

21)

pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang
Dihibahkan kepada Akademi Angkatan Laut.

Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 56/SEKDA/X/2023
tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 37/SEKDA/V/2023 tentang
Penghapusan BMD pada Badan Kepegawaian Daerah DIY.
Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 66/SEKDA/X1/2023
tentang Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa
Yogyakarta, Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan
Mutu Benih Tanaman Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 1 Kasihan dan Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul.
Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 67/SEKDA/X1/2023
tentang Penghapusan BMD berupa Barang Persediaan Berbahan
Kertas serta Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan dan
Buku Pelajaran.

Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 68/SEKDA/X1/2023
tentang Penghapusan BMD berupa Gedung dan Bangunan pada
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 69/SEKDA/X1/2023
tentang Penghapusan BMD berupa Hewan Ternak pada Balai
Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan dan
Balai Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian DPKP TA
2023.

f. Pemusnahan Barang Milik Daerah

Pemusnahan BMD dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud

memenubhi unsur tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan

tidak dapat dipindahtangankan dan ada alasan lain sesuai ketentuan

perundang-undangan. Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2023

melaksanakan kegiatan pemusnahan, sebagai berikut:

Gubernur DIY
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Tahun

1) Pemusnahan BMD berupa Barang Persediaan Berbahan Kertas
serta Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan dan Buku
Pelajaran, yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur
DIY Nomor 282/KEP/2023 tentang Persetujuan Pemusnahan dan
Penghapusan BMD berupa Barang Persediaan Berbahan Kertas
serta Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan dan Buku
Pelajaran.

2) Pemusnahan BMD berupa Obat Kadaluarsa pada Dinas Kesehatan
dan Balai Pelatihan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang
dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 933/19770 tanggal 25

November 2022 perihal Persetujuan Pemusnahan.

Atas kegiatan pemusnahan dimaksud, telah terbit Keputusan

Penghapusan BMD sebagai berikut:

1) Keputusan  Sekda Nomor  67/SEKDA/XI/2023  tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Persediaan
Berbahan Kertas serta Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku
Perpustakaan dan Buku Pelajaran.

2) Keputusan Sekda Nomor 36/SEKDA/V/2023 tentang Penghapusan
Barang Milik Daerah berupa Obat Kadaluarsa pada Dinas
Kesehatan dan Balai Pelatihan Kesehatan Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Pendayagunaan Barang Daerah

Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Dalam keseluruhan rangkaian pengelolaan BMD, kegiatan pemanfaatan
BMD menjadi salah satu kegiatan yang cukup strategis. Pemanfaatan
BMD bermakna sebagai pendayagunaan BMD yang tidak digunakan
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah
dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status

kepemilikannya. Pemanfaatan BMD sekaligus upaya optimalisasi aset
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untuk dapat menjadi salah satu kontribusi pendapatan asli daerah.
Selanjutnya, mekanisme dalam pemanfaatan barang milik daerah
dilakukan melalui 5 (lima) bentuk pemanfaatan, yakni: 1) Sewa; 2)
Pinjam Pakai; 3) Kerja sama Pemanfaatan; 4) Bangun Guna Serah (BGS)
atau Bangun Serah Guna (BSG); dan 5) Kerja Sama Penyediaan
Infrastruktur (KSPI).

di Tahun 2023, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan 2 (dua) bentuk
pemanfaatan Barang Milik Daerah, yakni sewa dan pinjam pakai. Selain

bentuk pemanfaatan tersebut di atas, Barang Milik Daerah juga

dioptimalkan melalui mekanisme retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Rincian pemanfaatan BMD yang telah dilaksanakan pada tahun 2023,
meliputi:

1) BMD berupa Tanah dan/atau Bangunan yang dimanfaatkan

melalui sewa sebanyak 30 obyek sebagaimana tersaji pada berikut

Tabel 2.36. Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang

Dimanfaatkan Melalui Sewa

Realisasi
No Lokasi Penyewa Pendapatan Keterangan
Sewa 2023 (Rp)
1 Tanah Eks Pabrik sabut PT. Formula Land 120.000.000 -
Pengasih Kulonprogo
2 Bangunan Eks DIPARDA BPD - Pembayaran
Lantai | Bagian Selatan dilakukan pada
tahun 2022 utk 5 th
sekaligus (2022-
2027)
3 Tanah di Desa Sentolo PT. Selo Adi Karto - Pembayaran
Kulon Progo dilakukan pada
tahun utk 2 th
sekaligus (2022-
2024)
4 Tanah dan Bangunan Eks  Suprihanto, B.Sc 191.250.000 -
Rumah Dinas JI. AM
Sangaji
5 Tanah dan Bangunan eks BUKP 20.000.000 -

Rumah Dinas JI. Munggur Gondokusuman
No.32 Yogyakarta

Gubernur DIY
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No

10

11

12

13

14

15

Lokasi

Tanah di JI. Wisata,
Babarsari, Sleman

Tanah Srimulyo, Piyungan,

Bantul

Tanah di Jl. D | Panjaitan

66 Yogyakarta

Tanah di JI. Perwakilan,
Wates, Kulon Progo
Tanah di Hargotirto,
Kokap, Kulon Progo

Gedung Jogja Expo Center

Tanah, Bangunan dan
Fasilitas di Jalan

Malioboro Nomor 52-58

Yogyakarta

Tanah di Jangkang,
Widodomartani,
Ngemplak, Sleman

Tanah di JI. Kenari

Yogyakarta (Eks Gudang

BLPT)

Tanah di Patehan Tengah
No. 25 Kraton, Yogyakarta

Penyewa

Yayasan Dharmapala

Pemkab Bantul

dr. Soedarman

KPRI Sumber Rejeki

Kelompok Tani Tirto
Manunggal

PT. Surya Abhinaya
Sentosa
PT. Setia
Tritunggal

Mataram

Pemerintah
Kalurahan
Widodomartani

PT. Daya Armada

Nusantara

Tien Setiantoro
Aris Purnomo

Sumartiningsih

Realisasi
Pendapatan
Sewa 2023 (Rp)

45.200.000

17.460.000

188.125.000

7.050.000

2.700.000.000

7.650.000.000

12.500.000

Tahun

Keterangan

Pembayaran
dilakukan utk 5 th
sekaligus (2021-
2026)

Pembayaran
dilakukan utk 5 th
sekaligus (2023-
2028)

Pembayaran
dilakukan pada
tahun 2019 utk 5
tahun sekaligus
(2019-2024)

Pembayaran
dilakukan pada
tahun 2021 utk 5 th
sekaligus (2021-
2026)
Pembayaran
dilakukan pada
tahun 2022 utk 5
tahun sekaligus
(2022-2027)
Pembayaran
dilakukan pada
tahun 2022 utk 3
tahun sekaligus
(2022-2025)
Pembayaran
dilakukan pada
tahun 2022 utk 3
tahun sekaligus
(2022-2025)
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No

16

17

18

19

20

21

Lokasi

Sebagian tanah dan
bangunan di Karangjati,
Milati, Sleman

Tanah dan bangunan di
Mrican Baru,
Caturtunggal, Depok,
Sleman

Lahan Tambak Udang di
Gadingsari, Sanden,
Bantul

Tanah dan bangunan di JI.

Janti (Eks Dinas Gedung
Pertambangan)
Tanah di Sorok,
Sumbermulyo,
Bambanglipuro, Bantul

Tanah dan bangunan di
JI. DI. Panjaitan No. 70
Mantrijeron,
Suryodiningratan,
Yogyakarta

Gubernur DIY

Penyewa

Roos Ani

Hermawan
Badan Anti Korupsi

PT. Avo Innovation
Technology
Ir. Bambang
Priambodo
YB. Pratomo
PT. Anindya Mitra

Internasional

Muhyudi Prabowo

Widodo Mulyo

Early Childhood Care

and Development
Resource Center
(ECCD-RC)

Realisasi
Pendapatan
Sewa 2023 (Rp)

3.310.000

32.300.000

336.651.000

Keterangan

Pembayaran
dilakukan pada
tahun 2022 utk 3
tahun sekaligus
(2022-2025)

Pembayaran
dilakukan pada
tahun 2022
Pembayaran
dilakukan utk 2
tahun sekaligus
(2023-2025)
Pembayaran
dilakukan pada
tahun 2022 utk 2
tahun sekaligus
(2022&2023)
Pembayaran
dilakukan pada
tahun 2022 utk 5 th
sekaligus (2022-
2027)

Pembayaran
dilakukan pada
tahun 2021 utk 3 th
sekaligus (2021-
2023)

Pembayaran
dilakukan pada
tahun 2022 utk 3 th
sekaligus (2022-
2025)

Pembayaran
dilakukan pada
tahun 2021 utk 5 th
sekaligus (2021-
2026)
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No

22

23

24

25

26

27

28

28

29

2-94 |

Lokasi

Tanah dan bangunan di
Komplek Griya Permata
Hijau Nomor D.1
Purwomartani, Kalasan,
Sleman

Tanah dan bangunan di
JI. Sriti No. 20 G
Caturtunggal, Depok,
Sleman

Tanah dan bangunan di JI.
Kusumanegara No. 168E
Yogyakarta

Tanah eks Tanah Kas Desa
Wates (+67 Bidang Tanah)

Tanah dan Bangunan Eks
Diklat Perindustrian,
Malangan, Ringroad
Selatan

Tanah dan Bangunan EKS
PPK Kulon Progo Jalan
Wates-Purworejo km.10
Seworan, Triharjo, Wates
Tanah di Jalan Kenari,
Semaki, Yogyakarta

Tanah di Jalan Kenari,
Semaki, Yogyakarta

Tanah di Sumberagung,
Moyudan, Sleman

Penyewa

CV. Plainthing Group

Lembaga Konsumen
Yogyakarta

LP2Desaku

103 Penyewa

Yayasan Yogyakarta
Angga Binangun

Koperasi
Pura | Avia

Angkasa

Depri Priatna

Uep Sumiarsah
Juju
Zuljasrifon

Pemerintah
Kalurahan
Sumberagung

Realisasi
Pendapatan
Sewa 2023 (Rp)

25.600.000

369.691.986

67.704.000

24.400.000

5.000.000
4.000.000

Tahun

Keterangan

Pembayaran
dilakukan pada
tahun 2021 utk 3 th
sekaligus (2021-
2024)

Pembayaran
dilakukan pada
tahun 2021 utk 2 th
sekaligus (2021-
2023)

Pembayaran untuk
retribusi eks TKD
Wates 2023-2024

Pembayaran
dilakukan pada
tahun 2022 untuk 5
th sekaligus (2022-
2027)

Pembayaran
dilakukan pada
tahun 2021 untuk 5
th sekaligus (2021-
2026)

Pembayaran
dilakukan pada
tahun 2022 untuk 5
th sekaligus (2022-
2027)
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No

Realisasi
Lokasi Penyewa Pendapatan Keterangan
Sewa 2023 (Rp)

30 Tanah di Hargobinangun, PT. Anindya Mitra 320.000.000 Pembayaran untuk
Pakem, Sleman Internasional 5 th sekaligus

(2023-2028)

Sumber: BPKA DIY, 2024

Atas barang milik daerah berupa tanah Hak Guna Bangunan (HGB)
dan bangunan “Malioboro Hotel” beserta fasilitasnya di Jalan
Margo Utomo d/h Jalan Malioboro No. 52-58 yang merupakan
milik Pemda DIY dilakukan pemanfaatan melalui bentuk sewa
kepada PT. Setia Mataram Tritunggal dengan nilai sewa
Rp7.650.000.000,00 untuk jangka waktu sewa 13 September 2022
sampai dengan 12 September 2023. Atas Sewa tersebut kemudian
dilakukan perpanjangan sewa kepada PT. Setia Mataram Tritunggal
untuk jangka waktu sewa 13 September 2023 sampai dengan 12
September 2024 dengan nilai sewa Rp7.650.000.000,00. Pada
tahun 2023 juga dilakukan persiapan pemanfaatan di 2024 dengan
cara Kerjasama Pemanfaatan (KSP) untuk jangka waktu panjang 30

tahun.

2) BMD berupa Rumah Daerah yang dimanfaatkan melalui Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah.
Tabel 2.37. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan
Melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Realisasi
No Lokasi Penyewa Pendapatan Sewa Ket
2023 (Rp)
1 JI. Colombo Nomor 59 Yogyakarta Mrabawanati / Asep 4.060.000 -
S
2 JI. Colombo Nomor 60 Yogyakarta Ir. Syahbenol 7.521.600 -
Hasibuan
3 JI. Colombo Nomor 61 Yogyakarta  Sugistiati 2.459.460 -
4 JI. Janturan Nomor 29 Yogyakarta Iwan Kurniawan, 2.792.400 -
S.STPar
5 JI. Janturan Nomor 29 A Yogyakarta Asmita 698.100 -
Gubernur DIY
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No

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

Lokasi

JI. Sriti Nomor 20 B Demangan,
Yogyakarta

JI. Sriti Nomor 20 C Demangan,
Yogyakarta

JI. Sriti Nomor 20 E Demangan,
Yogyakarta

JI. Bima Nomor 25 Jurugentong,
Banguntapan, Bantul

JI. Bima Nomor 25 A Jurugentong,
Banguntapan, Bantul

JI. Bima Nomor 25 B Jurugentong,
Banguntapan, Bantul

JI. Bima Nomor 25 C Jurugentong,
Banguntapan, Bantul

JI. D.1. Panjaitan No. 74 Mantrijeron,
Suryodiningratan, Yogyakarta

JI. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede,
Yogyakarta (1)

JI. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede,
Yogyakarta (2)

JI. Gedongan Baru | Nomor A.1
Pelemwulung, Banguntapan, Bantul
JI. Gedongan Baru | Nomor A.2
Pelemwulung, Banguntapan, Bantul
JI. Gedongan Baru | Nomor A.3
Pelemwulung, Banguntapan, Bantul
JI. Gedongan Baru | Nomor A.4
Pelemwulung, Banguntapan, Bantul
JI. Gedongan Baru | Nomor B.1
Pelemwulung, Banguntapan, Bantul
JI. Gedongan Baru | Nomor B.2
Pelemwulung, Banguntapan, Bantul
JI. Gedongan Baru | Nomor B.3
Pelemwulung, Banguntapan, Bantul
JI. Gedongan Baru | Nomor B.4
Pelemwulung, Banguntapan, Bantul
Panggungharjo, Sewon, Bantul (1)
Panggungharjo, Sewon, Bantul (3)
Panggungharjo, Sewon, Bantul (4)
Panggungharjo, Sewon, Bantul (5)

Penyewa
Ny. Dra.
Sulistyaningsih
Bambang Hermanto,
SH, M.Hum
Niken Styawati
Eko Fajar Laksana
Maria Kristina Budi
Adjie Mardana
M. Ridwan S
Ny. Djaenab Murniati
Monika Irene
Donatirin
Jaka Surana, SE
Siti Mukaronah
Arum Iswandari
Rini Setraparwati
Dwi Nugroho
Eko Supriyanto, SH
Tri Mulyadi, S.Hut,
MP
Nitis Mito
Hasan Khoiri, A.Md

Suhartati

Mashudi

Gutik Lestarna, SPT
Wahyuningsih

Tahun

Realisasi
Pendapatan Sewa Ket
2023 (Rp)
3.396.000 -
5.494.000 -
1.464.000
3.142.930 -
2.904.820 -
780.000 -
1.878.000 -
8.797.600 -
4.148.790 -
2.023.800 -
2.286.000 -
630.000 -
3.505.200 -
2.367.600 -
2.340.000 -
2.286.000 -
2.286.000 -
3.103.200 -
2.994.000 -
1.497.000 -

2.994.000 -
3.493.000 -
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No

28 Jalan Manukan, Condongcatur,
29 Jumeneng, Sumberadi, Mlati,
30 JI. Panembahan Romo Nomor 65

Prenggan, Kotagede, Yogyakarta
31 JI. Podang No. 4 Caturtunggal,

Lokasi

Depok, Sleman

Sleman

Depok, Sleman

Sumber: BPKA DIY, 2024

3)

Pe

Admadja

Pujiati

Realisasi

nyewa

Pendapatan Sewa Ket

2023 (Rp)

Yasrizal, S.Sos, M.Si
Purwiyani Dewi
Dra. Rahayu Endang

Anastasia Sri Winarsi

2.292.010 -

3.160.800 -

6.306.600 -

2.415.600 -

BMD yang dioptimalkan melalui pinjam pakai tertuang dalam 34

perjanjian pinjam pakai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.38. Barang Milik Daerah yang Dioptimalkan Melalui Pinjam Pakai

No

1

Objek Pinjam Pakai

Barang Milik daerah
Pemda DIY berupa 13
bidang tanah dan 2
bangunan gedung yang
terletak di Kabupaten
Kulon Progo

Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa 10
bidang tanah vyang
terletak di Kabupaten
Kulon Progo

Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa satu
bidang tanah vyang
terletak di Kabupaten
Kulon Progo

Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa
sebagian bidang tanah
di Kota Yogyakarta dan
satu unit kendaraan
dinas operasional roda
empat.

Gubernur DIY

Berdas
SK Gubernur
357/KEP/2020

39/KEP/2020

228/KEP/2022

125/KEP/2021

arkan
Perjanjian
43/PERJ/SEKDA/XII
/2020

11/PERJ/SEKDA/II/
2020

29/PERJ/SEKDA/VII
1/2022

16/PERJ/GUB/V/20
21

Peminjam

Pemkab
Kulon Progo

Pemkab
Kulon Progo

Pemkab
Kulon Progo

Kanwil BPN DIY
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No

10

11

Objek Pinjam Pakai

Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa
sepuluh bidang tanah
dan tiga unit bangunan
yang terletak di
Kabupaten Bantul
Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa
sebagian bidang tanah
yang terletak di Kota
Yogyakarta.

Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa satu
bidang tanah di
Kabupaten
Gunungkidul

Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa
delapan belas bidang
tanah yang terletak di
Kabupaten
Gunungkidul

Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa tiga
bidang tanah dan satu
unit bangunan yang
terletak di Kota
Yogyakarta

Barang Milik Daerah
Pemda DIY Dberupa
Sebagian
bangunan/gedung di
Kota Yogyakarta

Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa satu
bidang tanah vyang
terletak di Kota
Yogyakarta

Tahun

Berdasarkan L
L Peminjam
SK Gubernur Perjanjian
328/KEP/2020  41/PERJ/SEKDA/XI/ Pemkab Bantul
2020

79/KEP/2020 15/PERJ/SEKDA/V/ BPS Kota
2020 Yogyakarta

291/KEP/2019  5/PERJ/SEKDA/II/2 Pemkab
020 Gunungkidul

40/KEP/2021 5/PERJ/SEKDA/III/2 Pemkab

021 Gunungkidul
143/KEP/2020 24/PERJ/SEKDA/VII Pemkot
/2020 Yogyakarta

308/KEP/2020  37/PERJ/SEKDA/X/ Sekber
2020 Kartamantul

89/KEP/2020 18/PERJ/SEKDA/V/ ISI Yogyakarta
2020
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No

12

13

14

15

16

17

18

19

Objek Pinjam Pakai

Barang Milik Daerah

Pemda DIY berupa
sembilan bidang tanah
yang terletak di

Kabupaten Sleman
Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa tiga
bidang tanah di kota
Yogyakarta dan
peralatan dan mesin
Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa lima

kendaraan dinas
operasional roda
empat dan dua
kendaraan dinas

operasional roda dua.
Barang Milik Daerah
Pemda DIY Dberupa
sebagian bidang tanah
di Kota Yogyakarta.
Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa satu
unit kendaraan dinas
operasional roda
empat.

Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa
sebagian tanah di
Kabupaten Bantul dan
di Kabupaten Sleman
Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa satu
bidang tanah dan
bangunan yang terletak
di Kota Yogyakarta.
Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa satu
bidang tanah vyang
terletak di Kabupaten
Sleman

Gubernur DIY

Berdasarkan L
o Peminjam
SK Gubernur Perjanjian
167/KEP/2023  19/PERJ/SEKDA/VII Pemkab Sleman
/2023
115/KEP/2023  14/PERJ/SEKDA/VI/ KPU DIY
2023
31/KEP/2020 9/PERJ/SEKDA/INI/2 KPU DIY
020
204/KEP/2023  15/PERJ/SEKDA/VI/ BNNP DIY
2023
284/KEP/2023 21/PERJ/SEKDA/X/ Pangkalan TNI
2023 AL Yogyakarta
430/KEP/2020  1/PERJ/SEKDA/1/20 Detasemen Zeni
21 Bangunan 2/IV
Yogyakarta
86/KEP/2020 16/PERJ/SEKDA/V/ BSSN RI
2020
245/KEP/2022  31/PERJ/SEKDA/IX/ BPS R
2022
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No

20

21

22

23

24

25

26

27

Objek Pinjam Pakai

Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa
sebagian bidang tanah
dan sebagian bangunan
yang terletak di Kota
Yogyakarta.

Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa 3
unit kendaraan dinas
operasional roda
empat.

Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa satu
unit kendaraan dinas
operasional roda
empat.

Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa satu
unit kendaraan dinas
operasional roda
empat.

Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa satu
unit kendaraan
operasional dinas roda
empat.

Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa satu
unit kendaraan
operasional dinas roda
empat.

Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa
sebagian bidang tanah
yang terletak di
Kabupaten Sleman.
Barang Milik Daerah
DIY berupa tiga bidang
tanah dan satu unit
bangunan yang
berlokasi  di Kota
Yogyakarta.

Tahun

Berdasarkan L
L Peminjam
SK Gubernur Perjanjian
363/KEP/2023  26/PERJ/SEKDA/XI/  Bawaslu DIY
2023

256/KEP/2022 32/PERIJ/SEKDA/IX/ Korem
2022 072/Pamungkas

97/KEP/2020  19/PERJ/SEKDA/V/ Pangkalan TNI
2020 AU Adi Sutjpto

60/KEP/2019 8/PERJ/SEKDA/V/2  Pangkalan TNI

019 AU Adi Sutjpto
269/KEP/2020 Kejaksaan
49/PERJ/SEKDA/X/ Tinggi DIY
2022

268/KEP/2022  50/PERJ/SEKDA/X/ Polda DIY
2022

31/KEP/2021 3/PERJ/SEKDA/11/2 Kalurahan
021 Bokoharjo

347/KEP/2021  34/PERJ/SEKDA/XI/ Pemkot
2021 Yogyakarta
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No

28

29

30

31

32

33

34

Objek Pinjam Pakai

Barang Milik Daerah
DIY berupa satu bidang
tanah yang terletak di
Kota Yogyakarta.
Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa satu
bidang tanah dan satu
unit bangunan yang
terletak di Kabupaten
Sleman.

Barang Milik Daerah
Pemda DIY berupa satu
bidang tanah dan dua
unit bangunan yang
terletak di Kota
Yogyakarta

Barang Milik Daerah
Pemda DIY Dberupa
tanah dan bangunan di
Kabupaten Sleman
Barang Milik Daerah

berupa satu unit
kendaraan dinas
operasional roda
empat.

Barang Milik Daerah
berupa satu unit
bangunan di  Kota
Yogyakarta.

Barang Milik Daerah
berupa sebagian tanah
dan satu unit bangunan
di Kota Yogyakarta.

Sumber: BPKA DIY, 2024

Berdasarkan
SK Gubernur Perjanjian
368/KEP/2021  35/PERJ/SEKDA/XI/
2021
257/KEP/2022  1/PERJ/SEKDA/I1/20
23
97/KEP/2021 14/PERJ/SEKDA/IV/
2021
265/KEP/2022 66/PERJ/SEKDA/XII
/2022
52/KEP/2023 4/PERJ/SEKDA/I/2
023
399/KEP/2023 30/PERJ/SEKDA/XII
/2023
159/KEP/2021 21/PERJ/SEKDA/VII
/2021

1) Pembersihan Lahan

Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah

Peminjam

Pemkot
Yogyakarta

BAIS TNI

KPPU RI

Polda DIY

Sekber
Kartamantul

Pemkot
Yogyakarta

BKSDA
Yogyakarta

Pembersihan lahan dilaksanakan pada 3 (tiga) bidang tanah idle

untuk menjaga

kualitas

dan kesiapan

lahan agar

dapat

didayagunakan. Tiga bidang tanah yang dilakukan pembersihan

Gubernur DIY
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2)

Tahun

lahan meliputi (1). Tanah sisi timur Kawasan Jogja Expo Center, (2)
Tanah di Gunung Sempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul dan (3)
Tanah di Jalan Taman Siswa, Mergangsan, Yogyakarta. Anggaran
yang digunakan dalam pelaksanaan pembersihan lahan adalah
Rp16.200.000,-

Asuransi Barang Milik Daerah

Asuransi Barang Milik Daerah bertujuan untuk mengalihkan resiko
atau ketidakpastian atas Barang Milik Daerah bila terjadi sesuatu
peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis. Asuransi
barang milik daerah dilaksanakan terhadap kendaraan dinas
operasional roda empat ke atas dan bangunan gedung. Pemilihan
penyedia asuransi dilaksanakan dengan dengan cara tender oleh
Balai Layanan Pengadaan (BLP). Masa pertanggungan asuransi
adalah 21 Juli 2023 sampai dengan 21 Juli 2024 yang didanai
melalui APBD tahun anggaran 2023 dengan anggaran tersedia
sebesar Rp650.000.000,00. Pelaksanaan asuransi barang milik

daerah dengan rincian sebagai berikut:

a) Asuransi kendaraan dinas operasional roda empat ke atas
milik Pemda DIY, dengan penyedia jasa PT. Asuransi Sinar Mas
dengan pagu anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan nilai
kontrak asuransi kendaraan sebesar Rp287.195.903,00,00.
Total kendaraan yang diasuransikan sebanyak 136 unit
kendaraan, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pertanggungan komprehensif dengan perluasan Banijir,
Gempa Bumi, huru-hara Kerusuhan, terorisme dan
sabotase, TJH pihak ketiga dan kecelakaan diri
(pengemudi dan penumpang) sebanyak 8 unit
kendaraan, dan;

(2) Pertanggungan komprehensif tanpa perluasan sebanyak

128 unit kendaraan.
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b) Asuransi bangunan gedung dilaksanakan dalam bentuk
pertanggungan kebakaran (Flexas) dan pertanggungan
gempa bumi dengan Penyedia jasa PT Asuransi Sinar Mas.
Pagu Anggaran untuk asuransi bangunan gedung adalah
Rp350.000.000,- dan nilai kontrak sebesar
Rp348.176.579,00,00. Terdapat 73 unit bangunan yang
diasuransikan dengan rincian sebagai berikut:

(1) Asuransi kebakaran (Flexas) dan asuransi gempa bumi
dengan perluasan RSMDCC (Riot, Strike, Malicious
Damage, and Civil Commotions) sebanyak 2 unit
bangunan;

(2) Asuransi Kebakaran (Flexas) dengan perluasan RSMDCC
(Riot, Strike, Malicious Damage, and Civil Commotions)
sebanyak 28 unit bangunan; dan

(3) Asuransi kebakaran (Flexas) sebanyak 43 unit bangunan.

3) Pengamanan Fisik Bangunan Gedung

Pengamanan fisik bangunan gedung dilaksanakan dengan
menyediakan satuan pengamanan (tenaga keamanan) pada 4
(empat) lokasi barang milik daerah, yakni (a) Tanah dan bangunan
di Jalan Jenggotan, Jetis, Kota Yogyakarta, (b) Tanah dan bangunan
di Jalan Cik di Tiro, Yogyakarta, (c) Tanah dan bangunan di Jalan
Tunjung Baru, Yogyakarta dan (d) Tanah dan bangunan gudang di
Jalan Abu Bakar Ali, Yogyakarta. Pengamanan dilaksanakan oleh 2
tenaga keamanan pada masing-masing lokasi bertujuan untuk
memastikan terjaminnya keamanan, kebersihan dan ketertiban
pada objek pengamanan. Anggaran yang digunakan dalam
pelaksanaan pengamanan fisik bangunan gedung adalah
Rp202.020.000,00.
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BAB Il
Hasil Penyelenggaraan

Urusan Pemerintah Yang
Menjadi Kewenangan
Daerah

A. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN PEMDA

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural
Masyarakat — Angka Inclusive Growth Index (1Gl)

Peningkatan kinerja perekonomian berupa pertumbuhan ekonomi yang
tinggi tidak menjamin bahwa semua orang akan memperoleh manfaat yang
sama. Ukuran keberhasilan pembangunan maupun dinamika perekonomian
suatu daerah bukan hanya ditentukan oleh faktor pertumbuhan ekonomi.
Keberhasilan tersebut juga ditentukan dari kemampuan daerah dalam
mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat serta
mengurangi permasalahan sosial ekonomi termasuk tingkat pengangguran

dan kemiskinan.

Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif atau yang selanjutnya dikenal sebagai
Inclusive Growth Index (IGI) telah dikembangkan sebagai sebuah ukuran
yang mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan masalah sosial.
Indikator tersebut dikembangkan oleh beberapa lembaga internasional
seperti Asian Development Bank (ADB), World Economic Forum (WEF), dan
United Nation Development Programme (UNDP). Indikator yang diciptakan
adalah sebuah set variabel dan formula untuk melakukan pengukuran
pertumbuhan ekonomi alternatif yang menekankan pada kesetaraan akses

terhadap peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat.
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Tahun

Pengukuran ini disebut dengan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang
mencerminkan suatu pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan
kesempatan-kesempatan ekonomi yang sama bagi semua orang.
Pertumbuhan ekonomi inklusif berfokus pada penciptaan kesempatan
ekonomi dan akses yang sama bagi semua anggota masyarakat dari semua
golongan. Menurut Asian Development Bank (ADB) dan Bappenas,
setidaknya ada 3 pilar dalam kerangka kerja pertumbuhan ekonomi inklusif,
yaitu: 1) pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi, efisien,
dan berkelanjutan; 2) pilar inklusif sosial (pemerataan pendapatan dan
pengurangan kemiskinan); serta 3) pilar jaring pengaman sosial (perluasan
akses dan kesempatan). Ketiga pilar tersebut harus didasari oleh tata kelola

dan kelembagaan yang baik.

Nilai IGI berkisar dari 0 s/d 10, jika nilainya < 4 berarti kurang memuaskan,
nilai antara 4 s/d 7 berarti memuaskan sedangkan nilai 8 s/d 10 artinya
sangat memuaskan. Capaian angka IGI DIY selama periode 2019 — 2023
dapat dilihat sebagaimana grafik di bawah ini.

6,24
6,12
6,01

5,87
5,78

2019 2020 2021 2022 2023*

Gambar 3.1.  Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IGI) Tahun 2019-2023

Keterangan : Angka tahun 2023 adalah proyeksi
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (data olahan)

Nilai IGI sempat menurun di tahun 2020 sebagai dampak pandemi.
Meskipun demikian selama tahun 2020 sampai 2023, nilai IGI menunjukkan
tren kenaikan pertumbuhan ekonomi inklusif di DIY. Selama periode 2020
sampai 2023, 1GI meningkat sebesar 0,23 poin. Nilai IGl sebesar 6,01
mengindikasikan bahwa pembangunan inklusif DIY dikategorikan sebagai

memuaskan. Tren peningkatan nilai IGI menunjukkan bahwa perkembangan
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ekonomi DIY disertai dengan menurunnya tingkat kemiskinan serta

perluasan akses dan tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Indikator Tujuan Angka Inclusive Growth
Index (1Gl) Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Tujuan Realisasi 2023
2022 Target Realisasi % Realisasi*
Angka Inclusive Growth Index 6,24 6,31 6,01 95,25
(IGl) 6,15 (2021) menjadi 6,64
(2026)

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024 (angka proyeksi)

Capaian tahun 2023 adalah sebesar 6,01 yang menunjukkan realisasi di
bawah target 6,31 dengan tingkat capaian 95,25%. Meskipun pada tahun
2023 persentase ketercapaian belum sesuai dengan target yang telah
ditetapkan dalam RPD tahun 2023-2026 namun secara angka indeks
mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Hal
tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan
inklusivitas pembangunan di DIY melalui aspek pertumbuhan ekonomi,
ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan sudah berjalan
sesuai rencana meskipun masih perlu upaya lebih keras serta
mengidentifikasi indikator-indikator pembentuk yang kurang optimal dalam

upaya mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Reformasi Birokrasi merupakan indikator indeks yang diterbitkan
oleh Kementerian PAN dan RB RI atas Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah. Indeks reformasi Birokrasi mencerminkan
kualitas perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin memenuhi
karakteristik organisasi berbasis kinerja bersih, bebas dari KKN, akuntabel,
dan profesional melayani serta memberikan dampak nyata pada pencapaian

program pembangunan.
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Tahun

Target dan capaian indikator tujuan berupa Indikator Reformasi Birokrasi (RB)
Pemda DIY tahun 2023 yang diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian PAN
dan RB Rl tersaji dalam tabel di bawah:

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi
Tahun 2022-2023 serta Capaian 2023

Indikator Tujuan Realisasi 2023
2022 Target Realisasi % Realisasi
Indikator reformasi Birokrasi dari 81,08 81,08 A A 100
(A) (2022) menjadi 84,38 (A) (2026) (A)

Sumber: Kemen PAN dan RB RI, 2024

Publikasi Kementerian PAN dan RB RI Nomor B/99/RB.06/2024 tanggal 1
Februari 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Pemda DIY berada pada kategori
dan Predikat A (A- dengan catatan) dengan nilai 88,15. Capaian tersebut
telah memenuhi target tujuan RPD Tahun 2023 yaitu Indeks dengan Predikat
A. Hasil Evaluasi Komponen, Sub Komponen dan Indikator Penilaian
Reformasi Birokrasi Pemda DIY tertanggal 1 Februari 2024 adalah sebagai
berikut:

Tabel 3.3. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemda DIY

No. Komponen Sub Komponen Indikator Penilaian Bobot Skor Ii':ic:x

1 RB General Strategi Pelaksanaan Rencana Aksi 3 2,42 2,42
RB General Pembangunan RB General

2 RB General Strategi Pelaksanaan Tingkat Implementasi 7 100 5,65
RB General Rencana Aksi RB General

3 RB General Capaian Pelaksanaan  Persentase Penyderhanaan 2 53 1,06
Kebijakan Reformasi Struktur Organisasi
Birokrasi

4 RB General Capaian Pelaksanaan  Tingkat Capaian Sistem 2 3 1,2
Kebijakan Reformasi Kerja untuk
Birokrasi Penyderhanaan Birokrasi

5 RB General Capaian Pelaksanaan  Tingkat Maturitas Sistem 4 3,61 2,89
Kebijakan Reformasi Pengendalian Intern
Birokrasi Pemerintah (SPIP)

6 RB General Capaian Pelaksanaan  Tingkat Keberhasilan 3 15 1,29
Kebijakan Reformasi Pembangunan Zona
Birokrasi Integritas
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No. Komponen

7 RB General

8 RB General

9 RB General

10 RB General

11 RB General

12 RB General

13 RB General

14 RB General

15 RB General

16 RB General

17 RB General

18 RB General

19 RB General

20 RB General

Gubernur DIY

Sub Komponen

Capaian Pelaksanaan
Kebijakan Reformasi
Birokrasi
Capaian Pelaksanaan
Kebijakan Reformasi
Birokrasi
Capaian Pelaksanaan
Kebijakan Reformasi
Birokrasi

Capaian Pelaksanaan
Kebijakan Reformasi
Birokrasi
Capaian Pelaksanaan
Kebijakan Reformasi
Birokrasi

Capaian Pelaksanaan
Kebijakan Reformasi
Birokrasi

Capaian Pelaksanaan
Kebijakan Reformasi
Birokrasi

Capaian Pelaksanaan
Kebijakan Reformasi
Birokrasi

Capaian Pelaksanaan
Kebijakan Reformasi
Birokrasi

Capaian Pelaksanaan
Kebijakan Reformasi
Birokrasi

Capaian Pelaksanaan
Kebijakan Reformasi
Birokrasi

Capaian Pelaksanaan
Kebijakan Reformasi
Birokrasi

Capaian Sasaran
Strategis Reformasi
Birokrasi

Capaian Sasaran
Strategis Reformasi
Birokrasi

Indikator Penilaian Bobot Skor
Nilai Sitem Akuntabilitas 4 92,1
Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)

Indeks Perencanaan 2,5 89,17
Pembangunan
Tingkat Implementasi 2 1

Kebijakan Arsitektur

Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE)
Tingkat Digitalisasi Arsip 2,5

Tingkat Tindak Lanjut 2,5
Pengaduan Masyarakat

(LAPOR) yang Sudah
Diselesaikan

Indeks Kualitas Kebijakan 2

Indeks Reformasi Hukum 2

Tingkat Kematangan 2
Penyelenggaraan Statistik
Sektoral

Indeks Tata Kelola 2,5
Pengadaan
Indeks Sistem Merit 4

Indeks Pelayanan Publik 1,5
Tingkat Kepatuhan Standar 1,5
Pelayanan Publik

Indeks SPBE 9

Capaian IKU Makro 2

88,91

96,64

88,37

349

4,57

94,18

4,22

100

Skor
Index

3,68

2,23

0,4

2,22

1,93

1,2

1,33

3,4

1,37

1,41

7,6
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No.

21

22

23

24

25

26

Komponen Sub Komponen

RB General Capaian Sasaran
Strategis Reformasi
Birokrasi

RB General Capaian Sasaran
Strategis Reformasi
Birokrasi

RB General Capaian Sasaran
Strategis Reformasi
Birokrasi

RB General Capaian Sasaran
Strategis Reformasi
Birokrasi

RB General Capaian Sasaran
Strategis Reformasi
Birokrasi

RB General Capaian Sasaran
Strategis Reformasi
Birokrasi

Capaian RB General

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

RB Tematik Strategi Pelaksanaan
RB Tematik

RB Tematik Strategi Pelaksanaan
RB Tematik

RB Tematik Strategi Pelaksanaan
RB Tematik

RB Tematik Strategi Pelaksanaan
RB Tematik

RB Tematik Strategi Pelaksanaan
RB Tematik

RB Tematik Strategi Pelaksanaan
RB Tematik

RB Tematik Strategi Pelaksanaan
RB Tematik

RB Tematik Strategi Pelaksanaan
RB Tematik

RB Tematik Strategi Pelaksanaan
RB Tematik

RB Tematik Strategi Pelaksanaan
RB Tematik

Indikator Penilaian

Capaian IKU Non Makro

Opini BPK

Tindak Lanjut
Rekomendasi BPK

Indeks BerAkhlak

Survei Penilaian Integritas

Survei Kepuasan
Masyarakat

Pengentasan Kemiskinan
(Rencana Aksi)

Realisasi Investasi
(Rencana Aksi

Digitalisasi Administrasi
Pemerintahan Fokus
Penanganan Stunting
(Rencana Aksi)
Penggunaan Produk Dalam
Negeri (Rencana Aksi)
Laju Inflasi (Rencana Aksi)

Pengentasan Kemiskinan
(Capaian OQutput)

Realisasi Investasi (Capaian
Output)

Digitalisasi Administrasi
Pemerintahan Fokus
Penanganan Stunting
(Capaian OQutput)
Penggunaan Produk Dalam
Negeri (Capaian Output)
Laju Inflasi (Capaian
Output)

Bobot Skor
8 57,14
5 5
4 92
4 62,9

10 77,33

8 86,67
100
0,4 0,38
0,4 0,38
0,4 0,38
04 04
0,4 0,38
0,6 79,46
0,6 93,94
0,6 53,56
0,6 85,71
0,6 85,71

Tahun

Skor
Index
4,21

3,68

2,52

7,73

6,93

75,35

0,38

0,38

0,38

0,4

0,38

0,45

0,54

0,31

0,51

0,49
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No. Komponen Sub Komponen Indikator Penilaian Bobot Skor Ii';‘:(
37 RB Tematik Capaian Dampak RB Penurunan Tingkat 3 1,39 1,39
Tematik Kemiskinan (Capaian
Dampak)
38 RB Tematik Capaian Dampak RB Peningkatan Realisasi 3 1,76 1,76
Tematik Investasi (Capaian
Dampak)
39 RB Tematik Capaian Dampak RB Tingkat Penggunaan 3 2,97 2,97
Tematik Produk Dalam Negeri
(Capaian Dampak)
40 RB Tematik Capaian Dampak RB Digitalisasi Administrasi 3 046 046
Tematik Pemerintahan Fokus
Penanganan Stunting
(Capaian Dampak)
42 RB Tematik Capaian Dampak RB Tingkat Inflasi (Capaian 3 2 2
Tematik Dampak)
Capaian RB Tematik 20 12,80
41 RB General Koefisien Koefisien 10 0 0
Indeks RB 88,15

Sumber: Kemenpan RB, 2024

Tingginya angka ketercapaian Indeks RB tahun 2023 dipengaruhi oleh
Pelaksana Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui double track
berdasarkan Peraturan menteri PAN dan RB Rl Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020 — 2024. Kedua track tersebut yaitu :

a. Reformasi Birokrasi General yang merupakan merupakan strategi
pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-
masalah tata kelola pemerintahan di dalam birokrasi yang
berkontribusi pada penyelesaian permasalahan di tingkat hulu;

b. Reformasi Birokrasi Tematik yang merupakan strategi pelaksanaan
reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah tata kelola
pemerintahan di dalam birokrasi yang berkontribusi pada penyelesaian
permasalahan di tingkat hilir atau target pembangunan nasional dan
daerah. Terdapat 5 (lima) Tematik Pembangunan yang dirumuskan
dalam Reformasi Birokrasi Tematik yaitu : Reformasi Birokrasi Tematik
Pengentasan Kemiskinan, Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian

Gubernur DIY
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Tahun

Inflasi, Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi, Reformasi Birokrasi
Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi

Tematik Administrasi Pemerintahan (Stunting).

Pelaksanaan RB berdasarkan double track RB general dan RB tematik
berdampak pada metode Evaluasi dan Klasifikasi Kriteria Indeks. Hal ini
sebagaimana tertuang dalam berdasar PermenPAN RB Nomor 9 Tahun 2023

tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

Tabel 3.4. Kategori Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi
Nilai/
Angka
1 AA >100 Sangat Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih,
Memuaskan efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan
dampak nyata kepada pembangunan melalui
percepatan transformasi digital, dan pembangunan
budaya BerAKHLAK
2 A >80 - Memuaskan Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang
100 bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan
transformasi digital, dan pembangunan budaya
BerAKHLAK, namun belum optimal dalam
mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
A- Memuaskan Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi
dengan yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena
Catatan  sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi
digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum
optimal, serta belum sepenuhnya mampu
mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3 BB >70- Sangat Baik Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang
80 bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian
pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan
pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal,
serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan
dampak nyata kepada pembangunan
4 B >60 - Baik Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai
70 birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
karena sebagian besar pelaksanaan percepatan
transformasi digital, dan pembangunan budaya
BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya
mampu  mewujudkan dampak nyata kepada

No Kategori Predikat Interpretasi

pembangunan.
5 ccC >50 - Cukup  Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil
60 percepatan transformasi digital dan pembangunan
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No Kategori
6 C
7 D

Nilai/

Angka Predikat Interpretasi
budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu
memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih,
efektif, dan berdaya saing
>30 - Kurang  RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal
50 menerapkan percepatan transformasi digital dan

pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum
mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang
bersih, efektif, dan berdaya saing

0-30 Sangat RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum

Kurang  diformalkan dan belum menerapkan percepatan
transformasi digital dan pembangunan budaya
BerAKHLAK

Sumber: KemenPAN RB, 2024

Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1)

2)

Peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas pada seluruh
unit kerja yang strategis sedemikian rupa sehingga seluruh unit
kerja di Lingkungan Pemda DIY berkomitmen untuk membangun
Zona Integritas.

Peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi bukan
sekedar pada perbaikan tata kelola pemerintahan, namun dapat

memberikan kontribusi pada hasil pembangunan.

b. Solusi

1)

2)

Gubernur DIY

Meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas melalui
upaya pembinaan unit layanan dan perumusan metodologi Survei
mandiri.

Melakukan penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik
(Tematik Pengentasan Kemiskinan, Tematik Investasi, Tematik
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan Tematik Prioritas
Presiden) melalui implementasi lintas sektor dan lintas aktor di

lingkungan Pemda DIY.
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Tahun

B. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
PEMDA

Pada dokumen RPD DIY Tahun 2022-2027 terdapat 4 sasaran Pemda dengan 10
indikator kinerja sasaran Pemda dengan capaian indikator yang disajikan pada
tabel di bawah.

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2023

Indikator Kinerja Capaian Target Realli- % . Keterang-
No Sasaran Pemda Satuan sasi Reali-
Sasaran Pemda 2022 2023 . an
2023 sasi
1 Meningkatnya Pertumbuhan persen 5,15 5,34 5,07 94,94 Tidak
Aktivitas Ekonomi Tercapai
2 Perekonomian Tingkat persen 4,06 3,42 3,69 92,11 Tidak
yang Pengangguran Tercapai
Berkelanjutan Terbuka (TPT)
3 Indeks Gini indeks 0,439 0,423 0,449 93,85 Tidak
Tercapai
4 Indeks Williamson indeks 0,4916 0,444 0,4805 91,78 Tidak
Tercapai
5 Indeks Kualitas indeks 59,92 62,96 66,29 105,29 Tercapai
Lingkungan Hidup
(IKLH)
6 Meningkatnya Indeks indeks 80,64 81,07 81,09 100,02 Tercapai
Kualitas Pembangunan
Kehidupan Sosial Manusia (IPM)
7 Masyarakat Tingkat persen 11,34 10,74 11,04 97,21 Tidak
Kemiskinan Tercapai
8 Terpelihara dan Indeks indeks 66,52 74,58 66,52* 89,19 Tidak
Berkembangnya Pembangunan Tercapai
Kebudayaan Kebudayaan (IPK)
9 Meningkatnya Opini BPK opini WTP WTP  WTP 100  Tercapai
10 Kapasitas Tata Nilai AKIP nilai AA AA AA 100  Tercapai
Kelola

Pemerintahan
Ket.: *) Realisasi tahun 2023 adalah hasil IPK tahun 2022. Untuk rilis angka IPK tahun 2023 baru
akan diterbitkan pertengahan tahun 2024
Sumber: Bappeda DIY, 2024 (data diolah)

Jika melihat tabel di atas, dari 10 indikator kinerja sasaran Pemda terdapat 6
indikator kinerja sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan atau
capaian masih di bawah 100%, diantaranya: Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini, Indeks Williamson, Tingkat Kemiskinan,
dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).
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1. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan -
Pertumbuhan Ekonomi

Selama lima tahun terakhir perekonomian DIY menunjukkan tren
penurunan pertumbuhan. Pada tahun 2020 perekonomian DIY mengalami
kontraksi karena dampak pandemi Covid-19 dengan tumbuh -2,69% (BRS
Nomor 14/02/34/Th.XXlll, 5 Februari 2021). Pada tahun 2021, ekonomi DIY
dapat rebound dengan tumbuh sebesar 5,58% dan selanjutnya
pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sampai tahun 2023 dengan
tumbuh sebesar 5,07%. Pertumbuhan Ekonomi DIY tahun 2023 lebih tinggi

dibandingkan nasional dengan selisih 0,02 poin.

6,59
S 5,15 507

2019 2020 2021 2022 2023
-2,69

Gambar 3.2.  Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2019-2023 (%)
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Dengan realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07%, tingkat
ketercapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 adalah 94,94%.
Adapun target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 adalah 5,34%.

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Pertumbuhan
Ekonomi Tahun 2023

C i 2023
Indikator Kinerja Sasaran Pemda  Satuan apaian . .
2022 Target Realisasi % Realisasi
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi % 5,15 5,34 5,07 94,94

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 didukung oleh
pertumbuhan positif di semua lapangan usaha. Pertumbuhan paling tinggi

dicapaioleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh 10,29%
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Tahun

dan diikuti pertumbuhan lapangan Transportasi dan Pergudangan yang
tumbuh 10,27% serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan
pertumbuhan sebesar 8,72%.

Berdasarkan sisi pengeluaran, jenis pengeluaran yang tumbuh terbesar
adalah Pengeluaran Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (PKLNPRT) vyaitu
sebesar 8,75%. Ekspor luar negeri merupakan jenis pengeluaran yang
tumbuh tertinggi di tahun 2022 vyaitu sebesar 8,33%. Sedangkan
Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh 6,5%.

Tingkat capaian pertumbuhan tahun 2023 menurun sebesar 0,05 poin
dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tahun
2023 adalah 5,07% dengan tingkat capaian sebesar 94,94% dari target
pertumbuhan ekonomi dalam RPD 2022-2026 sebesar 5,34%.

Berdasar data terakhir tahun 2023, selama tiga tahun tahun terakhir, semua
kabupaten/kota se-DY tumbuh positif setelah mengalami kontraksi di tahun
2020. Pada tahun 2023, Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang
tumbubh tertinggi yaitu 5,65%. Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah
yang tumbuh terendah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,03%.

Tabel 3.7. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023
Kulon Progo 13,49 -3,45 4,37 6,57 5,65
Bantul 5,53 -1,65 4,99 5,20 5,06
Gunungkidul 5,33 -0,68 5,29 5,37 5,03
Sleman 6,48 -4,05 5,61 5,15 5,09
Yogyakarta 5,96 -2,42 5,16 5,12 5,08

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan -
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan
kerja. Dengan demikian, semakin tinggi angkanya menunjukan semakin
banyak jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja atau menganggur. Tingginya

jumlah pengangguran disebabkan oleh faktor utama terbatasnya
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kesempatan kerja yang tersedia atau tidak siapnya angkatan kerja untuk
masuk ke pasar kerja disebabkan tidak sesuainya kualifikasi kompetensi yang

dimiliki pencari kerja dengan standar yang diharapkan oleh dunia kerja.

Tabel 3.8. Target dan Capaian Indikator Sasaram Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Tahun 2023

i 2023
Indikator Kinerja Sasaran Pemda  Satuan Capaian .. R
2022 Target Realisasi % Realisasi
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 4,06 3,42 3,69 92,11

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kerja
akan berdampak pada besaran capaian TPT, dimana komponen angkatan
kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Data Sakernas
Agustus 2023 BPS menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di DIY sebesar
2.221.694 orang dan jumlah kesempatan Kerja sebesar 2.139.710 orang.
Berdasarkan data juga diperoleh informasi jumlah pengangguran sebanyak
81.984 orang, turun 12.691 orang jika dibandingkan pada tahun 2022 yang
sebesar 94.945 orang. Meskipun jumlah pengangguran mengalami
penurunan namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan masa
sebelum pandemi Covid-19, sehingga tetap diperlukan kebijakan
peningkatan perluasan kesempatan kerja untuk mengimbangi laju

pertambahan jumlah angkatan kerja.

Terkait situasi ketenagakerjaan nasional di atas, data TPT DIY menunjukkan
angka penurunan vyang signifikan pasca pandemi Covid-19, hal ini
dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan ekonomi yang berdampak pada
tumbuhnya kesempatan kerja dan juga peningkatan kualitas pencari kerja.
Dalam kurun 2019 — 2023 capaian TPT tertinggi terjadi pada tahun 2020
sebesar 4,57% naik 1,39% poin dari pra pandemi Covid-19 tahun 2019.
Kemudian turun menjadi 3,69% pada tahun 2023 atau turun sebesar 0,37%
point dibanding tahun 2022 yang mencapai angka 4,06%. Hal yang perlu
dicatat bahwa capaian TPT DIY selama lima tahun terakhir masih berada
dibawah rata-rata nasional. Pada periode yang sama tahun 2020 TPT
nasional tertinggi 7,07% dan TPT DIY 4,57%. Pada tahun 2023 capaian TPT
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DIY sebesar 3,69% dan lebih rendah dibanding TPT Nasional 5,32%,
perkembangan TPT Nasional dan DIY Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada
Gambar 3. berikut.

7,07
6,49

5,86
5,23 5,32

4,57 4,56 206
’ 3,69

3,18

2019 2020 2021 2022 2023

Nasional ==@==DIY

Gambar 3.3.  Perkembangan TPT DIY dan Nasional tahun 2019 - 2023

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Target TPT yang ditetapkan dalam RPD pada tahun 2023 sebesar 3,42%,
realisasi sebesar 3,69% atau capaian realisasi sebesar 92,68%. Tidak
tercapainya target TPT ini disebabkan karena kegiatan ekonomi belum
sepenuhnya pulih, sementara musim kemarau panjang akibat pengaruh
cuaca (El Nino) mempengaruhi kesempatan kerja di pedesaan khususnya
sektor pertanian yang merupakan tiga sektor tertinggi sebagai penyerap
tenaga kerja di DIY. Di samping itu juga disebabkan oleh penambahan
penduduk usia kerja yang bermigrasi ke DIY. Peningkatan kualitas angkatan
kerja melalui berbagai macam pelatihan vokasi diharapkan mampu mengisi
kesempatan kerja yang mulai tumbuh. Adanya upaya penciptaan
kesempatan kerja melalui perluasan kerja diharapkan dapat memperkuat
pertumbuhan lapangan pekerjaan di sektor utama antara lain sektor
pariwisata, industri, pertanian dan jasa. Selain itu keterpaduan antar sektor
dan terjaganya kondusifitas iklim ketenagakerjaan di DIY diharapkan akan

meningkatkan terciptanya perluasan kesempatan kerja yang lebih optimal.
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Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan — Indeks
Gini

Perhitungan derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk
suatu wilayah salah satunya diukur menggunakan Indeks Gini atau Rasio Gini
(Gini Ratio). Pada indikator tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan
pengeluaran secara menyeluruh, angkanya berkisar antara 0 hingga 1.
Indeks Gini diupayakan agar mendekati O yang menunjukkan adanya
pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Adanya pemerataan
pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang
sama ditunjukkan dengan Indeks Gini bernilai 0. Tingkat ketimpangan yang
semakin tinggi ditunjukkan dengan Indeks Gini yang semakin mendekati 1.
Sedangkan ketimpangan yang sempurna atau satu orang memiliki segalanya
sementara orang lainnya tidak memiliki ditunjukkan dengan Indeks Gini
bernilai 1. Perkembangan Indeks Gini menurut daerah tempat tinggal di DIY
bulan Maret 2019 — Maret 2023 disajikan sebagaiberikut.

0,468

042s 0430 0436 0439 0448 0443 0446 o
0,459
: 0,449
0,423 0,428 0,434 0,437 0,441 0,436 0,439 03t 0.362

0328 0326 0328 0329 03334 355 0,332

Maret Sept 2019 Maret Sept 2020 Maret Sept 2021 Maret Sept 2022 Maret
2019 2020 2021 2022 2023

Perdesaan Perkotaan DIY

Gambar 3.4. Perkembangan Indeks Gini Menurut Daerah Tempat Tinggal di

DIY Bulan Maret 2019 — Maret 2023
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Dari data tersebut menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran
penduduk DIY yang diukur dengan menggunakan indikator Indeks Gini
sebesar 0,449 pada Maret 2023. Angka ini turun sebesar 0,01 poin jika
dibandingkan dengan Indeks Gini September 2022 yang tercatat besarnya
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0,459, namun meningkat 0,01 poin dibandingkan dengan Indeks Gini pada
Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,439.

Berdasarkan data tersebut juga terlihat bahwa selama periode Maret 2019
sampai dengan Maret 2023, angka Indeks Gini DIY berfluktuasi dengan
kecenderungan yang masih meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa
selama periode tersebut pemerataan pengeluaran di DIY masih belum
menunjukkan perbaikan. Tingkat ketimpangan DIY terus menunjukkan
adanya peningkatan sejak Maret 2019. Bahkan sejak berjangkitnya wabah
Covid-19, angka Indeks Gini DIY menunjukkan adanya peningkatan rata-rata
sebesar 0,005 poin per semester. Pada Maret 2023, angka gini rasio di
wilayah ini mulai menunjukkan adanya penurunan, dimana rasio gini
tercatat sebesar 0,449. Meskipun angka Indeks Gini mengalami penurunan
pada Maret 2023, namun angka ketimpangan ini tergolong masih relatif
tinggi untuk periode Maret 2019 - Maret 2023. Angka ketimpangan
pengeluaran penduduk di DIY tersebut masih belum kembali turun pada

level sebelum berjangkitnya Covid-19.

Tabel 3.9. Target dan Capaian Indikator Sasaran Indeks Gini Tahun 2023

Capaian 2023
2022 Target Realisasi % Realisasi

Indeks Gini - 0,439 0,423 0,449 93,85
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Indeks Gini di daerah perkotaan pada
Maret 2023 sebesar 0,453. Hal ini menunjukkan adanya penurunan angka
Indeks Gini sebesar 0,015 poin dibanding September 2022 yang angkanya
sebesar 0,468. Meskipun mulai menunjukkan penurunan, tingkat
ketimpangan di perkotaan relatif masih tinggi selama periode Maret 2019 —
Maret 2023. Angka Indeks Gini Maret 2023 jika dibandingkan Indeks Gini
Maret 2022 yang sebesar 0,446 terlihat masih adanya peningkatan sebesar
0,007 poin.

Sementara itu, angka Indeks Gini di daerah pedesaan menunjukkan
kecenderungan yang meningkat sejak September 2021. Indeks Gini pada

September 2021 tercatat sebesar 0,325 dan Maret 2022 meningkat menjadi
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0,332. Selanjutnya, angka Indeks Gini pada September 2022 kembali
meningkat menjadi 0,342. Pada Maret 2023, angka Indeks Gini semakin
meningkat menjadi 0,362.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur
menggunakan Indeks Gini mencapai 0,388 per Maret 2023. lJika
dibandingkan dengan Indeks Gini nasional tersebut, terdapat empat provinsi
dengan angka Indeks Gini lebih tinggi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta
(0,449), DKI Jakarta (0,431), Jawa Barat (0,425), dan Gorontalo (0,417). DIY

merupakan provinsi dengan Indeks Gini tertinggi pada level nasional.

Angka Indeks Gini di DIY masih tinggi karena dipengaruhi belum meratanya
distribusi pendapatan antar kelompok. Saat ini, golongan ekonomi atas
masih mendominasi total pengeluaran masyarakat di DIY. Pada Maret 2023,
tingkat pengeluaran dari kelompok “40 persen penduduk pengeluaran
terendah” di perkotaan tercatat sebanyak 15,21% dari total konsumsi yang
dilakukan oleh seluruh penduduk perkotaan DIY. Kondisi tersebut
menunjukkan adanya peningkatan konsumsi pada kelompok penduduk ini
dibandingkan kondisi September 2022 yang besarnya 14,91%. Namun
demikian, jika dibandingkan selama satu tahun terakhir, proporsi konsumsi

kelompok penduduk ini masih belum menunjukkan adanya peningkatan.

Sebaliknya di perdesaan terlihat adanya penurunan konsumsi pada
kelompok penduduk 40% terbawah. Pada September 2022, kelompok “40%
pengeluaran terbawah” perdesaan melakukan konsumsi sebesar 20,42%
dari total pengeluaran. Namun, pada Maret 2023, proporsi konsumsi dari

kelompok penduduk 40 persen terbawah ini berkurang menjadi 19,76%.

Secara keseluruhan terjadi peningkatan konsumsi pada kelompok penduduk
40% terbawah selama satu semester terakhir di D.l. Yogyakarta. Pada
September 2022, kelompok penduduk ini melakukan konsumsi sebanyak
15,54% dari total konsumsi penduduk di provinsi ini. Adapun pada Maret
2023 konsumsi kelompok ini menjadi sebesar 15,58% dari total konsumsi
penduduk DIY.
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Peningkatan konsumsi penduduk DIY juga ditunjukkan oleh kelompok 40%
menengah. Pada Maret 2023, konsumsi kelompok penduduk menengah
tercatat sebesar 31,68%. Adapun pada September 2022, konsumsi
kelompok ini sebesar 30,69%. Sementara itu, pada kelompok penduduk 20%
teratas justru terjadi penurunan proporsi konsumsi. Pada kelompok ini,
persentase konsumsi turun sebesar 1,03% poin dari September 2022
(53,77%) terhadap Maret 2023 (52,74%).

Tabel 3.10. Distribusi Pengeluaran Penduduk DIY, Maret 2022 — Maret 2023 (%)

Penduduk 40% Penduduk 40% Penduduk 20%

Daerah Periode Terbawah Menengah Teratas
Perkotaan Maret 2022 15,53 32,11 52,36
September 2022 14,91 30,40 54,69
Maret 2023 15,21 31,43 53,36
Perdesaan  Maret 2022 20,88 36,34 42,78
September 2022 20,42 35,58 44,00
Maret 2023 19,76 34,59 45,65
Perkotaan Maret 2022 16,07 32,32 51,61
dan September 2022 15,54 30,69 53,77
Perdesaan  Maret 2023 15,58 31,68 52,74

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

4.

Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan — Indeks
Williamson

Kepemilikan sumber daya yang berbeda maupun kondisi geografis yang
bervariasi antar wilayah menyebabkan kesenjangan secara umum. Salah
satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan
ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di DIY, yaitu Indeks Williamson
(dihitung dengan menggunakan PDRB per kapita yang berkaitan dengan
jumlah penduduk per daerah). Indeks Williamson merupakan koefisien
persebaran (coefficient of variation) dari rata-rata nilai sebaran dihitung
berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah yang
berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Pada Gambar 3.

berikut ini menunjukkan perkembangan nilai Indeks Williamson di DIY

dari tahun ke tahun.
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Gambar 3.5.  Indeks Williamson DIY Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024
Data tahun 2023 adalah proyeksi
Data menggunakan jumlah penduduk hasil SP2020

Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa kesenjangan ekonomi antar
wilayah di DIY berada di antara 0,35 dan 0,5. Artinya, kesenjangan ekonomi
antar wilayah di DIY dapat dikategorikan dalam ketimpangan sedang.
Ketimpangan meningkat pada periode 2019 sampai 2021 yaitu dari Indeks
Williamson 0,4544 (2019) menjadi 0,4966 (2021). Setelah itu, ketimpangan
mengalami penurunan menjadi 0,4916 di tahun 2022 dan kembali menurun
pada tahun 2023 menjadi 0,4805. Capaian indikator kinerja Indeks
Williamson pada tahun 2023 sebesar 0,4805, jika dibandingkan dengan
target pada RPD 2023 — 2026 sebesar 0,444 akan diperoleh persentase
capaian sebesar 91,78%.

Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan — Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin menyadari bahwa
keberlanjutan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup adalah dua sisi dari
koin yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat dan pelaku ekonomi telah
bersatu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,
dengan fokus pada kelestarian lingkungan. Dengan adanya kesadaran yang
meningkat tentang dampak ekonomi terhadap lingkungan, berbagai sektor
mulai bergerak menuju praktik-praktik yang ramah lingkungan. Industri-
industri mengadopsi teknologi hijau, pengarusutamaan penggunaan energi
terbarukan, dan praktik-praktik produksi yang ramah lingkungan harus

menjadi norma. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, seperti yang
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tercermin dalam IKLH, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan. Penanaman pohon, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan
limbah yang lebih efektif telah menjadi bagian integral dari kegiatan

ekonomi.

Penggunaan IKLH dalam kebijakan pembangunan sangatlah penting, salah
satunya dapat menjadi panduan bagi pengambil keputusan dalam
merancang dan mengevaluasi kebijakan pembangunan. Dengan
mempertimbangkan nilai IKLH, kebijakan dapat diarahkan untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pelestarian lingkungan,
menghindari dampak negatif jangka panjang. Realisasi angka IKLH di DIY

sendiri adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11. Target dan Realisasi IKLH DIY Tahun 2019 - 2023

Indikator 2019 2020 2021 2022 2023
Kinerja Satu- . . . X .
Reali- Reali- Reali- Reali- Reali-
Sasaran an Target . Target . Target . Target . Target .
sasi sasi sasi sasi sasi
Pemda
Klasifikasi Nilai 60,51 61,05 62,44 61,60 64,18 60,53 66,15 59,92 cukup cukup
IKLH (Indeks baik  baik/
Kualitas sedang
Lingkungan
Hidup)

Sumber: DLHK DIY, 2024

Pada tahun 2023 terdapat kenaikan realisasi IKLH jika dibandingkan dengan
tahun 2022 (59,92), dimana realisasinya mencapai 66,29 dari target sebesar
62,96. Perhitungan IKLH tahun 2023 menggunakan dasar Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut terdapat indeks baru
berupa Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang secara signifikan mengungkit nilai
IKLH di DIY. Rumus perhitungan IKLH tersebut adalah sebagai berikut :

IKLH = (0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL)
Secara umum, capaian realisasi IKLH DIY ditunjang dari capaian IKA, IKU, dan
IKAL yang juga melebihi target. Sedangkan capaian IKL masih belum dapat

memenuhi target yang ditetapkan. Capaian untuk masing-masing

komponen penyusun IKLH adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.12. Komponen Penyusunan IKLH

No
1
2
3
4

Target Realisasi
Indeks Kualitas Air (IKA) 37,20 40,28
Indeks Kualitas Udara (IKU) 86,93 89,01
Indeks Kualitas Lahan (IKL) 51,36 48,68
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) 63,36 81,11

Sumber: DLHK DIY, 2024

Untuk meningkatkan nilai IKLH, perlu diimplementasikan strategi-strategi
yang berfokus pada pelestarian dan perbaikan kondisi lingkungan. Beberapa

hal yang telah dilakukan DIY antara lain adalah :

Upaya pengelolaan limbah baik domestik maupun padat yang lebih
efektif dimana ada penerapan sistem daur ulang yang lebih luas,
pengurangan limbah plastik, dan inisiatif pengelolaan sampah yang
berbasis masyarakat. Selain itu terdapat 185 usaha kegiatan di DIY yang
menjadi target pengawasan, dimana selama tahun 2023 telah
dilakukan upaya pengawasan terhadap 90 usaha kegiatan (48,65%)
yang berpotensi menghasilkan limbah. Pembinaan kepada para
pengelola sampah mandiri sebanyak 40 lokasi juga dilakukan sebagai
salah satu upaya penanganan sampah.

Rehabilitasi dan konservasi alam strategis untuk mengimbangi
kerusakan lingkungan yang terjadi. Program penanaman pohon,
restorasi lahan yang terdegradasi, serta pelestarian kawasan hutan
menjadi upaya nyata untuk memperbaiki ekosistem dan mendukung
keberlanjutan alam. Selama tahun 2023, DIY melakukan penanaman
seluas 406 ha dengan tujuan untuk mengurangi luas lahan kritis.
Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha kegiatan, dan
masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya pelestarian
lingkungan. Melibatkan semua pihak dalam perencanaan dan
implementasi strategi akan menciptakan sinergi yang dapat

menghasilkan perubahan positif yang lebih besar.

Peningkatan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, ketika dikaitkan dengan
IKLH yang meningkat dapat menjadi cerminan komitmen bersama untuk

menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Hal ini bukan hanya tentang
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memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga tentang
mewariskan planet yang sehat dan lestari kepada generasi mendatang.
Dengan demikian, perubahan positif dalam aktivitas perekonomian dan
lingkungan hidup saling mendukung, membentuk fondasi kuat untuk

kemajuan yang berkelanjutan dan berdaya tahan.

Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat — Indeks
Pembangunan Manusia (IPM)

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) salah satunya dapat diukur
menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dasar
pengukuran IPM menggunakan sejumlah komponen dasar kualitas hidup
sebagai basis. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yang
mencakup umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan

(knowledge), dan kehidupan yang layak (decent standard of living).

Pengukuran dimensi kesehatan menggunakan angka harapan hidup waktu
lahir sedangkan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama
sekolah digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan. Pada dimensi
hidup layak diukur dengan indikator kemampuan daya beli masyarakat
terhadap sejumlah kebutuhan pokok. Dalam komponen IPM dapat diketahui
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam
memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM juga
dapat berfungsi untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia
dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. Kesimpulannya
bahwa IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat

perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 angka IPM DIY cenderung semakin
meningkat . Walaupun capaian IPM DIY dari tahun 2019 ke tahun 2020 agak
sedikit menurun dari 79,99 menjadi 79,95 (karena adanya pandemi Covid-
19). Namun angka IPM DIY mengalami peningkatan kembali pada tahun
2021 yang mencapai angka 80,22 (pandemi Covid-19 mulai mereda). Mulai
tahun 2021, status pembangunan manusia DIY sudah berada pada level

“sangat tinggi”. Dalam rentang waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun
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2023, persentase IPM DIY secara rata-rata meningkat sebesar 0,47% per
tahun (capaian angka IPM DIY dari 79,95 pada tahun 2020 menjadi 81,09
pada tahun 2023). Pada tahun 2023 ini terjadi peningkatan IPM DIY pada
semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan

standar hidup layak.

81,09
79,99 79,95 80,22 80,65 ,
74,39
73,77 ,
73,16 ,
71,92 72,81 B
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=
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Gambar 3.6.  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2019-

2023

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024
*Jumlah penduduk 2019 menggunakan Proyeksi Supas2015
Tahun 2020-2023 menggunakan data penduduk SP2020

Kualitas pembangunan manusia yang semakin baik, tercermin pada
perkembangan IPM DIY yang semakin meningkat. Pada kurun waktu 2017-
2020 menunjukkan bahwa level IPM DIY selalu berada dalam kategori IPM
tinggi (70<IPM<80), dan tahun 2021 meningkat menjadi kategori sangat
tinggi (IPM>80).

Secara umum perkembangan IPM DIY dari tahun 2019 — 2023 selalu berada
di atas IPM nasional. Capaian IPM Nasional pada tahun 2023 menunjukkan
angka 74,39, sedangkan capaian IPM DIY sudah mencapai angka 81,09.

Tabel 3.13. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Indeks Pembangunan

Indikator Kinerja Sasaran Pemda Satuan

Manusia Tahun 2023

Capaian 2023
2022 Target Realisasi % Realisasi

Indeks Pembangunan Manusia Indeks 80,64 81,07 81,09 100,02
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024
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Capaian IPM DIY yang tinggi didukung pula oleh capaian yang cukup tinggi
dari semua indikator penyusun yang dimiliki. Pada tahun 2023, pengeluaran
Riil per Kapita tumbuh sebesar 3,05% meningkat dibanding tahun 2022
(tumbuh sebesar 2,63%). Sedangkan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)
tumbuh sebesar 0,09% dan Harapan Lama Sekolah (HLS) tumbuh sebesar
0,06%, mengalami pertumbuhan yang cenderung stabil dibanding tahun
2022. Sementara pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tumbuh sebesar 0,82%,
melambat dibanding tahun 2022 yang tumbuh 1,14%.

7511 75,18
75,04 !
74,92 74,95
2019* 2020 2021 2022 2023

Gambar 3.7.  Perkembangan UHH DIY Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024
*Jumlah penduduk 2019 menggunakan Proyeksi Supas 2015
Tahun 2020-2023 menggunakan data penduduk SP2020

Dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun,
selama periode 2020 hingga 2023. Capaian peningkatan angka UHH di DIY
sebesar 0,23 tahun atau rata-rata tumbuh 0,10 persen per tahun. Secara
umum UHH DIY tahun 2023 meningkat 0,07 tahun (0,09%) dibanding tahun
sebelumnya, meskipun agak sedikit melambat dibandingkan rata-rata
pertumbuhan 2020 - 2022 (0,11% per tahun).

15,58 15,59 15,64 15,65 15,66
9,38 9,55 9,64 9,75 9,83
c— —= = —o— —0
2019* 2020 2021 2022 2023

HLS DIY ==@==RLS DIY

Gambar 3.8.  Perkembangan HLS dan RLS DIY Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024
*Jumlah penduduk 2019 menggunakan Proyeksi Supas2015
Tahun 2020-2023 menggunakan data penduduk SP2020
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Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan
Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama
Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus
meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS DIY
rata -rata meningkat 0,15% per tahun, sementara RLS meningkat 0,97% per
tahun. HLS 2023 meningkat 0,01 tahun (0,06%) dibandingkan tahun 2022,
melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,19%).
Sementara, RLS 2023 meningkat 0,08 tahun (0,82%) dibandingkan tahun
2022, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (1,04%).

14.924

14.482
14.394

14.111
14.015

2019 2020 2021 2022 2023

Gambar 3.9.  Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan DIY (Ribu Rupiah)

2019-2023
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Dimensi ketiga IPM yaitu standar hidup layak yang direpresentasikan dengan
pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang
disesuaikan. Pada tahun 2020, pengeluaran riil per kapita per tahun yang
disesuaikan masyarakat DIY mengalami penurunan dibanding tahun
sebelumnya (dampak pandemi Covid-19). Seiring dengan berbagai upaya
pemerintah dalam menangani dampak pandemi pada berbagai sektor,
pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat DIY
mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Sampai dengan
tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan
masyarakat DIY mencapai Rp 14,92 juta per tahun. Capaian ini meningkat
442 ribu rupiah (3,05 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi
dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 1,65 persen

per tahun.
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Tabel 3.14. IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota P

2019* 2020 2021 2022 2023

Kabupaten Bantul 80,01 80,36 80,63 81,04 81,74
Kabupaten Sleman 83,85 83,92 84,08 84,40 84,86
Kabupaten Gunungkidul 69,96 70,18 70,37 71,18 71,46
Kabupaten Kulon Progo 74,44 74,48 74,73 75,48 75,82
Kota Yogyakarta 86,65 86,93 87,50 88,00 88,61
DIY 79,99 79,95 80,22 80,66 81,09

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Capaian IPM kabupaten/kota di DIY sangat bervariasi selama kurun waktu
lima tahun terakhir yang menunjukkan bahwa pola pembangunan antar
wilayah di DIY masih timpang. Level IPM tertinggi dicapai Kota Yogyakarta
dan diikuti oleh Sleman serta Bantul. Ketiga daerah tersebut memiliki IPM di
atas DIY dan sudah berada pada kategori “sangat tinggi” (IPM>80).
Sedangkan IPM Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul berada dalam
kategori “tinggi” (IPM antara 70-80). IPM Gunungkidul tercatat paling
rendah namun terus menunjukkan peningkatan. Mulai tahun 2020 capaian

IPM Gunungkidul telah meningkat pada kategori “Tinggi”.

Pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota selama tahun 2019-2023
mengindikasikan pencapaian yang sangat baik karena kabupaten/kota di DIY
sudah berstatus “sangat tinggi” dan “tinggi”. Sampai dengan tahun 2023 IPM
Kota Yogyakarta mencapai 88,61, tercatat paling tinggi di antara
kabupaten/kota di DIY. Capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Kabupaten
Sleman dan Bantul masing-masing sebesar 84,86 dan 81,74. Ketiga
kabupaten/ kota tersebut menjadi daerah dengan status capaian
pembangunan manusia yang “sangat tinggi”. Sementara IPM Kulon Progo
dan Gunungkidul tercatat masing-masing sebesar 75,82 dan 71,46 dengan
status capaian pembangunan manusia yang “tinggi”. Pertumbuhan IPM
tertinggi tahun 2023 terjadi di Kabupaten Bantul (0,86%), sementara
pertumbuhan terendah terjadi di Kabupaten Gunungkidul (0,39%).
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Tabel 3.15. IPM Kabupaten/ Kota di DIY menurut Komponen Tahun 2023

Komponen UHH HLS RLS Pengeluaran per Kapita yang
(Tahun) (Tahun) (Tahun) Disesuaikan (Ribu rupiah)
Kabupaten Kulon Progo 75,35 14,48 9,18 10.723
Kabupaten Bantul 74,64 15,61 9,79 16.524
Kabupaten Gunungkidul 74,76 13,39 7,32 10.065
Kabupaten Sleman 75,26 16,77 11,01 16.976
Kota Yogyakarta 75,52 17,62 12,11 19.920

DIY

75,18 15,66 9,83 14.924

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Perkembangan indikator penyusun IPM menurut kabupaten/kota di DIY
cukup bervariasi. Pada tahun 2023, dimensi umur yang panjang dan sehat
(indikator UHH) tertinggi di Kota Yogyakarta (75,52 tahun) dan terendah di
Bantul (74,64 tahun). Pada dimensi pengetahuan, capaian Gunungkidul,
Kulon Progo dan Bantul masih cukup tertinggal dibanding Sleman dan Kota
Yogyakarta. Pada indikator HLS penduduk usia 7 tahun ke atas Gunungkidul
sebesar 13,39 tahun, Kulon Progo sebesar 14,48 tahun, dan Bantul sebesar
15,61 tahun. Ketiga kabupaten tersebut berada di bawah rata-rata HLS
provinsi. HLS Sleman (16,77 tahun) dan Kota Yogyakarta (17,62 tahun)
tercapai di atas rata-rata provinsi sekaligus tertinggi. Begitu juga, rata-rata
lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas terendah sebesar 7,32
tahun berada di Gunungkidul, Kulon Progo beserta Bantul juga tergolong
rendah di bawah rata-rata provinsi. RLS tertinggi di Kota Yogyakarta hingga
mencapai 12,11 tahun. Sementara, capaian komponen pengeluaran per

kapita riil yang disesuaikan terendah sebesar Rp10.723 ribu per tahun di

Gunungkidul.
7. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat — Tingkat
Kemiskinan
Kemiskinan di DIY merupakan salah satu masalah kesejahteraan masyarakat
yang kompleks dan bersifat multidimensional. Hal ini menjadikan
percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan salah isu strategis
pembangunan. Secara umum, tingkat kemiskinan di DIY lebih tinggi
dibandingkan nasional. Selama periode 2019 sampai dengan 2021,
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persentase penduduk miskin di DIY meningkat dari 11,7% menjadi 12,80%
akibat dampak pandemi Covid-19. Namun pada tahun selanjutnya tingkat
kemiskinan menunjukkan tren menurun. Pada Maret 2021 tercatat 12,80%
kemudian pada Maret 2023 menurun menjadi 11,04%. Tingkat capaian
indikator kinerja Persentase Angka Kemiskinan pada tahun 2023 adalah
97,21% dari target yang ditetapkan dalam RPD yang sebesar 10,74%.
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11,34
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Gambar 3.10. Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2019-

2023 per Maret (dalam persen)
Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Tabel 3.16. Target dan Capaian Indikator Sasaran Tingkat Kemiskinan Tahun

2023
i 2023
Indikator Kinerja Sasaran Pemda  Satuan Capaian . .
2022 Target Realisasi % Realisasi
Tingkat Kemiskinan % 11,34 10,74 11,04 97,21

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Persentase penduduk miskin di tingkat Kabupaten/Kota bervariasi dan
cenderung menurun selama periode 2018-2019, namun meningkat pada
periode 2020 - 2021. Peningkatan di semua wilayah di tahun 2020 dan 2021
diakibatkan dampak pandemi. Pada tahun 2022, persentase penduduk
miskin di semua kabupaten dan kota kembali mengalami penurunan karena
perekonomian telah menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan tertinggi
terdapat di Kabupaten Kulon Progo yang diikuti oleh Kabupaten
Gunungkidul. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2022
adalah 16,39% dan Gunungkidul 15,86%. Kota Yogyakarta merupakan
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wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah selama periode 2018 - 2022.
Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta adalah 6,62% di tahun 2022.

Tabel 3.17. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2023 (%)

Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 2022 2023*
Kulon Progo 17,39 18,01 18,38 16,39 15,64
Bantul 12,92 13,5 14,04 12,27 11,95
Gunungkidul 16,61 17,07 17,69 15,86 15,60
Sleman 7,41 8,12 8,64 7,74 7,52
Kota Yogyakarta 6,84 7,27 7,69 6,62 6,40

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024
Ket.: *) akan rilis pada bulan Maret 2024

Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan - Indeks
Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset kebudayaan yang dimiliki
masyarakat dan  bagaimana upaya untuk memelihara dan
mengembangkannya. DIY telah menunjukkan upaya tersebut dengan
komitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai payung dan arus utama
dalam pembangunan di segala bidang. Untuk menghitung tingkat
keberhasilan Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan di DIY indikator

sasaran yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

IPK merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran
kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis
formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam
koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.
Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan
data sehingga IPK merupakan alat ukur komprehensif yang bersifat
multisektoral. Ada tujuh dimensi dalam IPK yang terdiri dari Ekonomi Budaya,
Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya,
Budaya Literasi dan Gender. Karena bersifat lintas sektor maka faktor-faktor

yang mempengaruhi angka IPK juga bersifat lintas sektor.
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Tabel 3.18. Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023

2023
Indikator Kinerja Sasaran Pemda Capaian 2022 — —
Target Realisasi % Realisasi
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 66,52 74,58 66,52* 89,19

Ket.: *) Realisasi tahun 2023 adalah hasil IPK tahun 2022. Untuk rilis angka IPK tahun 2023 baru
akan diterbitkan pertengahan tahun 2024
Sumber: Disbud DIY, 2024

Jika dilihat dari target tahun 2023, capaian kinerja IPK pada tahun 2023
adalah sebesar 89,19%, dengan demikian indikator kinerja sasaran ini tidak
tercapai. Namun demikian, capaian IPK DIY ini merupakan capaian tertinggi
di tingkat nasional. Penurunan IPK ini secara umum terjadi di seluruh wilayah

Indonesia terutama sejak adanya pandemi Covid-19.

Guna melihat pengaruh pandemi Covid-19 dalam capaian IPK, dapat diamati
dari analisa komparasi perkembangan nilai IPK baik DIY maupun Nasional
dalam 3 periode yaitu, Pra Pandemi Covid (2018-2019), Pandemi Covid
(2019 - 2020), dan Pasca Pandemi Covid (2022) pada 7 dimensi penyusun
nilai IPK.

Tabel 3.19. Perkembangan Nilai IPK Tahun 2019-2022

2022 2022
No NamaDimensi 2019 2020 2021 2022 _'erhadap - terhadap
Pra Pandemi Pasca Pandemi
(2019) (2021)
1 EkonomiBudaya 71,51 64,79 56,79 67,32 -4,19 10,53
2 Pendidikan 78,17 79,99 80,68 80,88 2,71 0,2
3 Ketahanan Sosial 85,2 85,04 76,5 77,9 -7,3 1,4
Budaya
4 Warisan Budaya 68,61 61,11 56,57 58,2 -10,41 1,63
5 EkspresiBudaya 68,61 57,15 41,11 45,06 -23,55 3,95
6 Budaya Literasi 78,04 80,34 56,2 57,72 -20,32 1,52
7 Gender 59,39 64,53 64,61 64,05 4,66 -0,56
8 IPKDIY 73,98 71,74 64,22 66,52 -7,46 2,3
NASIONAL 55,91 54,65 51,90 55,13 -0,78 3,23

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023
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Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) DIY Tahun 2022 adalah
sebesar 64,52. Angka tersebut di atas rata-rata nasional dan merupakan
angka IPK tertinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia. Namun demikian,
capaian tersebut belum dapat memenuhi target RPD Tahun 2023 yaitu
sebesar 74,58. Hal ini dikarenakan beberapa dimensi penting IPK yaitu
Ekspresi Budaya, Warisan Budaya dan Budaya Literasi mengalami penurunan

yang signifikan selama pandemi tahun 2020 sampai dengan 2021.

Terdapat beberapa keterbatasan yang terkait dengan penentuan prioritas
perencanaan dan pemenuhan kebutuhan nasional dalam mengantisipasi
pandemi. Hal ini berdampak terhadap target capaian IPK yang telah
ditetapkan sebelum terjadinya pandemi, atas dasar kecenderungan angka

indeks pada situasi normal.

Berbagai upaya untuk memulihkan ekosistem kebudayaan pasca pandemi
telah dilaksanakan, diantaranya adalah dengan pelaksanaan event
kebudayaan secara hibrid pada tahun 2021 dan mulai dilaksanakan secara
normal pada tahun 2022. Pada tahun 2023 semua aktivitas kebudayaan baik
oleh pemerintah maupun masyarakat telah dilaksanakan secara normal.
Namun demikian, intervensi kegiatan melalui event yang dilaksanakan oleh
pemerintah belum cukup 